
1. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47); 

2. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
perlu adanya penyediaan dana; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), 
dan ayat (5), serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, maka perlu menetapkan tata cara pembagian dan 
penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di 
Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk 
Teknis Pembagian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi 
Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan Peraturan Bupati; 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang­Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6914); 

4. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang­Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6757); 

6. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856) 

7. Undang­Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6995); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 ten tang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2025 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 398); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 201 7 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 
tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1802); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALO KASI DANA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2025. 

TEKNIS PETUNJUK TENT ANG BUPATI PERATURAN 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 
Nomor 3 Seri A); 

24. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan 
(Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 
2/E); 

25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13 / E), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E); 

26. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Program Perlind ungan J aminan Sosial 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah 
Tahun 2021 Nomor 28 Seri E). 

27. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 6 
Seri A); 
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Dalam Peraturan Bupati Bangkalan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangkalan 
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Bangkalan. 

5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masy.arakat dan Desa 
Kabupaten Bangkalan 

6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. 
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan. 
8. Tahun Anggaran adalah Tahun Anggaran 2025. 
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKDa adalah kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat 
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi, dan komunikasi. 

1 7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban Desa. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerin tahan Desa. 

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
Desa. 

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 
keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPKD. 

23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang 
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. 

24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota 
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang 
ditetapkan. 
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27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
dalam 1 ( satu) rekening pada bank yang ditetapkan. 

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap 
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 
Desa. 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat 
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan 
Penjabaran APB Desa. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat 
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk 
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA 
tahun anggaran sebelumnya. 

32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dilakukan melalui swakelola dan/ a tau penyedia 
barang/ jasa. 

33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK 
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana 
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran­ 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
kepala Desa. 

34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, 
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 
inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah 
Kabupaten/Kota. 

35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang­undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 

36. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 
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(1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan 
bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

(2) Tujuan diberikannya ADD adalah: 
a. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, 

efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung­jawab; 
b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta 

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; 

Pasal2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

38. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya 
disingkat SPP Panjar adalah permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan sebagai uang panjar pelaksanaan 
kegiatan. 

39. Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang selanjutnya 
disingkat SPP Definitif adalah permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan setelah barang/jasa diterima. 

40. Penyaluran ADD adalah Penyaluran ADD yang dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD. 

41. Pencairan ADD adalah kegiatan pelaksanaan pengeluaran 
atas beban ADD berdasarkan SPP. 

42. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. 

43. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan 
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 
Jaminan Kesehatan. 

44. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah 
Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan kerja, 
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, 
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

45. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat. 
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Alokasi Pemerintah Desa setiap desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan 
Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa, Sekretaris Desa, juga 
Perangkat Desa lainnya dengan mempertimbangkan jumlah 
perangkat desa, jumlah perangkat kewilayahan, jumlah Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) ditambah dengan kebutuhan 
Tunjangan Kepala Desa, iuran jaminan sosial kesehatan Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, iuran jaminan 
sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat 
Desa lainnya dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Ketua, 
Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD 
selama 12 (dua belas) bulan. 

Pasal 5 

Rincian ADD setiap Desa dialokasikan dengan memperhatikan 
komponen pembagian: 
a. Alokasi Pemerintah Desa; dan 
b. Alokasi Formula/Proporsional. 

Pasal4 

BAB IV 
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN ADD 

Jumlah Desa di wilayah Kabupaten Bangkalan sebanyak 273 
(dua ratus tujuh puluh tiga) Desa dengan nama­nama Desa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

BAB III 
JUMLAH DESA 

um um; 
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi 

masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan 
aset desa guna kesejahteraan bersama; 

e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat 
desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu 
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 
ketahanan nasional. 

c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat 
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan 
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(1) Penghitungan besaran Alokasi Formula/Proporsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 
mempertimbangkan beberapa variabel dengan pembobotan 
masing­masing sebagai berikut: 
a. Jumlah Penduduk (JP), memiliki bobot 25o/o (dua puluh 

lima persen); 
b. Jumlah Penduduk Miskin (JPM), memiliki bobot 30°/o 

(tiga puluh lima persen); 
c. Luas Wilayah (LW), memiliki bobot 25°/o (dua puluh lima 

persen); dan 

Pasal 7 

I 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat 
Desa Lainnya 
Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 

= Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD 

H 

Keterangan: 
ADD PD = Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa 
12 = Jumlah Bulan Dalam 1 tahun 
A = Kebutuhan Siltap Kepala Desa 
B = Kebutuhan Siltap Sekretaris Desa 
c = Kebutuhan Siltap Kepala Seksi 
D = Kebutuhan Siltap Kepala Urusan 
E = Kebutuhan Siltap Kepala Dusun 
K = Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD 
WK = Kebutuhan Tunjangan Wakil Ketua BPD 
SK = Kebutuhan Tunjangan Sekretaris BPD 
KB = Kebutuhan Tunjangan Ketua Bidang BPD 
AG = Kebutuhan Tunjangan Anggota BPD 
F = Kebutuhan Tunjangan Kepala Desa 
G = Kebutuhan luran Jaminan Sosial Kesehatan 

Penghitungan Alokasi Pemerintah Desa setiap desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
ADDPD = [12 x (A+B+(C x Jumlah Kepala Seksi)+(D x 

Jumlah Kepala Urusan) + (E x Jumlah Kepala 
Dusun)] + (12 x (K+WK+SK+(KB x Jumlah Ketua 
Bidang)+(AG x Jumlah Anggota) BPD) + F + G + 
H + I] 

Pasal6 
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= IKG 
Total IKG desa di Kabupaten yang 
bersangku tan 

Rasio IKG 

g) Rasio Indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) 
dengan rumus : 

= 25°/o x Rasio LW Bobot LW 

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus : 

= luas wilayah desa 
Total luas wilayah desa di 
Kabupaten yang bersangkutan 

Rasio LW 

e) Rasio Luas wilayah Desa (Rasio LW) dengan rumus: 

= 30°/o x Rasio JPM BobotJPM 

d) Bobot Jumlah Penduduk miskin desa (Bobot JPM) 
dengan rumus: 

= Jumlah Penduduk Miskin Desa 
Total penduduk miskin desa 
Kabupaten yang bersangkutan 

Rasio JPM 

c) Rasio Jumlah Penduduk miskin desa (Rasio JPM) 
dengan rumus : 

= 2 5o/o x Rasio JP Bobot JP 

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan 
rum us: 

= Jumlah penduduk desa 
Total penduduk desa kabupaten 
yang_ bersangku tan 

Rasio JP 

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan 
rum us: 

d. Tingkat/Indeks Kesulitan Geografis (IKG), memiliki 
bobot 20°/o (dua puluh persen). 

(2) Penghitungan Alokasi Formula/Proporsional setiap desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
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Keterangan: 
ADD PD = Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa 
12 = Jumlah Bulan Dalam 1 tahun 
A = Kebutuhan Siltap Kepala Desa 
B = Kebutuhan Siltap Sekretaris Desa 
c Kebutuhan Siltap Kepala Seksi 
D = Kebutuhan Siltap Kepala Urusan 
E = Kebutuhan Siltap Kepala Dusun 
K = Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD 
WK = Kebutuhan Tunjangan Wakil Ketua BPD 
SK = Kebutuhan Tunjangan Sekretaris BPD 
KB = Kebutuhan Tunjangan Ketua Bidang BPD 
AG = Kebutuhan Tunjangan Anggota BPD 
F = Kebutuhan Tunjangan Kepala Desa 

setiap = [12 x (A+B+(C x Jumlah Kepala 
Seksi)+(D x Jumlah Kepala Urusan) + 
(E x Jumlah Kepala Dusun) ] + (12 x 
(K+WK+SK+(KB x Jumlah Ketua 
Bidang)+(AG x Jumlah Anggota) 
BPD)+F+G+H+I] + [ (25% x rasio jumlah 
penduduk setiap desa terhadap total 
penduduk desa kabupaten yang 
bersangkutan) + (30°/o x rasio jumlah 
Penduduk miskin setiap desa terhadap 
total penduduk miskin desa Kabupaten 
yang bersangkutan) + (25% x rasio luas 
wilayah setiap desa terhadap luas 
wilayah desa kabupaten yang 
bersangkutan) + (20% x rasio IKG 
setiap desa terhadap total IKG desa 
Kabupaten yang bersangkutan) ] 

ADD 
Desa 

Penghitungan ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, menggunakan rumus dasar sebagai berikut: 

Pasal 8 

= Jumlah Penduduk Desa 
= Jumlah Penduduk Miskin Desa 
= Luas Wilayah Desa 
= Indeks Kesulitan Geografis Desa 

Keterangan: 
JP 
JPM 
LW 
IKG 

= 20°/o x Rasio IKG Bobot IKG 

h) Bobot Indeks kesulitan Geografis desa (Rasio IKG) 
dengan rumus : 
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Penetapan rmcran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten 
Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 11 

Hasil penghitungan ADD untuk setiap Desa di Kabupaten 
Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 10 

(1) Alokasi Formula/ Proporsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1), dihitung berdasarkan data jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks 
kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga/instansi 
dan/ a tau Perangkat Daerah terkait. 

(2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diperoleh dari: 
a. data jumlah penduduk bersumber dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil; 
b. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah 

penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang 
ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang 
bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional melalui Dinas Sosial; 

c. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan 
Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah 
Desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten. 

Pasal9 

I 

G = Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial 
Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
dan Perangkat Desa Lainnya 

= Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 

= Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Bagi Ketua, W akil Ketua, 
Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD 

H 
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Anggaran 
Peraturan 

Perubahan 

8. 

6. lkhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Tahun Anggaran 2024; 

7. Peraturan Desa ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2025, beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 
Peraturan Desa ten tang Peru bahan 
Pendapatan dan Belanja Desa serta 
Kepala Desa Tentang Penjabaran 

5. Pera tu ran Desa ten tang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2024, lengkap beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat ( 1), dilakukan setelah Kepala Desa (pemohon) 
mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati 
melalui Camat dengan disertai kelengkapan persyaratan, 
sebagai berikut: 
a. ADD Tahap I (satu): 

1. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari 
Kepala Desa atau sebutan lain; 

2. Salinan dokumen RPJMDesa dan / a tau 
perubahannya [jika dilakukan perubahan), bagi 
dokumen RPJMDesa yang masih berlaku sesuai 
keten tuan perundang­undangan; 

3. Salinan dokumen RKPDesa Tahun 2025 dan/ atau 
perubahannya [jika dilakukan perubahan); 

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
(LPPD) akhir Tahun Anggaran 2024; 

Pasal 13 

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
RKUD pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke 
RKDes. 

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu: 
a. Tahap I (satu) maksimal sebesar 60 °/o (enam puluh 

perseratus) dari pagu ADD; 
b. Tahap II (dua) sebesar sisa dari pagu ADD. 

Pasal 12 

BABV 
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2025 beserta lampirannya keluaran 
Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan 
peru bahan APB Des); 

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap 
penggunaan dan penyusunan dana tahap I ( satu), 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

10. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan 
yang berlaku, sesuai dengan nilai besaran Dana 
yang diterima pada tahap I (satu); 

11. Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap I (satu) 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

12. Surat Pernyataan kesediaan dilakukan mekanisme 
pemotongan (intersep) iuran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Perangkat Desa Lainnya, serta iuran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan bagi Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD, pada 
bagian penerimaan desa yang bersumber dari ADD 
hak masing­masing desa Tahun Anggaran 2025, 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

13. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening 
Kas Desa Tahun Anggaran 2025; 

14. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank 
yang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi 
tentang nama pemilik serta nomor RKDes; 

15. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan Perangkat Desa dan Keputusan 
Kepala Desa tentang Susunan Perangkat Desa yang 
masih berlaku serta perubahannya (jika dilakukan 
perubahan); 

16. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan 
perubahannya (jika ada perubahan) tahun anggaran 
2024; 

17. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 
2024; 

18. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
19. Salinan NPWP Pemerintah Desa; 
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran 

Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2025, terdiri 
atas: 
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
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b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c) Rencana Anggaran Biaya. 

21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 
keluaran Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2025 
(bagi desa yang melakukan peru bahan APB Des), 
terdiri atas: 
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan 

Desa; 
b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c) Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

22. Surat pemyataan pelunasan penyetoran pajak 
penggunaan ADD tahap II (dua) Tahun Anggaran 
2024 bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, beserta salinan bukti penyetorannya 
[jika ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak); 

23. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi 
realisasi pelaksanaan/ penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2024 dan/ atau perubahannya (jika dilakukan 
perubahan), serta foto atau tangkapan layar 
( screens hoot) pu blikasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan/ atau 
peru bahannya [jika dilakukan peru bahan) kepada 
masyarakat, melalui media informasi baik media 
cetak (seperti: baliho/spanduk/banner, dan media 
cetak lainnya), maupun media elektronik (seperti: 
iklan televisi, media sosial, website, portal berita, 
blog, dan media elektronik lainnya); 

24. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan 
desa, yang terdiri dari: 
a) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut 

pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pem bangunan desa yang telah 
didanai oleh ADD tahap II (dua) tahun anggaran 
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur); 

b) Foto awal dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan 
didanai oleh ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 
2025 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur); dan 

c) Surat pemyataan bahwa foto finalisasi untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa 
yang telah didanai oleh ADD tahap II (dua) Tahun 
Anggaran 2024, merupakan hasil pengambilan 
gambar di satu titik lokasi yang sama, bermaterai 
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b. ADD Tahap II (dua): 
1. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari 

Kepala Desa atau sebutan lain; 
2. Salinan dokumen perubahan RKPDesa Tahun 2025 

[jika dilakukan perubahan); 
3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahap I (satu) 

Tahun Anggaran 2025 keluaran Aplikasi Siskeudes; 
4. Peraturan Desa tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 
Pertama Tahun Anggaran 2025, beserta 
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; 

5. Peraturan Desa ten tang Peru bahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan 
Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2025, beserta lampirannya keluaran 
Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes); 

6. Surat Pemyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap 
penggunaan dan penyusunan Dana tahap II (dua) 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

7. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan 
yang berlaku, sesuai dengan nilai besaran dana 
yang diterima pada tahap II (dua); 

8. Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap II (dua) 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

9. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening 
Kas Desa Tahun Anggaran 2024; 

10. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank 
yang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi 
tentang nama pemilik serta nomor RKDes; 

11. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan Perangkat Desa dan Keputusan 
Kepala Desa tentang Susunan Perangkat Desa yang 
masih berlaku serta perubahannya [jika dilakukan 
perubahan); 

12. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 

cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan 
fisik infrastruktur dari ADD tahap II (dua) Tahun 
Anggaran 2024). 
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Tahun Anggaran 2025 dan perubahannya (jika ada 
perubahan); 

13. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2025 
dan perubahannya (jika ada perubahan); 

14. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
15. Salinan NPWP Pemerintah Desa; 
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

keluaran Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2025 
(bagi desa yang melakukan peru bahan APB Des), 
terdiri atas: 
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan 

Desa; 
b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c) Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

1 7. Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak 
penggunaan ADD sampai dengan tahap I (satu) 
Tahun Anggaran 2025 bermaterai cukup sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan 
bukti penyetorannya (jika ada pembelian/belanja 
yang dikenakan pajak); 

18. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi 
realisasi pelaksanaan / penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan 
semester I (satu) Tahun Anggaran 2025 kepada 
masyarakat, melalui media informasi baik media 
cetak (seperti: baliho/ spanduk/banner, dll), 
maupun media elektronik (seperti: iklan televisi, 
media sosial, website, portal berita, blog dll); 

19. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan 
desa, yang terdiri dari: 
a) Foto perkembangan dengan titik koordinat dan 

sudut pengambilan gambar yang sama untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa 
yang telah didanai oleh ADD Tahap I (satu) 
Tahun Anggaran 2025 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); 
dan/atau 

b) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan Desa yang telah 
didanai oleh ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 
2025 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur); serta 

c) Foto awal dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan 
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( 1) Berdasarkan surat permohonan penyaluran Kepala Desa 
atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (2), Camat memfasilitasi penelitian kelengkapan berkas 

Pasal 15 

Format dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tercantum pada Lampiran III 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 14 

didanai oleh ADD Tahap II (dua) Tahun Anggaran 
2025 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur); dan/atau 

d) Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan 
sudut pengambilan gambar yang sama untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa 
hasil dari pelaksanaan/penggunaan ADD tahap I 
(satu) Tahun Anggaran 2025, yang akan 
dilanjutkan menggunakan ADD Tahap II (dua) 
tahun anggaran 2025 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur). 

e) Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa 
yang telah didanai oleh ADD tahap I (satu) Tahun 
Anggaran 2025, merupakan hasil pengambilan 
gambar di satu titik lokasi yang sama, bermaterai 
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan 
fisik infrastruktur dari ADD tahap I (satu) Tahun 
Anggaran 2025). 

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), disampaikan dengan surat pengantar 
permohonan penyaluran yang ditandatangani dan disahkan 
oleh Kepala Desa atau sebutan lain. 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran serta surat pengantar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima dari Kepala 
Desa atau sebutan lain secara lengkap dan benar. 

(4) Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dapat disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak 
( hardcopy). 

(5) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 
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(1) Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK 
Desa) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan 
disetujui oleh Kepala Desa atau sebutan lain digunakan 
untuk mengatur penarikan dana dari Rekening kas Desa 
(RKDes), untuk mendanai pengeluaran berdasarkan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen 
Pelaksanaan Peru bahan Anggaran (D PPA) (bagi desa yang 
melakukan peru bahan APB Des). 

(2) Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK 
Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), memuat 
semua pengeluaran belanja atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

(3) Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) panjar dan/ atau definitif kepada Sekretaris Desa 

Pasal 16 

BAB VI 
PENCAIRAN DANA 

perrnohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat ( 1). 

(2) Camat memfasilitasi penyampaian surat permohonan 
penyaluran ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui 
Dinas atau sebutan lain, berdasarkan kelengkapan berkas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). 

(3) Surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak 
( hardcopy). 

(4) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 

(5) Dinas atau sebutan lain meneruskan permohonan 
penyaluran ADD kepada Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah atau sebutan lain, untuk selanjutnya diproses 
sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian disalurkan 
dengan cara pemindahbukuan dari RKUD pada Bank yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke RKDes. 

(6) Surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak 
( hardcopy). 

(7) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 
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Tunai 

Pengelola ADD terdiri dari: 
a. Fasilitator Tingkat Kabupaten; 
b. Fasilitator Tingkat Kecamatan; dan 
c. Pengelola Tingkat Desa. 

Pasal 17 

BAB VII 
INSTITUSI FASILITASI DAN PENGELOLA 

Non 

untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi 
desa yang melakukan peru bahan APB Des), dengan nominal 
sama besar atau kurang dari yang tertera dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes), yang selanjutnya disetujui oleh Kepala 
Desa atau sebutan lain. 

(4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui oleh Kepala 
Desa atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan 
untuk melakukan penarikan dana di RKDes. 

(5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) definitif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan 
melengkapi dokumen: 
a. Surat pemyataan tanggung jawab belanja yang telah 

disahkan oleh Kepala Desa atau sebutan lain; dan 
b. Bukti penerimaan barang/jasa (kuitansi, nota, dll), dari 

pihak penyedia. 
(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi 

persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
kepada Kepala desa atau sebutan lain. 

(7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) yang disetujui oleh Kepala Desa 
atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan untuk 
melakukan penarikan dana di RKDes. 

(8) Pemerintah Desa melalui Kaur Keuangan melakukan 
penarikan dana dalam RKDes pada Bank yang ditunjuk, 
berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

(9) Dalam surat pengantar penarikan dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8), memuat jenis transaksi: 
a. Jumlah penarikan secara tunai. 
b. J umlah penarikan secara 

(pemindahbukuan/ transfer). 
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kepada Bupati; dan 
f. memfasilitasi penyampaian rekapitulasi dari laporan 

Kepala Desa di wilayah kerjanya, antara lain laporan 

sebagaimana berkas 

surat permohonan 
Desa kepada Bupati, 

d. memfasilitasi penyampaian 
penyaluran ADD dari Kepala 
berdasarkan kelengkapan 
dimaksud pada huruf c; 

e. memfasilitasi penyampaian laporan pelaksanaan 
APBDesa semester pertama tahun anggaran berjalan 
dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa 
akhir tahun anggaran berjalan, dari Kepala Desa 

berkas c. memfasilitasi penelitian kelengkapan 
permohonan penyaluran ADD; 

(1) Fasilitator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 huruf b, adalah Kecamatan: 

(2) Fasilitator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), mempunyai tugas: 
a. memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengelolaan 

keuangan Desa; 
b. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa 
tentang perubahan APBDesa; 

Pasal 19 

a. melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyebarluasan 
informasi dan menyediakan data tentang ADD; 

b. melakukan perhitungan dan pemetaan alokasi besaran 
ADD tiap Desa; 

c. melakukan kegiatan pembinaan bersama dengan 
Fasilitator Tingkat Kecamatan kegiatan ADD; 

d. memfasilitasi penyaluran ADD; dan 
e. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan 

mengkoordinasikan dengan pihak terkait. 

sebagaimana 

(1) Fasilitator Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 huruf a, dapat dilakukan secara bersama­ 
sama dan/ atau secara sendiri­sendiri, yang terdiri dari 
Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan 
Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
atau sebutan lain. 

(2) Tugas Fasilitator Tingkat Kabupaten 
dimaksud pada ayat (1), yaitu: 

Pasal 18 
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(1) Pengelola Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 huruf c, terdiri dari: 
a. Kepala Desa; 
b. Sekretaris Desa; dan 
c. Kaur dan Kasi. 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
(PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 
kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, 
mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang 

milik Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APB Desa; 
d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. menyetujui SPP. 

( 4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan 
Desa, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
Perangkat Desa selaku PPKD yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
b, bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa (PPKD). 

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, mempunyai tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APB Desa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

dan rancangan perubahan APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

Pasal20 

realisasi pelaksanaan terkait ADD, dari Kepala Desa 
kepada Bupati. 

-23- 



( 1) Penggunaan ADD mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa 
yang dirumuskan melalui Musyawarah Desa. 

Pasal 21 

BAB VIII 
PENGGUNAAN DANA 

Bagian Kesatu 
Prioritas Penggunaan 

pembayaran; 
1. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; 

dan 
m. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur 

dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(7) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(8) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, mempunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang 

tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang 

tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia 

atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang 
berada dalam bidang tugasnya; dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa. 

perhitungan tagihan atas beban 
tercantum dalam permintaan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
1. elakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pengeluaran APB Desa. 
J. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran; 

k. menguji kebenaran 
APB Desa yang 
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(2) Dalam hal RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sudah tidak berlaku lagi sesuai ketentuan perundang­ 
undangan, maka penggunaan ADD mengacu pada 
RKPDesa. 

(3) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
pemberdayaan masyarakat Desa, serta bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak Desa. 

(4) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan di bidang 
pemerintahan Desa. 

(5) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan 
kegiatan prioritas yang bersumber dari ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), diutamakan penggunaannya 
untuk: 
a. Penghasilan Tetap (SILTAP) untuk Kepala Desa, 

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 12 
(dua belas) bulan; 

b. Tunjangan untuk BPD selama 12 (dua belas) bulan; 
c. Tunjangan untuk Kepala Desa selama 12 (dua belas) 

bulan; 
d. Jaminan Sosial Kesehatan untuk Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya selama 12 
(dua belas) bulan; 

e. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya selama 12 
(dua belas) bulan; dan 

f. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD 
selama 12 (dua belas) bulan; 

(6) Apabila terdapat sisa pengalokasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), dari jumlah ADD setiap desa, 
maka dialokasikan kegiatan lainnya di bidang 
pemerintahan Desa. 

(7) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
digunakan untuk mendanai: 
a. Tunjangan sekretaris Desa dan perangkat Desa 

Lainnya; 
b. Operasional Sadan Permusyawaratan Desa (BPD); 
c. Operasional Pemerintahan Desa; 
d. Penghasilan/Honorarium staf perangkat Desa dan staf 

administrasi BPD. 
e. Dukungan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

penggan ti an tar waktu (bagi desa yang melaksanakan 
kegiatan tersebut); 
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(2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (5) huruf b, diberikan dengan ketentuan: 
a. Ketua Rp 1.000.000,­/ bulan (satu 

juta rupiah per bulan); 

c. Kasi, Kaur, Kadus 

b. Sekretaris Desa 

(1) Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa, 
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a, dialokasikan 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kepala Desa Rp 2.500.000,­/ bulan (dua 

juta lima ratus ribu rupiah 
per bulan); 
Rp 2.300.000,­/ bulan (dua 
juta tiga ratus ribu rupiah per 
bulan); 
Rp 2.100.000,­/ bulan (dua 
juta seratus ribu rupiah per 
bulan). 

Pasal 23 

Bagian Kedua 
Nominal Pengalokasian 

(1) Penyaluran ADD tahap I (satu) dan tahap II (dua) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), 
diprioritaskan untuk pembayaran Penghasilan Tetap 
(SILTAP) dan Tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan 
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan 
secara tertib pada setiap bulannya. 

(3) Penyediaan alokasi anggaran untuk pembayaran 
Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan 
ketersediaan dana pada setiap tahapan penyaluran ADD. 

Pasal22 

f. Dukungan biaya pelaksanaan Pemilihan anggota BPD 
pengganti antar waktu (bagi desa yang melaksanakan 
kegiatan tersebut); 

g. Dukungan biaya pelaksanaan penjaringan, 
penyaringan, dan pengangkatan perangkat desa (bagi 
desa yang melaksanakan kegiatan tersebut); 

h. Kegiatan fisik insfrastruktur lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 
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(1) Kepala Desa diberi Penghasilan tetap (SILTAP) dan 
tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf a dan ayat (3) huruf a pada setiap bulan, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang 
berlaku. 

(2) Penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui 
mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa 
(RKDes) ke masing­masing rekening tabungan Kepala Desa 
pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pemberian Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa melalui 
rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berlaku setelah ada Keputusan Bupati tentang 
Pengangkatan Kepala Desa. 

(4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat 
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan 

Pasal 24 

Bagian Ketiga 
Penghasilan tetap (SILTAP) dan Tunjangan Kepala Desa 

c. Kasi, Kaur, Kadus 

Rp 2.500.000,­/ bulan (dua 
juta lima ratus ribu rupiah 
per bulan); 
Rp 1. 750.000,­/ bulan (satu 
juta tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah); 
Rp 1.250.000,­/ bulan (satu 
juta dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 

b. Sekretaris Desa 

sebagai berikut: 
a. Kepala Desa 

e. Anggota BPD 

d. Ketua Bi dang 

c. Sekretaris BPD 

b. W akil Ketua Rp 780.000,­/ bulan 
(tujuh ratus delapan puluh 
ribu per bulan); 
Rp 780.000,­/ bulan 
(tujuh ratus delapan puluh 
ribu rupiah per bulan); 
Rp 650.000,­/ bulan 
(enam ratus lima puluh ribu 
rupiah per bulan); 
Rp 650.000,­/ bulan 
(enam ratus lima puluh ribu 
per bulan). 

(3) Besaran Tunjangan Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa 
dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (5) huruf c, dialokasikan dengan rincian 
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( 1) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diberi 
Penghasilan tetap (SILTAP) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat ( 1) huruf b dan huruf c pada setiap bulan, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan 
yang berlaku. 

(2) Penghasilan tetap (SILTAP) Sekretaris Desa dan Perangkat 
Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKDes 
ke masing­masing rekening tabungan Sekretaris Desa serta 
Perangkat Desa lainnya, pada bank yang telah ditunjuk 
oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pemberian tunjangan bagi Sekretaris Desa serta Perangkat 
Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(7) huruf a, dilakukan dengan ketentuan: 
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6); dan 
b. diberikan melalui mekanisme pemindahbukuan dari 

RKDes ke masing­masing rekening tabungan Sekretaris 
Desa serta Perangkat Desa lainnya, pada bank yang 
telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Pemberian Penghasilan Tetap (SILTAP) dan tunjangan 
Sekretaris Desa serta Perangkat Desa lainnya melalui 
rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
huruf b, berlaku setelah ada Keputusan Kepala Desa 
tentang Pengangkatan Perangkat Desa. 

(5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat 
menjadi Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya, yang 
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya 
selama menjadi Perangkat Desa, tanpa kehilangan haknya 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Pasal 25 

Bagian Keempat 
Penghasilan tetap (SILTAP), Tunjangan Sekretaris Desa dan 

Perangkat Desa lainnya 

sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa 
tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). 

(5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat 
menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan 
pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 
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(1) Penggunaan ADD untuk Jaminan Sosial Kesehatan Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d, 
sebesar 5°/o (lima persen) dari Penghasilan Tetap (SILTAP) 
per bulan, dilakukan dengan ketentuan: 
a. 4°/o (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 
b. 1 °/o (satu persen) dibayar oleh Peserta. 

(2) Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran 
jaminan sosial kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan perundang­undangan 
yang berlaku. 

(3) Pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan 
sosial kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 
Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), berlaku setelah dilakukan pendaftaran keanggotaan 
kepesertaan jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya melalui BPJS 
Kesehatan oleh pihak pemerintah Desa. 

Pasal 27 

Bagian Keenam 
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

dan Perangkat Desa lainnya 

( 1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (2), diberikan pada setiap bulan. 

(2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKDes 
ke masing­masing rekening tabungan anggota BPD pada 
bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pemberian Tunjangan BPD melalui rekening tabungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah ada 
Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota BPD. 

Pasal26 

Bagian Kelima 
Tunjangan BPD 

(6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat 
menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan 
pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). 
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(1) PPKDa selaku BUD melakukan pemotongan (intersep) iuran 
jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2), per bulan. 

(2) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber 
dari ADD hak masing­masing desa. 

(3) Pemotongan (intersep) bagian penerimaan yang bersumber 
dari ADD hak masing­masing desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berdasarkan jumlah rencana kebutuhan 
pembayaran iuran sesuai data kepesertaan jaminan sosial 

Pasal 30 

(1) Pengalokasian ADD untuk jaminan sosial ketenagakerjaan 
Ketua, W akil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota 
BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf 
f, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

(2) Penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam 
belanja jaminan sosial ketenagakerjaan. 

(3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­ undangan. 

Pasal29 

Bagian Kedelapan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, 

Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD 

(1) Pengalokasian ADD untuk jaminan sosial ketenagakerjaan 
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf e, 
dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

(2) Penganggaran ruran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam 
belanja jaminan sosial ketenagakerjaan. 

(3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­undangan. 

Pasal 28 

Bagian Ketujuh 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

dan Perangkat Desa lainnya 
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(1) Kepala Desa menyusun laporan realisasi penggunaan ADD. 
(2) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berupa: 
a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 

akhir Tahun Anggaran 2024; 
b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; 

Pasal 31 

BAB IX 
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI 
PENGGUNAAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Penggunaan ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintahan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a 
sampai dengan huruf h, pengalokasiannya disesuaikan pada 
kondisi kemampuan keuangan Desa, dengan tetap berpedoman 
kepada peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

Pasal30 

ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 
Perangkat Desa Lainnya, serta kebutuhan pembayaran 
iuran sesuai data kepesertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi Ketua, W akil Ketua, Sekretaris, Ketua 
Bidang, dan Anggota BPD. 

(4) Rencana kebutuhan pembayaran Juran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara 
kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS 
Ketenagakerjaan yang memuat: 
a. rencana penerimaan ADD; dan 
b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Perangkat Desa Lainnya, serta rencana 
anggaran I uran bagi Ketua, W akil Ketua, Sekretaris, 
Ketua Bidang, dan Anggota BPD 

(5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), ditandatangani oleh PPKDa selaku BUD dengan pejabat 
BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati. 

(6) PPKDa selaku BUD melakukan penyetoran Juran kepada 
BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan 
(intersep) bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak 
masing­masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(7) Penyetoran Juran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan. 
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(1) Kepala Desa menyusun laporan realisasi penggunaan ADD. 
(2) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berupa: 
a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 

akhir Tahun Anggaran 2024; 
b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; 

Pasal 32 

BAB IX 
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI 
PENGGUNAAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Penggunaan ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintahan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a 
sampai dengan huruf h, pengalokasiannya disesuaikan pada 
kondisi kemampuan keuangan Desa, dengan tetap berpedoman 
kepada peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

Pasal 31 

ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 
Perangkat Desa Lainnya, serta kebutuhan pembayaran 
iuran sesuai data kepesertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi Ketua, W akil Ketua, Sekretaris, Ketua 
Bidang, dan Anggota BPD. 

(4) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara 
kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS 
Ketenagakerjaan yang memuat: 
a. rencana penerimaan ADD; dan 
b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Perangkat Desa Lainnya, serta rencana 
anggaran Iuran bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 
Ketua Bidang, dan Anggota BPD 

(5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), ditandatangani oleh PPKDa selaku BUD dengan pejabat 
BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati. 

(6) PPKDa selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada 
BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan 
(intersep) bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak 
masing­masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(7) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan. 
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(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 
ADD melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 
Daerah Kabupaten Bangkalan yaitu Inspektorat atau 
sebutan lain. 

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai wilayah kerja masing­ 
masing. 

Pasal 35 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN 

( 1) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan material 
atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran ADD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). 

(2) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya secara formal 
dan material atas penggunaan dan pelaksanaan ADD yang 
telah diterima. 

(3) Bentuk pertanggungiawaban penggunaan dan pelaksanaan 
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga 
bentuk pertanggungiawabannya adalah 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBDes yang dituangkan 
dalam Peraturan Desa. 

Pasal 34 

Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (2) setiap tahap penyaluran kepada Bupati 
melalui Camat. 

Pasal 33 

c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025; 

d. Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Tahun Anggaran 2024; dan 

e. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I (satu) Tahun 
Anggaran 2025. 
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( 1) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan 
dan/ a tau kerugian desa yang terjadi karena adanya 

Pasal 37 

BAB XII 
KETENTUAN LAIN­LAIN 

(1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala 
Desa tidak menyampaikan dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) dan 
perubahannya (jika dilakukan perubahan), dokumen 
RKPDesa dan perubahannya (jika dilakukan perubahan), 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir 
Tahun Anggaran 2024, Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, 
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025, Peraturan 
Desa tentang APBDesa dan perubahannya [jika dilakukan 
perubahan) Tahun Anggaran 2025, Laporan realisasi 
penyerapan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2025, serta 
kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). 

(2) Penundaan dilakukan sampai dengan disampaikannya 
dokumen­dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak 
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
Bupati secara berjenjang melakukan teguran kepada Kepala 
Desa untuk melakukan percepatan penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran. 

(4) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak 
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai 
dengan berakhimya tahun anggaran, ADD tidak disalurkan 
dan menjadi sisa ADD di RKUD. 

Pasal 36 

BAB XI 
SANKS! ADMINISTRATIF 
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pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang­undangan. 

(3) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SILPA), maka dikembalikan ke Kas Desa dan dianggarkan 
kembali dalam APBDes pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Apabila terjadi perbedaan basil dokumen cetak (hardcopy) 
serta dokumen digital (softcopy) persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), antara 
dokumen Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, 
maka Pemerintah Kabupaten hanya mengakui keabsahan 
dokumen yang disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 
15 ayat (4). 

(5) Pemerintah Desa wajib menyimpan berkas asli dokumen 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1). 

(6) Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang 
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, seluruh 
pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari ADD, selain 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2), diutamakan 
dengan transaksi non tunai. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025 
NOMOR J.. SERI £ 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 38 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 22 Januari 2025 
      
   Pj. BUPATI BANGKALAN,

                     ttd.

       ARIEF MOELIA EDIE

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,  

                                            ttd.                 

                                IRMAN GUNADI

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004



Alokaai Dana Dua Proporslonal (ADDP) 

NamaDua 
Alokaal Dana Desa Pemerlntllh Den Jumlah Penduduk (JP) Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Luas Wllayah (LW) lndaks Kasulltan Geagrafls (IKG) Pagu ADD Per-Cesa No. (AOOPO) Alokali Proporsional Total Bobot 

Rulo (ADDP) 
JP Rulo JP Bobot JPM RasioJPM Bobot LW LW Bobot IKO RaslolKO Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (ll) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) =(3)+(17) =(6)+(9)+(12)+(15) 

I KEC. BANGKALAN 2.164. 757 .040 13.661 0,0146 0,0037 2.387 0,0162 0,0049 16,34 0,0132 0,0033 253,93 0,0249 0,0050 0,0188 15.475.329,54 2.180.231.000,00 

1 SEMBILANGAN 330.767.556 1.250 0,0013 0,0003 443 0,0030 0,0009 2,09 0,0017 0,0004 48,05 0,0047 0,0009 0,0026 2.396.936,82 333.164.000,00 

2 UJUNG PIRING 358.140.840 1.834 0,0020 0,0005 637 0,0043 0,0013 3,43 0,0028 0,0007 45,27 0,0044 0,0009 0,0034 3.103.609,73 361.244.000,00 

3 KRAMAT 385.514.124 2.796 0,0030 0,0007 590 0,0040 0,0012 4,22 0,0034 0,0008 44,84 0,0044 0,0009 0,0037 3.391.362, 17 388.905.000,00 

4 MARTAJASAH 330.767.556 1.871 0,0020 0,0005 316 0,0021 0,0006 0,91 0,0007 0,0002 40,56 0,0040 0,0008 0,0021 1.957.136,85 332. 725.000,00 

5 SABIYAN 330.767.556 2.809 0,0030 0,0008 112 0,0008 0,0002 2,38 0,0019 0,0005 33,33 0,0033 0,0007 0,0021 1.947.350,49 332.715.000,00 

6 GEBANG 428. 799.408 3.101 0,0033 0,0008 289 0,0020 0,0006 3,31 0,0027 0,0007 41,88 0,0041 0,0008 0,0029 2.678.933,48 431.478.000,00 

II KEC.KAMAL 4.012.370.376 48.613 0,0520 0,0130 3.062 0,0208 0,0062 41,40 0,0333 0,0083 277,47 0,0272 0,0054 0,0330 30.436.683,28 4.042.809.000,00 

1 KAMAL 385.514.124 7.735 0,0083 0,0021 804 0,0055 0,0016 1,14 0,0009 0,0002 16,42 0,0016 0,0003 0,0043 3.925.456,22 389.440.000,00 

2 BANYUAJUH 385.514.124 13.637 0,0146 0,0036 248 0,0017 0,0005 4,11 0,0033 0,0008 14,42 0,0014 0,0003 0,0053 4.851 .533, 79 390.366.000,00 

3 GILi BARAT 428. 799.408 2.022 0,0022 0,0005 386 0,0026 0,0008 4,8 0,0039 0,0010 40,99 0,0040 0,0008 0,0031 2.855.439,55 431.655.000,00 

4 GILi TIMUR 456.172.692 5.122 0,0055 0,0014 424 0,0029 0,0009 7,43 0,0060 0,0015 27,98 0,0027 0,0005 0,0043 3.943.878,52 460.117.000,00 

5 GILi ANYAR 385.514.124 3.725 0,0040 0,0010 349 0,0024 0,0007 2,93 0,0024 0,0006 37,52 0,0037 0,0007 0,0030 2.796.090,83 388.310.000,00 

6 TELANG 456.172.692 2.674 0,0029 0,0007 63 0,0004 0,0001 9,72 0,0078 0,0020 19,32 0,0019 0,0004 0,0032 2.930.712,21 459.103.000,00 

7 PENDABAH 385.514.124 4.230 0,0045 0,0011 407 0,0028 0,0008 7,42 0,0060 0,0015 28,22 0,0028 0,0006 0,0040 3.694.506,99 389.209.000,00 

8 TAJUNGAN 358.140.840 2.658 0,0028 0,0007 145 0,0010 0,0003 0,08 0,0001 0,0000 31,25 0,0031 0,0006 0,0016 1.507.672,31 359.649.000,00 

9 KEBUN 385.514.124 4.390 0,0047 0,0012 5 0,0000 0,0000 3,37 0,0027 0,0007 26,08 0,0026 0,0005 0,0024 2.188.822,06 387.703.000,00 

10 TANJUNG JATI 385.514.124 2.420 0,0026 0,0006 231 0,0016 0,0005 0,4 0,0003 0,0001 35,27 0,0035 0,0007 0,0019 1.742.570,81 387.257.000,00 

Ill KEC.BURNEH 5.369.301.588 47.372 0,0!507 0,0127 2.550 0,0173 0,0052 57,20 0,0460 0,0115 293,86 0,0288 0,0058 0,0351 32.397.583,55 5.401.698.000,00 

1 BURNEH 510.919.260 9.916 0,0106 0,0027 265 0,0018 0,0005 7,56 0,0061 0,0015 15,12 0,0015 0,0003 0,0050 4.618.858,44 515.538.000,00 

2 LANG KAP 608.951.112 8.239 0,0088 0,0022 302 0,0021 0,0006 6,26 0,0050 0,0013 20,13 0,0020 0,0004 0,0045 4.124.230,54 613.075.000,00 

3 BANANGKAH 608.951 .112 7.583 0,0081 0,0020 580 0,0039 0,0012 10,47 0,0084 0,0021 25,07 0,0025 0,0005 0,0058 5.355.097, 78 614.306.000,00 

4 ALAS KEMBANG 440.260.692 3.616 0,0039 0,0010 200 0,0014 0,0004 4,81 0,0039 0,0010 39,22 0,0038 0,0008 0,0031 2.869.022,80 443.130.000,00 

5 AROK 385.514.124 767 0,0008 0,0002 17 0,0001 0,0000 1,71 0,0014 0,0003 25,26 0,0025 0,0005 0,0011 995.196,10 386.509.000,00 

6 KAPOR 385.514.124 2.077 0,0022 0,0006 63 0,0004 0,0001 3,65 0,0029 0,0007 25,72 0,0025 0,0005 0,0019 1.772.687,36 387.267.000,00 

7 SOBIH 440.260.692 2.552 0,0027 0,0007 54 0,0004 0,0001 4,1 0,0033 0,0008 25,93 0,0025 0,0005 0,0021 1.960.405,49 442.221.000,00 

6 PANGOLANGAN 483.545.976 3.128 0,0033 0,0008 226 0,0015 0,0005 5,4 0,0043 0,0011 26,79 0,0026 0,0005 0,0029 2.682.202,58 486.228.000,00 

9 BINOH 483.545.976 3.955 0,0042 0,0011 100 0,0007 0,0002 5,82 0,0047 0,0012 30,30 0,0030 0,0006 0,0030 2. 790.917,89 486.337.000,00 

10 PERRE NG 608.951.112 2.595 0,0028 0,0007 281 0,0019 0,0006 5,08 0,0041 0,0010 37,65 0,0037 0,0007 0,0030 2. 791.096,99 611. 7 42.000,00 

11 JAM BUH 412.887.408 2.944 0,0031 0,0008 462 0,0031 0,0009 2,34 0,0019 0,0005 22,67 0,0022 0,0004 0,0026 2.437 .667 ,56 415.325.000,00 

Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangkalan T.A 2025 

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR TAHUN 2025TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALO KASI DANA 
DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2025 
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Alokasl Dana Deaa Proporslonal (ADDP) 

No. NamaDua Alokaal Dana Deaa Pemarlntah Deaa Jumlah Penduduk (.IP) Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Luu Wllayah (LW) lndeka Keautitan Geografls (IKG) Pagu ADD Per­Dua (ADDPD) Total Bobot Alolcasl Proporslanal 

Rulo (ADDP) 
JP RaaioJP Bobot JPM RasloJPM Bobot LW LW Bobot IKG RulolKG Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) =(3)+(17) =(6)+(9)+(12)+(15) 

IV KEC.SOCAH 4.882.924.056 61.931 0,0662 0,0166 5.561 0,0377 0,0113 53,81 0,0433 0,0108 339,62 0,0333 0,0067 0,0454 41.840.018,23 4.924. 765.000,00 

1 SOCAH 472.084.692 6.162 0,0066 0,0016 814 0,0055 0,0017 1,15 0,0009 0,0002 23,37 0,0023 0,0005 0,0040 3.683.944,43 475.769.000,00 

2 KELEYAN 472.084.692 8.529 0,0091 0,0023 528 0,0036 0,0011 6,35 0,0051 0,0013 30,75 0,0030 0,0006 0,0052 4.828.898,33 476.914.000,00 

3 BILAPORAH 499.457.976 6.296 0,0067 0,0017 222 0,0015 0,0005 10,5 0,0085 0,0021 26,56 0,0026 0,0005 0,0048 4.398.017,38 503.856.000,00 

4 PARSEH 472,084.692 8.219 0,0088 0,0022 901 0,0061 0,0018 6,36 0,0051 0,0013 30,51 0,0030 0,0006 0,0059 5.450.417,18 477.535.000,00 

5 JADDIH 565.665.828 11.183 0,0120 0,0030 894 0,0061 0,0018 8,25 0,0066 0,0017 23,98 0,0024 0,0005 0,0069 6.400.698, 19 572.067.000,00 

6 BULUH 389.964.840 4.667 0,0050 0,0012 305 0,0021 0,0006 5,47 0,0044 0,0011 35,94 0,0035 0,0007 0,0037 3.388.484,76 393.353.000,00 

7 JUNGANYAR 362.591.556 3.309 0,0035 0,0009 203 0,0014 0,0004 0,85 0,0007 0,0002 32,13 0,0032 0,0006 0,0021 1 .935.899,25 364.527.000,00 

8 DAKIRING 401.426.124 2.994 0,0032 0,0008 742 0,0050 0,0015 3,31 0,0027 0,0007 29,82 0,0029 0,0006 0,0036 3.285.103, 7 4 404.711.000,00 

9 PETAONAN 417.338.124 3.561 0,0038 0,0010 420 0,0029 0,0009 4,46 0,0036 0,0009 37,66 0,0037 0,0007 0,0034 3. 175.427,58 420.514.000,00 

10 PERNAJUH 330.767.556 1.100 0,0012 0,0003 307 0,0021 0,0006 0,59 0,0005 0,0001 32,35 0,0032 0,0006 0,0017 1.542.272,96 332.310.000,00 

11 SANGGRA AGUNG 499.457.976 5.911 0,0063 0,0016 225 0,0015 0,0005 6,52 0,0052 0,0013 36,55 0,0036 0,0007 0,0041 3. 750,854,43 503.209.000,00 

v KEC.AROSBAYA 7.451.667.072 45.473 0,0486 0,0122 7.333 0,0498 0,0149 43,06 0,0347 0,0087 556,86 0,0546 0,0109 0,0467 43.043. 77 4,93 7.494.712.000,00 

1 AROSBAYA 581.577.828 5.983 0,0064 0,0016 410 0,0028 0,0008 1,83 0,0015 0.0004 17,45 0,0017 0,0003 0,0031 2.900.275,14 584.478.000,00 

2 TENG KET 510.919.260 6.176 0,0066 0,0017 492 0,0033 0,0010 3,49 0,0028 0,0007 20,44 0,0020 0,0004 0,0038 3.463.958,36 514.383.000,00 

3 LAJING 526.831.260 7.768 0,0083 0,0021 899 0,0061 0,0018 6,72 0,0054 0,0014 28,72 0,0028 0,0006 0,0058 5.369.891,96 532.201.000,00 

4 BALUNG 428. 799.408 1.900 0,0020 0,0005 343 0,0023 0,0007 3,61 0,0029 0,0007 38,63 0,0038 0,0008 0,0027 2.461.107,59 431.281.000,00 

5 GLAGGA 554.204.544 4.386 0,0047 0,0012 431 0,0029 0,0009 6,14 0,0049 0,0012 31,79 0,0031 0,0006 0,0039 3.605.082,49 557.810.000,00 

6 PANDAN LANJANG 401.426. 124 949 0,0010 0,0003 345 0,0023 0,0007 1,36 0,0011 0,0003 41,23 0,0040 0,0008 0,0020 1.879.886,02 403.306.000,00 

7 BATONAONG 444. 711.408 3.681 0,0039 0,0010 949 0,0064 0,0019 5,13 0,0041 0,0010 35,70 0,0035 0,0007 0,0046 4.287.277,60 448.999.000,00 

8 OMBUL 412.887.408 2.220 0,0024 0,0006 438 0,0030 0,0009 3,98 0,0032 0,0008 36,04 0,0035 0,0007 0,0030 2.760.219,92 415.648.000,00 

9 KARANG DUWAK 428. 799.408 2.248 0,0024 0,0006 167 0,0011 0,0003 4,27 0,0034 0,0009 32,68 0,0032 0,0006 0,0024 2.251.272,15 431.051.000,00 

10 BERBELUK 428. 799.408 3.897 0,0042 0,0010 904 0,0061 0,0018 2,54 0,0020 0,0005 29,73 0,0029 0,0006 0,0040 3.667.448,26 432.467.000,00 

11 BU DURAN 499.457.976 2.321 0,0025 0,0006 876 0,0059 0,0018 1,18 0,0009 0,0002 18,00 0,0018 0,0004 0,0030 2.761.774,44 502.220.000,00 

12 TAM BEGAN 358. 140.840 1.094 0,0012 0,0003 263 0,0018 0,0005 0,21 0,0002 0,0000 20,87 0,0020 0,0004 0,0013 1.180.029,94 359.321.000,00 

13 CENDAGAH 303.394.272 210 0,0002 0,0001 82 0,0006 0,0002 0,15 0,0001 0,0000 26,93 0,0026 0,0005 0,0008 720.644,10 304.115.000,00 

14 MANG KON 330.767.556 419 0,0004 0,0001 170 0,0012 0,0003 0,35 0,0003 0,0001 37,59 0,0037 0,0007 0,0013 1.167.332,66 331.935.000,00 

15 KARANG PAO 303.394.272 620 0,0007 0,0002 86 0,0006 0,0002 0,16 0,0001 0,0000 36,28 0,0036 0,0007 0,0011 1.000.202 ,69 304.394.000,00 

16 MAKAMAGUNG 303.394.272 203 0,0002 0,0001 91 0,0006 0,0002 0,34 0,0003 0,0001 37,80 0,0037 0,0007 0,0010 967.667,57 304.362.000,00 

17 DLEMER 330.767.556 704 0,0008 0,0002 204 0,0014 0,0004 1,32 0,0011 0,0003 35,94 0,0035 0,0007 0,0016 1.451.605, 71 332.219.000,00 

18 PLAKARAN 303.394.272 694 0,0007 0,0002 183 0,0012 0,0004 0,28 0,0002 0,0001 31,04 0,0030 0,0006 0,0012 1.128.098,34 304.522.000,00 

VI KEC.GEGER 6.098.935.416 78.784 0,0843 0,0211 9.810 0,0686 0,0200 124,66 0, 1003 0,0251 551,53 0,0541 0,0108 0,0769 70.954.083,71 8.169.890.000,00 

1 KOMBANGAN 456. 172.692 6.573 0,0070 0,0018 167 0,0011 0,0003 11,53 0,0093 0,0023 23,39 0,0023 0,0005 0,0049 4.496.832,92 460.670.000,00 

2 BANYONENG LAOK 456.172.692 6.933 0,0074 0,0019 1.537 0,0104 0,0031 11,04 0,0089 0,0022 55,32 0,0054 0,0011 0,0083 7.644.798,78 463.817.000,00 

3 KATOLBARAT 456.172.692 5.019 0,0054 0,0013 684 0,0046 0,0014 7,33 0,0059 0,0015 37,94 0,0037 0,0007 0,0050 4.568.300,66 460.741.000,00 

4 DABUNG 428.799.408 6.154 0,0068 0,0016 668 0,0045 0,0()14 10,62 0,0085 0,0021 57,84 0,0057 0,0011 0,0063 5.788.514,86 434.588.000,00 
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Alokal 0... DNa P,aponlonll (ADDP) 

No.. NamllDNa Aloltnl Dana a.a Pwnerlne.h Dau ......... Penduduk ,.., Jumlllh Penduduk Miakln (.l'M) i.-Wli.yeb(LW) lndlb KNullwl Qeografta (l(G) P111111 ADD Per-Oau (ADDPD) Total Babat Alollaal Proporslonlll 
Raio (ADDP) ... RaloJIIII Babat ...,. RMloJPM Ballot LW LW Babat 1(0 Rasiol<G Babat 

(1) (2) (3) (4) (5) (&) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) =(3)+(17) =16)+(9)+(12)+(15) 

5 LERPAK 499.457.976 9.502 0,0102 0,0025 2.624 0,0178 0,0053 14,82 0,0119 0,0030 56,26 0,0055 0,0011 0,0120 11.037.872,26 510.496.000,00 

6 GEGER 554.204.544 7.571 0,0081 0,0020 1.785 0,0121 0,0036 17,2 0,0138 0,0035 39,15 0,0038 0,0008 0,0099 9.118.442,89 563.323.000,00 

7 TOGUBANG 499.457.976 6.701 0,0072 0,0018 1.049 0,0071 0,0021 12,21 0,0098 0,0025 32,04 0,0031 0,0006 0,0070 6.467.281,22 505.925.000,00 

8 BATOBELLA 456.172.692 4.626 0,0049 0,0012 156 0,0011 0,0003 8,62 0,0069 0,0017 46,37 0,0045 0,0009 0,0042 3.871.737,86 460.044.000,00 

9 KAM PAK 636.324.396 10.249 0,0110 0,0027 624 0,0042 0,0013 10,98 0,0088 0,0022 40,09 0,0039 0,0008 0,0070 6.461.341,62 642. 786.000,00 

10 CAMPOR 526.831.260 5.291 0,0057 0,0014 151 0,0010 0,0003 6,93 0,0056 0,0014 33,3 0,0033 0,0007 0,0038 3.476.328,21 530.308.000,00 

11 KOMPOL 385.514.124 3.892 0,0042 0,0010 73 0,0005 0,0001 4,44 0,0036 0,0009 37,78 0,0037 0,0007 0,0028 2.603.884,69 388.118.000,00 

12 TEGAR PRIYAH 358.140.840 2.078 0,0022 0,0006 200 0,0014 0,0004 3,66 0,0029 0,0007 46,54 0,0046 0,0009 0,0026 2.408.799, 17 360.550.000,00 

13 BANYONENG DAJAH 385.514.124 4.195 0,0045 0,0011 92 0,0006 0,0002 5,28 0,0043 0,0011 45,51 0,0045 0,0009 0,0033 3.009.948,57 388.524.000,00 

VII KEC. KLAMPIS 8.457.050.184 54.089 0,0579 0,0145 9.615 0,0653 0,0196 70,10 0,0564 0,0141 808,62 0,0793 0,0159 0,0640 59.024.319,85 8.516.073.000,00 

1 KLAMPIS BARAT 401.426.124 2.806 0,0030 0,0008 369 0,0025 0,0008 0,13 0,0001 0,0000 38,5 0,0038 0,0008 0,0023 2.105.201,27 403.531.000,00 

2 BULUKAGUNG 389.964.840 4.056 0,0043 0,0011 359 0,0024 0,0007 5,89 0,0047 0,0012 39,99 0,0039 0,0008 0,0038 3.490.423,58 393.455.000,00 

3 MRANDUNG 346.679.556 2.101 0,0022 0,0006 223 0,0015 0,0005 2,82 0,0023 0,0006 29,96 0,0029 0,0006 0,0022 2.001.925,66 348.681.000,00 

4 TOBADDUNG 428. 799.408 1.824 0,0020 0,0005 483 0,0033 0,0010 1,5 0,0012 0,0003 31,77 0,0031 0,0006 0,0024 2.209.659,06 431.009.000,00 

5 TOLBUK 319.306.272 1.495 0,0016 0,0004 135 0,0009 0,0003 1,33 0,0011 0,0003 32,45 0,0032 0,0006 0,0016 1.455.800,94 320. 762.000,00 

6 MOARAH 417.338.124 2.880 0,0031 0,0008 433 0,0029 0,0009 3,34 0,0027 0,0007 41 0,0040 0,0008 0,0031 2.884.505,21 420.223.000,00 

7 RA'AS 358.140.840 848 0,0009 0,0002 417 0,0028 0,0008 0,77 0,0006 0,0002 33,72 0,0033 0,0007 0,0019 1.744.881,87 359.886.000,00 

8 PO LONGAN 385.514.124 1.011 0,0011 0,0003 267 0,0018 0,0005 1,56 0,0013 0,0003 43,94 0,0043 0,0009 0,0020 1.834.825, 70 387.349.000,00 

9 KARANGASEM 330. 767.556 630 0,0007 0,0002 163 0,0011 0,0003 1,05 0,0008 0,0002 39,79 0,0039 0,0008 0,0015 1.375.895,85 332.143.000,00 

10 TR OGAN 346.679.556 1.729 0,0018 0,0005 264 0,0018 0,0005 1,57 0,0013 0,0003 35,39 0,0035 0,0007 0,0020 1.853.446,37 348.533.000,00 

11 BU LUNG 374.052.840 2.096 0,0022 0,0006 445 0,0030 0,0009 7,74 0,0062 0,0016 34,31 0,0034 0,0007 0,0037 3.409.225, 15 377.462.000,00 

12 BANTEYAN 417.338.124 3.219 0,0034 0,0009 655 0,0044 0,0013 6,02 0,0048 0,0012 45,44 0,0045 0,0009 0,0043 3.962.585,35 421.301.000,00 

13 BRAGANG 417.338.124 3.863 0,0041 0,0010 1.337 0,0091 0,0027 7,07 0,0057 0,0014 29,07 0,0029 0,0006 0,0057 5.300.844,25 422.639.000,00 

14 LERGUNONG 389.964.840 3.539 0,0038 0,0009 272 0,0018 0,0006 4,36 0,0035 0,0009 40,53 0,0040 0,0008 0,0032 2.925.431,00 392.890.000,00 

15 PANYAKSAGAN 389.964.840 3.414 0,0037 0,0009 817 0,0055 0,0017 5,29 0,0043 0,0011 39,37 0,0039 0,0008 0,0044 4.069.634,30 394.034.000,00 

16 MANONGGAL 417.338.124 1.768 0,0019 0,0005 596 0,0040 0,0012 3,46 0,0028 0,0007 32,25 0,0032 0,0006 0,0030 2.780.435,99 420.119.000,00 

17 BATOR 385.514.124 4.469 0,0048 0,0012 785 0,0053 0,0016 2,41 0,0019 0,0005 20,27 0,0020 0,0004 0,0037 3.389.803,37 388.904.000,00 

18 KLAMPIS TIMUR 346.679.556 1.771 0,0019 0,0005 231 0,0016 0,0005 0,07 0,0001 0,0000 41,67 0,0041 0,0008 0,0018 1.637.064,48 348.317.000,00 

19 TENGGUN DAJAH 444. 711.408 4.433 0,0047 0,0012 382 0,0026 0,0008 4,57 0,0037 0,0009 37,06 0,0036 0,0007 0,0036 3.328.631, 75 448.040.000,00 

20 LARANGAN SORJAN 346.679.556 1.648 0,0018 0,0004 248 0,0017 0,0005 1,6 0,0013 0,0003 43,18 0,0042 0,0008 0,0021 1.949.883,79 348.629.000,00 

21 LARANGAN GLINTONG 401.426.124 2.454 0,0026 0,0007 589 0,0040 0,0012 5,9 0,0047 0,0012 34,61 0,0034 0,0007 0,0037 3.431.891,76 404.858.000,00 

22 KOOL 401.426.124 2.035 0,0022 0,0005 145 0,0010 0,0003 1,65 0,0013 0,0003 44,35 0,0043 0,0009 0,0020 1.882.323,14 403.308.000,00 

VIII KEC.SEPULU 5.2151.158.180 42.488 0,04154 0,0114 8.9015 0,0604 0,0181 71,16 0,0573 0,0143 600,04 0,0588 0,0118 0,0556 151.255.068,24 15.302.413.000,00 

1 SEPULU 358.140.840 5.215 0,0056 0,0014 327 0,0022 0,0007 1,87 0,0015 0,0004 27,15 0,0027 0,0005 0,0030 2. 737.908,09 360.879.000,00 

2 MAN ERON 358.140.840 3.531 0,0038 0,0009 342 0,0023 0,0007 7,43 0,0060 0,0015 35,46 0,0035 0,0007 0,0038 3.532.896,24 361.67 4.000,00 

3 GANGSEYAN 358.140.840 2.105 0,0023 0,0006 808 0,0055 0,0016 5,29 0,0043 0,0011 49,16 0,0048 0,0010 0,0042 3.907.043,39 362.048.000,00 
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Alokaal Dena DeN Proporalonal (ADDP) 

No. NamaDNa Alokni Dana DNa Pemerintllh Dan Jumlah Pmduduk (JP) Jumlah Penduduk Miskin (JPM) l.u88 Wllayah (LW) lndeks Kuulltan Geografla (IKG) Pagu ADD Per-Deaa (ADDPD) TotalBabot Alokaal Proporalonlll 

Rulo (ADDP) 
JP Raio JP Ballot JPM RuloJPM Bobot LW LW Bobot IKO Rasloll<O Bobot 

(1) (2) (3) (4) (SJ (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) =(3)+(17) =(6)+19)+(121+(15) 

4 KLAPAYAN 385.514.124 3.740 0,0040 0,0010 514 0,0035 0,0010 6,99 0,0056 0,0014 44,42 0,0044 0,0009 0,0043 3.987.817,26 389.502.000,00 

5 BANGSEREH 385.514.124 2.068 0,0022 0,0006 624 0,0042 0,0013 5,76 0,0046 0,0012 37,64 0,0037 0,0007 0,0037 3.431.264,33 388.945.000,00 

6 KELBUNG 456.172.692 5.760 0,0062 0,0015 1.805 0,0123 0,0037 10,11 0,0081 0,0020 39,58 0,0039 0,0008 0,0080 7.401.601,85 463.574.000,00 

7 SAPLASAH 303.394.272 1.873 0,0020 0,0005 353 0,0024 0,0007 3,87 0,0031 0,0008 45,61 0,0045 0,0009 0,0029 2.667.713,84 306 062.000,00 

8 GENELAP 358.140.840 4.310 0,0046 0,0012 1.725 0,0117 0,0035 9,97 0,0080 0,0020 58,01 0,0057 0,0011 0,0078 7.201.199,82 365.342.000,00 

9 KLABETAN 330.767.556 2.955 0,0032 0,0008 759 0,0052 0,0015 4,91 0,0040 0,0010 39,5 0,0039 0,0008 0,0041 3.779.383,88 334.54 7 .000,00 

10 BANYIOR 385.514.124 2.741 0,0029 0,0007 280 0,0019 0,0006 4,34 0,0035 0,0009 26,91 0,0026 0,0005 0,0027 2.493.659,10 388.008.000,00 

11 PRANCAK 358.140.840 3.459 0,0037 0,0009 602 0,0041 0,0012 1,3 0,0010 0,0003 34,65 0,0034 0,0007 0,0031 2.851.225,43 360.992.000,00 

12 LABUHAN 303.394.272 1.098 0,0012 0,0003 37 0,0003 0,0001 0,39 0,0003 0,0001 45,53 0,0045 0,0009 0,0013 1.236.017,06 304.630.000,00 

13 TANAGURA BARAT 303.394.272 1.295 0,0014 0,0003 351 0,0024 0,0007 3,22 0,0026 0,0006 35,93 0,0035 0,0007 0,0024 2.225. 759,07 305.620.000,00 

14 LEMBUNG PASESER 303.394.272 1.138 0,0012 0,0003 138 0,0009 0,0003 2,58 0,0021 0,0005 41,76 0,0041 0,0008 0,0019 1.773.745,32 305.168.000,00 

15 TANAGURA TIMUR 303.394.272 1.200 0,0013 0,0003 240 0,0016 0,0005 3,13 0,0025 0,0006 38,73 0,0038 0,0008 0,0022 2.027.833,56 305.422.000,00 

IX KEC. TANJUNG BUMI 6.797.962.380 52.821 0,0565 0,0141 9.680 0,0657 0,0197 67,41 0,0543 0,0136 476,17 0,0467 0,0093 0,0567 52.321.981,67 6.850.287 .000,00 

1 PASESEH 554.204.544 4.306 0,0046 0,0012 263 0,0018 0,0005 2,19 0,0018 0,0004 20,91 0,0021 0,0004 0,0025 2.340.127,01 556.545.000,00 

2 BUMIANYAR 483.545.976 3.300 0,0035 0,0009 310 0,0021 0,0006 5,16 0,0042 0,0010 30,04 0,0029 0,0006 0,0031 2.896.593,61 486.443.000,00 

3 TAMBAK POCOK 417.338.124 2.958 0,0032 0,0008 990 0,0067 0,0020 5,14 0,0041 0,0010 45,53 0,0045 0,0009 0,0047 4.365.643,39 421.704.000,00 

4 LARANGAN TIMUR 510.919.260 4.303 0,0046 0,0012 1.524 0,0103 0,0031 9,01 0,0073 0,0018 47,65 0,0047 0,0009 0,0070 6.456.516,47 517.376.000,00 

5 BUNGKENG 483.545.976 1.926 0,0021 0,0005 608 0,0041 0,0012 4,12 0,0033 0,0008 34,86 0,0034 0,0007 0,0033 3.011.603, 11 486.558.000,00 

6 BANDANG DAJAH 510.919.260 4.029 0,0043 0,0011 825 0,0056 0,0017 6,18 0,0050 0,0012 44,59 0,0044 0,0009 0,0049 4.495.852,20 515.415.000,00 

7 TAGUNGGUH 554.204.544 5.046 0,0054 0,0013 1.562 0,0106 0,0032 10,48 0,0084 0,0021 47,5 0,0047 0,0009 0,0076 6.981.136,91 561.186.000,00 

8 PLANGGIRAN 510.919.260 4.493 0,0048 0,0012 680 0,0046 0,0014 7,9 0,0064 0,0016 44,09 0,0043 0,0009 0,0050 4.648.096,57 515.567.000,00 

9 AENGTABAR 401.426.124 1.837 0,0020 0,0005 224 0,0015 0,0005 4,04 0,0033 0,0008 22,79 0,0022 0,0004 0,0022 2.035.425,37 403.462.000,00 

10 BANYUSANGKA 428. 799.408 3.861 0,0041 0,0010 472 0,0032 0,0010 0,99 0,0008 0,0002 35,56 0,0035 0,0007 0,0029 2.665.155,79 431.465.000,00 

11 TLANGOH 420.843.408 2.101 0,0022 0,0006 240 0,0016 0,0005 4,32 0,0035 0,0009 27,24 0,0027 0,0005 0,0025 2.263.002,63 423.106.000,00 

12 MACAJAH 483.545.976 4.963 0,0053 0,0013 953 0,0065 0,0019 4,67 0,0038 0,0009 29,08 0,0029 0,0006 0,0048 4.405.794, 13 487.952.000,00 

13 TANJUNG BUMI 483.545.976 6.944 0,0074 0,0019 686 0,0047 0,0014 3 0,0024 0,0006 18,22 0,0018 0,0004 0,0042 3.886.543, 7 4 487.433.000,00 

14 TELAGABIRU 554.204.544 2.754 0,0029 0,0007 343 0,0023 0,0007 0,21 0,0002 0,0000 28,11 0,0028 0,0006 0,0020 1.870.490, 73 556.075.000,00 

x KEC.KOKOP 5.212.198.032 70.290 0,0752 0,0188 16.559 0,1124 0,0337 125,75 0,1012 0,0253 620,31 0,0608 0,0122 0,0900 82.979.595,04 5.295.178.000,00 

1 DU POK 358.140.840 6.413 0,0069 0,0017 247 0,0017 0,0005 10 0,0080 0,0020 27,98 0,0027 0,0005 0,0048 4.406.710,81 362.548.000,00 

2 BANDASOLEH 385.514.124 3.748 0,0040 0,0010 575 0,0039 0,0012 4,74 0,0038 0,0010 48,33 0,0047 0,0009 0,0041 3.757.533,72 389.272.000,00 

3 BATOKOROGAN 412.887.408 1.809 0,0019 0,0005 898 0,0061 0,0018 3,36 0,0027 0,0007 47,92 0,0047 0,0009 0,0039 3.622.502,02 416.510.000,00 

4 TRAM OK 385.514.124 5.601 0,0060 0,0015 908 0,0062 0,0018 10,01 0,0081 0,0020 49,49 0,0049 0,0010 0,0063 5.838.640,29 391.353.000,00 

5 KATOL TIMUR 385.514.124 6.671 0,0071 0,0018 1.026 0,0070 0,0021 11,52 0,0093 0,0023 47,27 0,0046 0,0009 0,0071 6.564.099,55 392.078.000,00 

6 LEMBUNG GUNONG 303.394.272 2.831 0,0030 0,0008 263 0,0018 0,0005 4,68 0,0038 0,0009 54,57 0,0054 0,0011 0,0033 3.047.268,48 306.442.000,00 

7 AMPARA'AN 412.887.408 2.659 0,0028 0,0007 501 0,0034 0,0010 5,18 0,0042 0,0010 38,01 0,0037 0,0007 0,0035 3.245.071, 14 416.132.000,00 

8 KOKOP 358.140.840 4.443 0,0048 0,0012 1.082 0,0073 0,0022 8,32 0,0067 0,0017 53,35 0,0052 0,0010 0,0061 5.636.074,62 363.777.000,00 
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Alokul Dam Dua Propotslanll (ADDP) 

Aloknl 1>91111 Dua ,-n11rl11Wi Dua 
No. NmnlllDua (ADDPD) Jumlah Penduduk (.Pl Jumlah Pwlduduk Miskin (JPM) Lun Wllayah (LW) lr1deb KaeulltM Geagrafta (IKG) Alaaal P,aporalonal PIIQU ADD Per-Dau 

Total Ballot 
RMlo (ADDP) .,,. RMlo.P Babat JPM RuloJPM Babat LW LW Bobot IKG Raloll<G llabot 

(1) (2) (3) (4) (5) (BJ (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) =(3)+(17) =(6)+(9)+(12)+{15) 

9 TLOKOH 358.140.840 7.399 0,0079 0,0020 373 0,0025 0,0008 13,14 0,0106 0,0026 45,8 0,0045 0,0009 0,0063 5. 791.389,05 363.932.000,00 

10 DUR JAN 526.831.260 10.309 0,0110 0,0028 3.423 0,0232 0,0070 18,89 0,0152 0,0038 54,37 0,0053 0,0011 0,0146 13.458.314,54 540.290.000,00 

11 MANO'AN 440.260.692 5.225 0,0056 0,0014 1.283 0,0087 0,0026 9,77 0,0079 0,0020 51,93 0,0051 0,0010 0,0070 6.449.720,33 446. 710.000,00 

12 MAN DUNG 526.831.260 7.316 0,0078 0,0020 2.831 0,0192 0,0058 13,62 0,0110 0,0027 48,97 0,0048 0,0010 0,0114 10.533.081,27 537.364.000,00 

13 BANDANG LAOK 358.140.840 5.866 0,0063 0,0016 3.149 0,0214 0,0064 12,52 0,0101 0,0025 52,32 0,0051 0,0010 0,0115 10.629.189,23 368.770.000,00 

XI KEC. TANAH MERAH 9.253.163.568 68.018 0,0727 0,0182 10.913 0,0741 0,0222 88,54 0,0552 0,0138 718,80 0,0705 0,0141 0,0683 62.978.571,31 9.316.144.000,00 

1 TANAH MERAH DAJAH 444.711.408 4.472 0,0048 0,0012 1.390 0,0094 0,0028 3,88 0,0031 0,0008 27,94 0,0027 0,0005 0,0054 4.938.139,03 449.650.000,00 

2 TANAH MERAH LAOK 444. 711.408 6.354 0,0068 0,0017 765 0,0052 0,0016 4,17 0,0034 0,0008 31,86 0,0031 0,0006 0,0047 4.353.221,74 449.065.000,00 

3 PETRAH 401.426.124 3.281 0,0035 0,0009 160 0,0011 0,0003 4,48 0,0036 0,0009 20,91 0,0021 0,0004 0,0025 2.318.925,29 403.745.000,00 

4 JANG KAR 444. 711.408 4.954 0,0053 0,0013 1.251 0,0085 0,0025 4,74 0,0038 0,0010 30,01 0,0029 0,0006 0,0054 4.992.983,46 449. 704.000,00 

5 PETIONG 444. 711.408 2.845 0,0030 0,0008 540 0,0037 0,0011 4,63 0,0037 0,0009 35,49 0,0035 0,0007 0,0035 3.216.531,36 447.928.000,00 

6 KENDABAN 374.052.840 1.148 0,0012 0,0003 171 0,0012 0,0003 2,42 0,0019 0,0005 32,26 0,0032 0,0006 0,0018 1.636.675,54 375.690.000,00 

7 DUMAJAH 444. 711.408 4.556 0,0049 0,0012 821 0,0056 0,0017 3,29 0,0026 0,0007 36,74 0,0036 0,0007 0,0043 3.940.024,93 448.651.000,00 

8 PACENTAN 456.172.692 3.809 0,0041 0,0010 965 0,0066 0,0020 5,02 0,0040 0,0010 27,89 0,0027 0,0005 0,0045 4.187.221,71 460.360.000,00 

9 BAIPAJUNG 428.799.408 4.994 0,0053 0,0013 905 0,0061 0,0018 4,01 0,0032 0,0008 34,92 0,0034 0,0007 0,0047 4.306.448,72 433.106.000,00 

10 TLOMAR 374.052.840 2.548 0,0027 0,0007 218 0,0015 0,0004 2,7 0,0022 0,0005 37,97 0,0037 0,0007 0,0024 2.225.348, 19 376.278.000,00 

11 RONGDURIN 374.052.840 1.903 0,0020 0,0005 529 0,0036 0,0011 1,87 0,0015 0,0004 35,71 0,0035 0,0007 0,0027 2.455.434,99 376.508.000,00 

12 LANDAK 346.679.556 1.681 0,0018 0,0004 243 0,0016 0,0005 2,3 0,0019 0,0005 35,44 0,0035 0,0007 0,0021 1.938.542,88 348.618.000,00 

13 BASANAH 303.394.272 721 0,0008 0,0002 89 0,0006 0,0002 0,7 0,0006 0,0001 30,79 0,0030 0,0006 0,0011 1.031.653,28 304.426.000,00 

14 POTER 428. 799.408 2.982 0,0032 0,0008 156 0,0011 0,0003 1,62 0,0013 0,0003 22,76 0,0022 0,0004 0,0019 1.740.436,27 430.540.000,00 

15 PATE MON 303.394.272 760 0,0008 0,0002 58 0,0004 0,0001 0,62 0,0005 0,0001 34,35 0,0034 0,0007 0,0011 1.032.595, 78 304.427 .000,00 

16 DLAMBAH DAJAH 472.084.692 4.062 0,0043 0,0011 513 0,0035 0,0010 3,84 0,0031 0,0008 30,95 0,0030 0,0006 0,0035 3.237.190,03 475.322.000,00 

17 DLAMBAH LACK 374.052.840 1.683 0,0018 0,0005 147 0,0010 0,0003 1,62 0,0013 0,0003 26,16 0,0026 0,0005 0,0016 1.464. 7 43,37 375.518.000,00 

18 MRECAH 401.426.124 2.563 0,0027 0,0007 138 0,0009 0,0003 2,55 0,0021 0,0005 32,08 0,0031 0,0006 0,0021 1.944.459,23 403.371.000,00 

19 BU DOAN 456.172.692 3.160 0,0034 0,0008 260 0,0018 0,0005 2,76 0,0022 0,0006 33,34 0,0033 0,0007 0,0026 2.382.510, 71 458.555.000,00 

20 BATANGAN 456.172.692 4.945 0,0053 0,0013 768 0,0052 0,0016 5,7 0,0046 0,0011 33,61 0,0033 0,0007 0,0047 4.327 .013,40 460.500.000,00 

21 PADURUNGAN 374.052.840 1.705 0,0018 0,0005 351 0,0024 0,0007 1,89 0,0015 0,0004 20,61 0,0020 0,0004 0,0020 1.802.975,82 375.856.000,00 

22 PANGELEYAN 276.020.988 611 0,0007 0,0002 155 0,0011 0,0003 0,71 0,0006 0,0001 25,11 0,0025 0,0005 0,0011 1.027.598,45 277.049.000,00 

23 KRANGGAN BARA T 428. 799.408 2.281 0,0024 0,0006 320 0,0022 0,0007 3,02 0,0024 0,0006 41,7 0,0041 0,0008 0,0027 2.477.897,14 431.277.000,00 

XII KEC. KWANYAR 7 .214. 752.358 48.944 0,0523 0,0131 4.917 0,0334 0,0100 47,94 0,0386 0,0096 587,41 0,0556 0,0111 0,0439 40.459.064,38 7.255.212.000,00 

1 PESANGGRAHAN 510.919.260 5.151 0,0055 0,0014 661 0,0045 0,0013 3,33 0,0027 0,0007 26,91 0,0026 0,0005 0,0039 3.615.913,37 514.535.000,00 

2 KWANYAR BARAT 510.919.260 4.319 0,0046 0,0012 395 0,0027 0,0008 2,47 0,0020 0,0005 41,59 0,0041 0,0008 0,0033 3.017.178,71 513.936.000,00 

3 KETETANG 554.204.544 4.151 0,0044 0,0011 278 0,0019 0,0006 3,36 0,0027 0,0007 32,75 0,0032 0,0006 0,0030 2. 761.322,71 556.966.000,00 

4 DLEMER 483.545.976 2.307 0,0025 0,0006 314 0,0021 0,0006 2,78 0,0022 0,0006 29,94 0,0029 0,0006 0,0024 2.215.817,39 485.762.000,00 

5 MOROMBUH 444. 711.408 4.770 0,0051 0,0013 515 0,0035 0,0010 2,95 0,0024 0,0006 37,16 0,0036 0,0007 0,0036 3.362.671,25 448.07 4.000,00 
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Alokul Dana DuaProporalonal (ADDP) 

No. NamaDaaa 
Alokaal Dana Dua Pwnllrintah Daaa Jumlah Pwlduduk (JP) Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Luu Wllayah (LW) lndeka K .. ulltan Geografla (IKG) Pagu ADD Per­Oeaa (ADDPD) Total Babot 

Alokaal Proporaional 

Rulo (ADDP) 
JP RaaioJP Bobot JPM RasloJPM Bobot LW LW Bobot IKG RaalolKG Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) =(3)+(17) =(6)+(9)+(12)+(15) 

6 TEBUL 385.514.124 2.076 0,0022 0,0006 357 0,0024 0,0007 2,24 0,0018 0,0005 30,32 0,0030 0,0006 0,0023 2.146.276,96 387.660.000,00 

7 KARANG ANYAR 412.887.408 2.473 0,0026 0,0007 79 0,0005 0,0002 1,8 0,0014 0,0004 28,5 0,0028 0,0006 0,0017 1.607.555,45 414.495.000,00 

8 JANTEH 483.545.976 1.925 0,0021 0,0005 364 0,0025 0,0007 4,2 0,0034 0,0008 36,96 0,0036 0,0007 0,0028 2.605.986,37 486.152.000,00 

9 SOMOR KONENG 440.260.692 4.238 0,0045 0,0011 368 0,0025 0,0007 4,44 0,0036 0,0009 33,63 0,0033 0,0007 0,0034 3.168.105,02 443.429.000,00 

10 PAORAN 412.887.408 1.442 0,0015 0,0004 222 0,0015 0,0005 3,35 0,0027 0,0007 41,34 0,0041 0,0008 0,0023 2.141.728,04 415.029.000,00 

11 KARANG ENTANG 412.887.408 1.800 0,0019 0,0005 424 0,0029 0,0009 2,25 0,0018 0,0005 46,34 0,0045 0,0009 0,0027 2.495.630,36 415.383.000,00 

12 BATAH BARAT 440.260.692 1.882 0,0020 0,0005 234 0,0016 0,0005 1,18 0,0009 0,0002 28,39 0,0028 0,0006 0,0018 1.635.864,82 441.897.000,00 

13 BATAH TIMUR 440.260.692 3.321 0,0036 0,0009 283 0,0019 0,0006 3,5 0,0028 0,0007 39,1 0,0038 0,0008 0,0029 2. 706.888,96 442.968.000,00 

14 PANDANAN 412.887.408 1.296 0,0014 0,0003 66 0,0004 0,0001 2,99 0,0024 0,0006 33,67 0,0033 0,0007 0,0017 1.607.265,02 414.495.000,00 

15 GUN UNG SERENG 483.545.976 5.586 0,0060 0,0015 226 0,0015 0,0005 3,16 0,0025 0,0006 40,37 0,0040 0,0008 0,0034 3.118.190,67 486.664.000,00 

16 DUWEKBUTER 385.514.124 2.207 0,0024 0,0006 131 0,0009 0,0003 3,94 0,0032 0,0008 40,44 0,0040 0,0008 0,0024 2.252.669,29 387.767.000,00 

XIII KEC.LABANG 5.884.037 .144 38.140 0,0408 0,0102 3.726 0,0253 0,0078 35,23 0,021U 0,0071 519,07 0,0509 0,0102 0,0351 32.325.906,89 5.898.382.000,00 

1 KESEK 444.711.408 3.320 0,0036 0,0009 173 0,0012 0,0004 1,72 0,0014 0,0003 40,44 0,0040 0,0008 0,0024 2.194.009,12 446.905.000,00 

2 LA BANG 456.172.692 2.492 0,0027 0,0007 767 0,0052 0,0016 1,82 0,0015 0,0004 33,58 0,0033 0,0007 0,0033 2.999.787,26 459.172.000,00 

3 JU KONG 412.887.408 3.327 0,0036 0,0009 176 0,0012 0,0004 3,88 0,0031 0,0008 43,16 0,0042 0,0008 0,0029 2.651 .380,83 415.539.000,00 

4 PANGPONG 412.887.408 3.154 0,0034 0,0008 245 0,0017 0,0005 2,18 0,0018 0,0004 43,41 0,0043 0,0009 0,0026 2.427.359,20 415.315.000,00 

5 SUKOLILO TIMUR 526.831.260 2.988 0,0032 0,0008 240 0,0016 0,0005 2,15 0,0017 0,0004 34,59 0,0034 0,0007 0,0024 2.211.957,94 529.043.000,00 

6 SUKOLILO BARAT 554.204.544 6.711 0,0072 0,0018 637 0,0043 0,0013 1,76 0,0014 0,0004 34,26 0,0034 0,0007 0,0041 3.797.074,95 558.002.000,00 

7 BRING EN 428. 799.408 2.418 0,0026 0,0006 401 0,0027 0,0008 2,67 0,0021 0,0005 42,36 0,0042 0,0008 0,0028 2.610. 770,92 431.410.000,00 

8 BA'ENGAS 499.457.976 3.970 0,0042 0,0011 198 0,0013 0,0004 3,57 0,0029 0,0007 23,96 0,0023 0,0005 0,0027 2.446.462,33 501.904.000,00 

9 BUNAJIH 510.919.260 2.021 0,0022 0,0005 343 0,0023 0,0007 4,68 0,0038 0,0009 44,76 0,0044 0,0009 0,0031 2.820.360,80 513. 7 40.000,00 

10 SENDANG LAOK 428. 799.408 1.428 0,0015 0,0004 177 0,0012 0,0004 2,8 0,0023 0,0006 44,38 0,0044 0,0009 0,0022 2.006.693,04 430.806.000,00 

11 SENDANG DAJAH 401.426.124 2.396 0,0026 0,0006 113 0,0008 0,0002 4,03 0,0032 0,0008 37,55 0,0037 0,0007 0,0024 2.229.901,28 403.656.000,00 

12 PETAPAN 385.514.124 2.180 0,0023 0,0006 219 0,0015 0,0004 1,76 0,0014 0,0004 49,41 0,0048 0,0010 0,0024 2.168.961, 17 387.683.000,00 

13 MORKEPEK 401.426.124 1.735 0,0019 0,0005 37 0,0003 0,0001 2,21 0,0018 0,0004 47,21 0,0046 0,0009 0,0019 1.761.188,05 403.187 .000,00 

XIV KEC. TRAGAH 7.326.930.924 30.508 0,0328 0,0082 4.172 0,0283 0,0085 39,45 0,0318 0,0079 644,47 0,0832 0,0128 0,0372 34.332.697,28 7 .361.283.000,00 

1 SOKET LAOK 483.545.976 3.697 0,0040 0,0010 350 0,0024 0,0007 7,15 0,0058 0,0014 41,6 0,0041 0,0008 0,0040 3.647.936,42 487.194.000,00 

2 SOKET DAJAH 385.514.124 1.575 0,0017 0,0004 341 0,0023 0,0007 2,04 0,0016 0,0004 35,46 0,0035 0,0007 0,0022 2.048.551,56 387 .563.000,00 

3 PAMORAH 412.887.408 2.842 0,0030 0,0008 138 0,0009 0,0003 3,25 0,0026 0,0007 26,12 0,0026 0,0005 0,0022 2.035.354,28 414.923.000,00 

4 BANYUBESEH 385.514.124 1.965 0,0021 0,0005 283 0,0019 0,0006 1,19 0,0010 0,0002 39,24 0,0038 0,0008 0,0021 1.946.429,53 387.461.000,00 

5 POCONG 385.514.124 1.006 0,0011 0,0003 79 0,0005 0,0002 1,26 0,0010 0,0003 31,74 0,0031 0,0006 0,0013 1.204.242,34 386.718.000,00 

6 TRAGAH 385.514.124 834 0,0009 0,0002 166 0,0011 0,0003 0,42 0,0003 0,0001 37,68 0,0037 0,0007 0,0014 1.276. 761,58 386.791.000,00 

7 KARANG LEMAN 412.887.408 1.189 0,0013 0,0003 223 0,0015 0,0005 2,47 0,0020 0,0005 31, 11 0,0031 0,0006 0,0019 1.732.912,42 414.620.000,00 

8 OUKOTAMBIN 358.140.840 424 0,0005 0,0001 25 0,0002 0,0001 0,95 0,0008 0,0002 43,11 0,0042 0,0008 0,0012 1.107.448,98 359.248.000,00 

e KETELENG 385.514.124 1.390 0,0015 0,0004 120 0,0008 0,0002 1,44 0,0012 0,0003 47,73 0,0047 0,0009 0,0018 1.698.505, 75 387.213.000,00 
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AIOkai Dane Deu Proponi­1 (ADDP) 

No,. NIIIINI a.. Alokaal o.na 0... Pllmerlntllh Dau Jumllti PWlduduk (.P) Jumlllh P9nduduk Mi&kln (JPM) Luu Wllaya (LW) lncleb l<Hulltan Geografla (IKG) Pagu ADD Per,Oeaa (ADDPD) Total Sabot 
Aloual Praporalanal 

RMla (ADDP) .. RMlaJP 8obot JPM RMlaJPM Bobot LW LW Bobot 1(0 RMlolKG Babat 

(1) (2) (3) (4) (SJ (8) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) =(3)+(17) =16)+(9)+(12}+(15) 

10 ALANGALANG 440.260.692 2.713 0,0029 0,0007 601 0,0041 0,0012 2,34 0,0019 0,0005 30,25 0,0030 0,0006 0,0030 2.778.822,49 443.040.000,00 

11 KE MON ING 428. 799.408 2.002 0,0021 0,0005 560 0,0038 0,0011 1,02 0,0008 0,0002 26,2 0,0026 0,0005 0,0024 2.208.333,20 431.008.000,00 

12 TAM BIN 412.887.408 2.174 0,0023 0,0006 229 0,0016 0,0005 2,96 0,0024 0,0006 36,48 0,0036 0,0007 0,0024 2.175.089,53 415.062.000,00 

13 BAJEMAN 440.260.692 3.423 0,0037 0,0009 360 0,0024 0,0007 4,37 0,0035 0,0009 32,45 0,0032 0,0006 0,0032 2.917.803,82 443.178.000,00 

14 JADDUNG 385.514.124 994 0,0011 0,0003 198 0,0013 0,0004 0,64 0,0005 0,0001 29,45 0,0029 0,0006 0,0014 1.268.281,52 386.782.000,00 

15 PACANGAN 385.514.124 864 0,0009 0,0002 51 0,0003 0,0001 1,01 0,0008 0,0002 37,19 0,0036 0,0007 0,0013 1.168.826,74 386.683.000,00 

16 BANCA NG 385.514.124 823 0,0009 0,0002 70 0,0005 0,0001 0,76 0,0006 0,0002 35,04 0,0034 0,0007 0,0012 1.109.121,50 386.623.000,00 

17 JA'AH 412.887.408 1.208 0,0013 0,0003 132 0,0009 0,0003 1,54 0,0012 0,0003 44,7 0,0044 0,0009 0,0018 1.639.922,50 414.527.000,00 

18 MASARAN 440.260.692 1.385 0,0015 0,0004 246 0,0017 0,0005 4,64 0,0037 0,0009 38,92 0,0038 0,0008 0,0026 2.368.353, 12 442.629.000,00 

xv KEC. MODUNG 7 .395.301.344 42.908 0,0459 0,0115 7.865 0,0534 0,0160 79,41 0,0839 0,0160 705,02 0,0691 0,0138 0,0573 52.835.203,45 7 .448.138.000,00 

1 PATEREMAN 440.260.692 4.076 0,0044 0,0011 455 0,0031 0,0009 2,79 0,0022 0,0006 20,39 0,0020 0,0004 0,0030 2.745.899,03 443.007.000,00 

2 PAE NG 385.514.124 1.742 0,0019 0,0005 190 0,0013 0,0004 2,33 0,0019 0,0005 34,66 0,0034 0,0007 0,0020 1.845.517 ,20 387.360.000,00 

3 KOL LA 385.514.124 2.635 0,0028 0,0007 389 0,0026 0,0008 5,17 0,0042 0,0010 48,95 0,0048 0,0010 0,0035 3.224.836,38 388.739.000,00 

4 NEROH 412.887.408 1.138 0,0012 0,0003 141 0,0010 0,0003 3,12 0,0025 0,0006 52,57 0,0052 0,0010 0,0023 2.075.090,03 414.962.000,00 

5 LANGPANGGANG 440.260.692 1.545 0,0017 0,0004 118 0,0008 0,0002 2,96 0,0024 0,0006 51,44 0,0050 0,0010 0,0023 2.082.122,95 442.343.000,00 

6 PATENTENG 510.919.260 5.483 0,0059 0,0015 1.207 0,0082 0,0025 13,04 0,0105 0,0026 38,88 0,0038 0,0008 0,0073 6.741.393,96 517.661.000,00 

7 SRABIBARAT 510.919.260 2.806 0,0030 0,0008 490 0,0033 0,0010 7,13 0,0057 0,0014 38,81 0,0038 0,0008 0,0039 3.636.978,52 514.556.000,00 

8 SRABI TIMUR 440.260.692 2.673 0,0029 0,0007 1.142 0,0078 0,0023 5,45 0,0044 0,0011 39,13 0,0038 0,0008 0,0049 4.522.582,95 444.783.000,00 

9 PANGPAJUNG 412.887.408 2.496 0,0027 0,0007 557 0,0038 0,0011 4,26 0,0034 0,0009 35,3 0,0035 0,0007 0,0034 3.090.309,66 415.978.000,00 

10 KARANG ANYAR 412.887.408 2.367 0,0025 0,0006 407 0,0028 0,0008 5,12 0,0041 0,0010 46,81 0,0046 0,0009 0,0034 3.144.577,53 416.032.000,00 

11 ALAS KOKON 440.260.692 3.487 0,0037 0,0009 1.037 0,0070 0,0021 3,25 0,0026 0,0007 44,94 0,0044 0,0009 0,0046 4.222.946,14 444.484.000,00 

12 PAKONG 440.260.692 2.982 0,0032 0,0008 486 0,0033 0,0010 1,43 0,0012 0,0003 44,91 0,0044 0,0009 0,0030 2.725.467,58 442.986.000,00 

13 GLISGIS 385.514.124 1.407 0,0015 0,0004 102 0,0007 0,0002 3,52 0,0028 0,0007 40,87 0,0040 0,0008 0,0021 1.930.802,10 387.445.000,00 

14 BRAKAS DAJAH 412.887.408 1.485 0,0016 0,0004 125 0,0008 0,0003 3,27 0,0026 0,0007 42,79 0,0042 0,0008 0,0021 1.981.557,89 414.869.000,00 

15 MODUNG 440.260.692 1.131 0,0012 0,0003 225 0,0015 0,0005 3,76 0,0030 0,0008 38,59 0,0038 0,0008 0,0023 2.097.026,65 442.358.000,00 

16 SUWA'AN 440.260.692 2.282 0,0024 0,0006 247 0,0017 0,0005 4,44 0,0036 0,0009 40,01 0,0039 0,0008 0,0028 2.573.997,32 442.835.000,00 

17 MANGGA'AN 483.545.976 3.173 0,0034 0,0008 547 0,0037 0,0011 8,37 0,0067 0,0017 45,97 0,0045 0,0009 0,0045 4.194.097 ,54 487.740.000,00 

XVI KEC.BLEGA 8.423.481.444 56.465 0,0604 0,0151 12.858 0,0873 0,0262 92,83 0,0747 0,0187 682,89 0,0670 0,0134 0,0734 67.643.981,00 8.491.120.700,00 

1 BL EGA 472.084.692 7.417 0,0079 0,0020 622 0,0042 0,0013 7 0,0056 0,0014 18,85 0,0018 0,0004 0,0050 4.636.636,68 476.721.000,00 

2 ROSEP 483.545.976 2.626 0,0028 0,0007 1.075 0,0073 0,0022 3,28 0,0026 0,0007 35,22 0,0035 0,0007 0,0042 3.911.788,78 487 .458.000,00 

3 NYOR MANES 440.260.692 3.332 0,0036 0,0009 1.171 0,0079 0,0024 5,39 0,0043 0,0011 43,44 0,0043 0,0009 0,0052 4.806.340,22 445.067.000,00 

4 ALAS RAJAH 483.545.976 5.833 0,0062 0,0016 1.588 0,0108 0,0032 8,59 0,0069 0,0017 42,93 0,0042 0,0008 0,0074 6. 790.636,67 490.337.000,00 

5 BLEGAOLOH 428. 799.408 1.669 0,0018 0,0004 259 0,0018 0,0005 1,44 0,0012 0,0003 42,51 0,0042 0,0008 0,0021 1.933.910,21 430. 733.000,00 

6 KARANG NANGKAH 456.172.692 3.047 0,0033 0,0008 1.115 0,0076 0,0023 4,28 0,0034 0,0009 36,78 0,0036 0,0007 0,0047 4.304.483,33 460.477.000,00 

7 KARANG PANASAN 358.140.840 2.042 0,0022 0.0005 3 0,0000 0,0000 2,69 0,0022 0,0005 28,44 0,0028 0,0006 0,0017 1.522.637 ,99 359.663.000,00 
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Alokal Dina Dua Proporaa-1 (ADDI') 

No. ,....DNII AlokUI Dllll9 0.. ,_.,.,... DNa Jumlllh Pendudulc (.I') Jumlllh Pw1duduk Mlllcln (JPM) Lua Wlt.yllh (LW) lndlb KMUlltan Qeogr.ns (IKG) hguADDPer~ (ADDPD) Tot.lllabot Alc,ual Plllporatanal 

RMlo (ADDP) .. RMloJP llabot JPM RMloJPM 8abClt LW IW lollot IKG RMlolKG 8obot 

(1) (2) {3) (4) (5) (6) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (11) (18) =(3)+(11) :(6)+(9)+(12)+(15) 

8 KARANG GAYAM 456.172.692 3.277 0,0035 0,0009 765 0,0052 0,0016 4,84 0,0039 0,0010 22,97 0,0023 0,0005 0,0039 3.558.097, 76 459.731.000,00 

9 LOMAER 412.887.408 3.370 0,0036 0,0009 285 0,0019 0,0006 6,14 0,0049 0,0012 24,34 0,0024 0,0005 0,0032 2.945.671,34 415.833.000,00 

10 BATES 428.799.408 3.837 0,0041 0,0010 1.259 0,0085 0,0026 5,28 0,0043 0,0011 42,45 0,0042 0,0008 0,0055 5.057.787,71 433.857.000,00 

11 LOMBANG LAOK 346.679.556 1.773 0,0019 0,0005 209 0,0014 0,0004 2,67 0,0021 0,0005 35,82 0,0035 0,0007 0,0021 1.972.911,06 348.652.000,00 

12 LOMBANG DAJAH 691.070.964 4.171 0,0045 0,0011 1.693 0,0115 0,0034 9,5 0,0076 0,0019 29,88 0,0029 0,0006 0,0071 6.510.870,64 697.578.700,00 

13 KAR POTE 412.887.408 3.142 0,0034 0,0008 572 0,0039 0,0012 5,71 0,0046 0,0011 38,39 0,0038 0,0008 0,0039 3.602.709,45 416.490.000,00 

14 KAJJAN 412.887.408 3.358 0,0036 0,0009 613 0,0042 0,0012 5,35 0,0043 0,0011 39,89 0,0039 0,0008 0,0040 3.693.283,96 416.581.000,00 

15 PANJALINAN 385.514.124 1.599 0,0017 0,0004 107 0,0007 0,0002 3,57 0,0029 0,0007 37,63 0,0037 0,0007 0,0021 1.938.211,76 387 .452.000,00 

16 PANGERAN GADUNGAN 483.545.976 1.578 0,0017 0,0004 497 0,0034 0,0010 3,62 0,0029 0,0007 44,68 0,0044 0,0009 0,0030 2.802.177,68 486.348.000,00 

17 KAM PAO 358.140.840 1.135 0,0012 0,0003 310 0,0021 0,0006 2,04 0,0016 0,0004 40,27 0,0039 0,0008 0,0021 1.968.843,29 360.110.000,00 

18 KO'OLAN 412.887.408 776 0,0008 0,0002 118 0,0008 0,0002 3,28 0,0026 0,0007 36,29 0,0036 0,0007 0,0018 1.677.899,33 414.565.000,00 

19 GIGIR 499.457.976 2.483 0,0027 0,0007 597 0,0041 0,0012 8,16 0,0066 0,0016 42,11 0,0041 0,0008 0,0043 4.009.083, 15 503.467.000,00 

XVII KEC. GALIS 8.027 .028.900 82.287 0,0880 0,0220 13.285 0,0902 0,0271 118, 14 0,0951 0,0238 927,00 0,0909 0,0182 0,0910 83.924.073, 19 8.110.953.000,00 

1 TELLOK 385.514.124 3.836 0,0041 0,0010 1.011 0,0069 0,0021 9,55 0,0077 0,0019 54,44 0,0053 0,0011 0,0061 5.601.042,00 391.115.000,00 

2 DALE MAN 385.514.124 4.789 0,0051 0,0013 647 0,0044 0,0013 7,99 0,0064 0,0016 30,46 0,0030 0,0006 0,0048 4.429.302,54 389.943.000,00 

3 BLATERAN 330. 767.556 1.431 0,0015 0,0004 196 0,0013 0,0004 2,37 0,0019 0,0005 52,16 0,0051 0,0010 0,0023 2.104.025,89 332.872.000,00 

4 PATERONGAN 385.514.124 4.862 0,0052 0,0013 444 0,0030 0,0009 4,34 0,0035 0,0009 38,12 0,0037 0,0007 0,0038 3.527.324,41 389.041.000,00 

5 KAJUANAK 358.140.840 3.590 0,0038 0,0010 420 0,0029 0,0009 5,37 0,0043 0,0011 53,72 0,0053 0,0011 0,0039 3.641.897,78 361. 783.000,00 

6 LONGKEK 330. 767 .556 4.811 0,0051 0,0013 920 0,0062 0,0019 5,13 0,0041 0,0010 42,74 0,0042 0,0008 0,0050 4.638.757,97 335.406.000,00 

7 GAUS 358.140.840 3.713 0,0040 0,0010 373 0,0025 0,0008 3,89 0,0031 0,0008 46,61 0,0046 0,0009 0,0034 3.180.741,30 361.322.000,00 

8 PEKADAN 428. 799.408 3.643 0,0039 0,0010 295 0,0020 0,0006 4,41 0,0035 0,0009 55,87 0,0055 0,0011 0,0036 3.280.976,76 432.080.000,00 

9 BANGPENDAH 330.767.556 1.625 0,0017 0,0004 124 0,0008 0,0003 2,22 0,0018 0,0004 42,31 0,0041 0,0008 0,0020 1.810.67 4,91 332.578.000,00 

10 PAKA'AN DAJAH 385.514.124 2.410 0,0026 0,0006 367 0,0025 0,0007 1,59 0,0013 0,0003 34,62 0,0034 0,0007 0,0024 2.204.558,68 387. 719.000,00 

11 PAKA'AN LAOK 385.514.124 3.270 0,0035 0,0009 650 0,0044 0,0013 4,01 0,0032 0,0008 42,62 0,0042 0,0008 0,0038 3.541. 784,61 389.056.000,00 

12 KRANGGAN TIMUR 358.140.840 1.874 0,0020 0,0005 213 0,0014 0,0004 2,65 0,0021 0,0005 39,74 0,0039 0,0008 0,0022 2.072.509,83 360.213.000,00 

13 SE PARAH 330.767.556 2.401 0,0026 0,0006 610 0,0041 0,0012 3,94 0,0032 0,0008 42,18 0,0041 0,0008 0,0035 3.231.461,31 333.999.000,00 

14 BANJAR 499.457 .976 5.847 0,0063 0,0016 602 0,0041 0,0012 10,24 0,0082 0,0021 38,17 0,0037 0,0007 0,0056 5.162.622,21 504.621.000,00 

15 TLAGAH 358.140.840 5.398 0,0058 0,0014 1.488 0,0101 0,0030 7,16 0,0058 0,0014 45,1 0,0044 0,0009 0,0068 6.269.486,23 364.410.000,00 

16 LANTEK BARAT 428. 799.408 4.177 0,0045 0,0011 294 0,0020 0,0006 9,22 0,0074 0,0019 43,6 0,0043 0,0009 0,0044 4.081.416,18 432.881.000,00 

17 LANTEK TIMOR 385.514.124 4.088 0,0044 0,0011 849 0,0058 0,0017 5,52 0,0044 0,0011 36,29 0,0036 0,0007 0,0046 4.282.883,93 389.797.000,00 

18 KELBUNG 358.140.840 6.258 0,0067 0,0017 1.371 0,0093 0,0028 12,86 0,0104 0,0026 43,74 0,0043 0,0009 0,0079 7.294.941,48 365.436.000,00 

19 BANYUBUNIH 554.204.544 9.525 0,0102 0,0025 1.926 0,0131 0,0039 9,83 0,0079 0,0020 43,97 0,0043 0,0009 0,0093 8.584.564,54 562.789.000,00 

20 SADAH 385.514.124 3.495 0,0037 0,0009 303 0,0021 0,0006 4,41 0,0035 0,0009 43,32 0,0042 0,0008 0,0033 3.032.532,94 388.547.000,00 

21 SOR PA 303.394.272 1.244 0,0013 0,0003 182 0,0012 0,0004 1,44 0,0012 0,0003 57,22 0,0056 0,0011 0,0021 1.950.567,68 305.345.000,00 
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BobotAF 
JP 25% 

JPM 30% 
LW 25% 
IKG 20% 

KontrolPenghttunaan 
F>agu Alokasl Dana Desa Kepada Desa Kab. Bangkalan 115.649.884.700 
Hasil F>erhitunaanAlokasl Dana Oesa Kepada Desa Kab. Bangkalan 115.649.884.700 
F>agu Alokasl Dana Deaa Alokasl Pemerlntah Desa Kab. Bangkalan 114.727.785.444 
Hasil Hltung Alokasl Dana Desa Alokasl Pemertntah Kab. Bangkalan 114.727.785.444 
Pagu Alokasi Dana Oesa Alokasl Proporslonal Kab. Bangkalan 922.099.256 
Haail Hltung Alokasl Dana Desa Alokasi ProporslOnal Klb. Bangkalan 922.099.256 
Jumlah Desa 273 

AIIMIIDlneDINPNpaniollllCADDP) : 
Alollall Dma DNa..._llDII DIN hgu ADD hr.a.. i No. NMlaDNa (ADIJIIDI 

................... ,., Jumllll ,....kMlltin (,Al) L.-Wlllyah (LW) ...... IC...-.. Geogrllls (IKG) Alaall Pnlponlollll Tabdlabat 
R..io (ADDP) • RalollJ Babat .... R..io.llM Babat LW 1111 llallat MG R..iolKG Babat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) =(3)+(17) =(6)+(9)+(12)+{15) 

XVIII KEC.KONANG 6.624.785.440 112.186 0,06118 0,0139 14.114 0,0958 0,0287 89,86 0,0723 0,0181 8114, 13 0,0841 0,0128 0,0738 87.871.320,47 6.692.836.000,00 

1 BANDUNG 412.887.408 4.190 0,0045 0,0011 829 0,0056 0,0017 6,22 0,0050 0,0013 34,5 0,0034 0,0007 0,0047 4.367.997,92 417.255.000,00 

2 KO NANG 483.545.976 4.m 0,0051 0,0013 1.137 o,oon 0,0023 7,15 0,0058 0,0014 52,59 0,0052 0,0010 0,0061 5.589.866,21 489.136.000,00 

3 GENTENG 483.545.976 6.947 0,0074 0,0019 1.614 0,0110 0,0033 13,44 0,0108 0,0027 57,02 0,0056 0,0011 0,0090 8.268.945,34 491.815.000,00 

4 PAKES 412.887.408 4.067 0,0043 0,0011 434 0,0029 0,0009 5,68 0,0046 0,0011 49,11 0,0048 0,0010 0,0041 3.759.947,50 416.647.000,00 

5 CANGKAREMAN 385.514.124 3.248 0,0035 0,0009 533 0,0036 0,0011 5,2 0,0042 0,0010 54,88 0,0054 0,0011 0,0041 3.759.204,15 389.273.000,00 

6 SEN ASEN 483.545.976 3.446 0,0037 0,0009 1.071 0,0073 0,0022 4,29 0,0035 0,0009 38,64 0,0038 0,0008 0,0047 4.355.731, 10 487.902.000,00 

7 SAMBIYAN 440.260.692 3.433 0,0037 0,0009 597 0,0041 0,0012 3,05 0,0025 0,0006 48,n 0,0048 0,0010 0,0037 3.415.533,34 443.676.000,00 

8 CAMPOR 412.887.408 1.924 0,0021 0,0005 603 0,0041 0,0012 1,76 0,0014 0,0004 45,17 0,0044 0,0009 0,0030 2.750.252,26 415.638.000,00 

9 GAUS DAJAH 385.514.124 2.901 0,0031 0,0008 1.292 0,0088 0,0026 3,16 0,0025 0,0006 55,23 0,0054 0,0011 0,0051 4.726. 713,67 390.241.000,00 

10 KANEGARAH 385.514.124 1.597 0,0017 0,0004 5 0,0000 0,0000 2,02 0,0016 0,0004 57,07 0,0056 0,0011 0,0020 1.810.139,08 387.324.000,00 

11 DURIN BARAT 385.514.124 4.436 0,0047 0,0012 2.313 0,0157 0,0047 6,59 0,0053 0,0013 53,96 0,0053 0,0011 0,0083 7.635.987,36 393.150.000,00 

12 DURINTIMUR 440.260.692 5.261 0,0056 0,0014 980 0,0067 0,0020 20,21 0,0163 0,0041 53,15 0,0052 0,0010 0,0085 7.848.965,14 448.110.000,00 

13 BATOKABAN 412.887.408 5.943 0,0064 0,0016 2.706 0,0184 0,0055 11,09 0,0089 0,0022 54,04 0,0053 0,0011 0,0104 9.582.037,40 422.469.000,00 

Total 114.727.785.444 934.9118 1,0000 211'4 147.312 1,0000 30% 1.242,29 1,0000 211'4 10.197,00 1,0000 20'4 100'4 922.099.2116,00 116.849.884.700,00 
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ALOKASI DANA PESA IADD) KODE WILAYAB 

KODE KECAKATA!f DESA PAGO: PER-DESA PEJIYALURAl'f TABAP I PENYALURAl'f TAJIAP U 
·' 

5.1.7.07. KECAlllATAN BANGKALAN Rp 2.180.231.000,00 Rp 1.308.138.600,00 Rp 872.092.400,00 

5.] .7.07.01. BANG KALAN lJ,IUNG PIRING Rp 361.244.000 Rp 216.746.400,00 Rp 144.497 600,00 

5.J.7.07.02. HANG KALAN SEMBILANGAN Rp :133.161.000 Rp l 99. 898 .400, 00 Rp 133.265.600,00 

5.1 7.07.03. BANG KALAN KRAMAT Rp 388.905.000 Rp 233.343.000,00 Rp 155.562.000,00 

5.1.7.07.lH. HANG KALAN MARTAJASAH Rp 332.725.000 Rp l 99.635.000,00 Rp 133.090.000,00 

5.1.7.07.05. BANG KALAN SABIYAN Rp 332.715.000 Rp 199.629.000,00 Rp 13:l.086.000,00 

5.1.7.07.0(>. BANG KALAN GEBANG Rp 431.478.000 Rp 258.886.800,00 Rp 17 2.591.200,00 

5.1.7.08. KECAlllATAN KAMAL Rp 4.042.809.000,00 Rp 2.425.685.400,00 Rp 1.617.123.600,00 

5.1.7.08.0 I. KAMAL Ti\JUNGAN Rp 359.649.000 Rp 215.789.400,00 Rp i 43.859.000,00 

5. J.7.08.02. KAMAL GILi BARAT Rp 431 .655.000 Rp 258. 993.000,00 Rp 17 2 .662 .000,00 

5.] .7 08.03. !,AMAL BANYllAJIJI I Rp 390.366.000 Rp 234. 219.600,00 Rp I 56. l '16.400.00 

5.1.7.08.04. KAMAL KAMAL Rp 389.440.000 Rp 2,!3.664.000.00 Rp 153. 776.000,00 

5.]. 7 08.05. KAMAL Ti\NJUNG JATI Rp 387.257.000 Rp 232.354.200,00 Rp 154.902.800.00 

s.1.1.08.00. KAMAL KEBUN Rp 387.703.000 Rp 232.621.800,00 Rp 155.081.200,00 

S.1.7 08.07. KAMAL GILi TIMUR Rp 460. l 17.000 Rp 276.070. 200,00 Rp 184 .()4(,.800.00 

5. I .7.08.08. KAMAL oru ANYAR Rp 388.310.000 Rp 232.986.000,00 Rp 155.324.000,00 

3.1.7.08.09. KAMAL TELANG Rp 459.103.000 Rp 275.461.800,(JO Rp 183.(,41.200,00 

5. l. 7.<l8. l0. KAMAL PENDi\BAH Rp 389.209.000 Rp '233.525.400,00 Rp l 35.68:3.600,(iO 

5.1.7.09. KECAlllATAN BURNER Rp 5.401.698.000,00 Rp 3.241.018.800,00 Rp 2.160.679.200,00 

5.1.7.09.01. Bl/RNEH JAMBllll Rp 415.325.000 Rp 249.195.000,00 Rp 166.l'.lU.000,00 

:,. I .7.09.02. FlURNEH LANG KAP Rp 613.075.000 Rp 367.845.000,00 Rp 245.230.000,00 

5.1. 7 .09.03. BURNl·:11 BURNEil Rp 515.538.000 Rp :!09.'.l2'2.800,00 Rp '206.215 200,00 

5.1.7.09.04. BURNEii BANANGKAH Rp 614.306.000 Rp 368.583.600,00 Rp 245.722.400,00 

5. I. 7 .09.05. BURNEii ALAS KEM13i\NG Rp 44:l.130.000 Rp 265.878.000,00 Rp 177.252.000,00 

5.1.7.09.06. BURNEii 131NOH Rp 486.337.000 Rp 291.802.200,00 Rp l 94.5'.l-'\.800,00 

5.1.7.09.07. BURN EH PERRENG Rp 611.742.000 Rp 367.045.200,00 Rp 244.6%.800,00 

c,.1.1.09.08. 11Uf<NE11 PANGOLANGAN Rp 48l>.228.000 1-i'.p '291.7:~l>.800,00 Rp 194.491.200,00 

5. l.7.09.09. BURNEii SOBIII Rp 142.221.000 Rp 265.332.600,00 Rp 176.888.400,00 

5.1.7.09.10. BURNEii KAPOR Rp 387.287.000 Rp 232.372.200,00 Rp 154.9J.1.800,00 

51.709.ll. HURN EH AROK Rp 386.509.000 Rp 231.905.400,00 Rp 151.603.600,00 

5.1.7.10. KECAlllATAN SOCAH Rp 4.924.765.000,00 Rp 2. 954.859.000,00 Rp 1.969.906.000,00 

5 1.7. 10.0 I. SOCAII JUNGANYAR Rp 364.527.000 Rp 218.716.200,00 Rp J 45.810.800,00 

3.1.7.10.02. SOCAII SOCAH Rp 475. 769.000 Rp 285.461.400,00 Rp I 90.:l07.C,00,00 

5.1. 7.10.(Xl. SOCAII l::llJLUH Rp 393.353.000 Rp 236.011.800,00 Rp 157.341.200.00 

5.1.7.10.0·1. SOCAII ,JADDIH Rp 572.057.000 Rp 34:1.240.200,00 Rp 2:28.82b.800,00 

:C,,].7 10.05. SOCAII SANGGRA AG UNG Rp 503.209.000 Rp 301.92S.400,00 Rp 201.283.600,00 

5.J .7 . .10.06. SOCAII PARSEl-l Rp 477.535.000 Hp 286.521.000,00 Rp 19 l .0 l •1.000,00 

5.1.7.10.07. SOCAIJ BILAPONAH Rp 503.856.000 Rp :!02.31:1.600,00 Rp 201.542.400,00 

5.1.7.10.08. SOCAII KELEYAN Rp 476.914.000 Rp 286.148.100,00 Rp 190.7(,5.600,00 

3.1.7. 10.09. SOCAH Pt'TAONi\N Rp 420.514.000 Rp 2 52. 308 .400, 00 1,p I 68. 20,,.600,00 

5.1.7.10.10. SOCAII DAKJRING l~p 404. 711.000 Rp 242.826.600,00 Rp 161.884.400,00 

5. l.7.10.J 1. ::iOCAII PERNAIUl·I Rp 3:l2.:ll0.000 Rp 199.,386.000,00 Rp 132.924.000,00 

5.1.6.11. KECAlllATAN AROSBAYA Rp 7 .494. 712.000,00 Rp 4.496.827.200,00 Rp 2.997.884.800,00 

5 I 7. J 1.01. ARO::iBi\YA PANDAN LANJANG Rp 40:1.306.000 Rp 24 l.983.600,00 Rp 1(,1.'.122.400,00 

5. J.7 . .1 1.0).. AROSIIAYA llATONAONG Rp 448.999.000 Rp 269 . .399. 400,00 Rp 179.599.(,1)1),0() 

5.J.7.11.0:l. AROSBAYA GLAGGA Rp 557.810.000 Rp 334.686.000,00 Rp 22:l.12·1.000,00 

TAHON ANGGARAN 2025 

ALOKASI DANA DESA (ADD) 

LAMPIRAN !: PERATURAN BUPATJ BANGKALAN NOMOR TAHUN 
2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN 
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 
TAHUN ANGGARAN 2025 
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JlODB WILAYAB ALOJlABI DAJIA DBBA !ADDI 

JlODB KBCAIIATAJI' DB8A PAGO PBR-DB8A PBlffALURAII TABAP I PBIIYALURAII TAIIAP D 

5.1.7.11.04. AROSBAYA OMBUL Rp 415.648.000 Rp 249.388.800,00 Rp 166.259.200,00 

5.1.7.11.05. AROSBAYA BALUNG Rp 431.281.000 Rp 258.768.600,00 Rp 172.512.400,00 

5.J.7.11.06. AROSBAYA LI\JTNG Rp 532.201.000 Rp 319.320.600,00 Rp 212.880.400,00 

5.J.7.11.07. AROSBAYA TENG KET Rp 514.383.000 Rp 308.629.800,00 Rp 205.753.200,00 

5.J.7.11.08. AROSBAYA AROSBAYA Rp 584.478.000 Rp 350.686.800,00 Rp 233.791.200,00 

5.J.7.11.09. AROSBAYA KARANG DUWAK Rp 431.051.000 Rp 258.630.600,00 Rp 172.420.400,00 

5.1.7.11.10. AROSBAYA OLEMER Rp 332.219.000 Rp 199.331.400,00 Rp 132.887.600,00 

5.l.7.11.J J. AROSBAYA MANG KON Rp 331.935.000 Rp 199.161.000,00 Rp 132.774.000,00 

5. 1.7.11.12. AROSBAYA BER BEL UK Rp 432.467.000 Rp 259.480.200,00 Rp 172.986.800,00 

5.J.7.11.13. AROSBAYA CENDAGAH Rp 304.115.000 Rp 182.469.000,00 Rp 121.646.000,00 

5.1.7.11.14. AROSBAYA KARANGPAO Rp 304.394.000 Rp 182.636.400,00 Rp 121.757.600,00 

5.1.7.11.15. AROSBAYA MAKAM AGUNG Rp 304.362.000 Rp 182.617.200,00 Rp 121.744.800,00 

5. 1.7 11.16. AROSBAYA PLAKARAN Rp 304.522.000 Rp 182.713.200,00 Rp 121.808.800,00 

5.J.7.1 J.17. AROSBAYA BUD URAN Rp 502.220.000 Rp 301.332.000,00 Rp 200.888.000,00 

5.J.7.IJ.18. AROSBAYA TAMBEGAN Rp 359.321.000 Rp 215.592.600,00 Rp 143.728.400,00 

5.1.7.12. KECAJIATAN GEOER Rp 6.169.890.000,00 Rp 3. 701.934.000,00 Rp 2.467.956.000,00 

5.J.7 12.01 GEGER TOGUBANG Rp 505.925.000 Rp 303.555.000,00 Rp 202.370.000,00 

5.1.7.12.02. GEGER LERPAK Rp 510.496.000 Rp 306.297 .600,00 Rp 204.198.400,00 

5.1.7.12.03. GEGER GEGER Rp 563.323.000 Rp 337.993.800,00 Rp 225.329.200,00 

5 J.7.12.04. GEGER BATOBELLA Rp 460.044.000 Rp 276.026.400,00 Rp 184.017.600,00 

5.J.7.12.05. GEGER TEGARPRNAH Rp 360.550.000 Rp 216.330.000,00 Rp 144.220.000,00 

5.1.7.12.06. GEGER CAMPOR Rp 530.308.000 Rp 318.184.800,00 Rp 212.123.200,00 

5. 1.7.12.07. GEGER KOMPOL Rp 388.118.000 Rp 232.870.800,00 Rp 155.247.200,00 

5.J.7.12.08. GEGER KAMPAK Rp 642.786.000 Rp 385.671.600,00 Rp 257. 114. 400,00 

5.J.7.12.09. GEGER KOMBANGAN Rp 460.670.000 Rp 276.402.000,00 Rp 184.268.000,00 

5.1.7.12.JO. GEGER DAB UNG Rp 434.588.000 Rp 260.752.800,00 Rp 173.835.200,00 

5.1.7.12.ll. GEOER KATOLBARAT Rp 460.741.000 Rp 276.444.600,00 Rp 184.296.400,00 

5.J.7.12.12. GEOER BAYONENO LAOK Rp 463.817.000 Rp 278.290.200,00 Rp 185.526.800,00 

5.1.7.12.13. GEGER BAYONENG OA.JAH Rp 388.524.000 Rp 233.114. 400,00 Rp 155.409.600,00 

5.1.7.13. KECAJIATAN KLAJIIPIS Rp 8.516.073.000,00 Rp S.109.643.800,00 Rp 3.406.429.300,00 

5.J.7.13.0J. KLAMPIS TOLBUK Rp 320.762.000 Rp 192.457.200,00 Rp 128.304.800,00 

5.1.7.13.02. KLAMPIS RA'AS Rp 359.886.000 Rp 215.931.600,00 Rp 143.954.400,00 

5.J.7.13.03. KLAMPIS MOARAH Rp 420.223.000 Rp 252.133.800,00 Rp 168.089.200,00 

5. 1.7.13.04. KLAMPIS POW NGAN Rp 387.349.000 Rp 232.409.400,00 Rp 154.939.600,00 

5.J.7.13.05. KLAMPIS KARANG ASEM Rp 332.143.000 Rp 199. 285.800,00 Rp 132.857.200,00 

5.1.7.13.06. KLAMPIS BANTEYAN Rp 421.301.000 Rp 252. 780.600,00 Rp 168.520.400,00 

5.J.7.13.07. KLAMPIS BRAG ANG Rp 422.639.000 Rp 253.583.400,00 Rp 169.055.600,00 

5.1.7.13.08. KLAMPIS LERO UN ONG Rp 392.890.000 Rp 235.734.000,00 Rp 157.156.000,00 

5.1.7.13.09. KLAMPIS PANYAKSAGAN Rp 394.034.000 Rp 236.420.400,00 Rp 157 .613.600,00 

5.J.7.13.10. KLAMPIS LARANGAN GLJNTONG Rp 404.858.000 Rp 242.914.800,00 Rp 161.943.200,00 

5.J.7.13.1 I. KLAMPIS MANON GOAL Rp 420.119.000 Rp 252.071.400,00 Rp 168.047.600,00 

5.1.7.13.12. KLAMPIS LARANGAN SORJAN Rp 348.629.000 Rp 209.177. 400,00 Rp 139.451.600,00 

5.1.7.13.13. KLAMPIS TENGGUN OA.JAH Rp 448.040.000 Rp 268.824.000,00 Rp 179.216.000,00 

5.J.7.13.14. KLAMPIS BULUNG Rp 377.462.000 Rp 226.477.200,00 Rp 150.984.800,00 

5.1.7.13.15. KLAMPIS TROGAN Rp 348.533.000 Rp 209. 119.800,00 Rp 139.413.200,00 

5.1.7.13.16. KLAMP!S KO'OL Rp 403.308.000 Rp 24 l.984.800,00 Rp 161.323.200,00 

5.J.7.13.17. KLAMPIS TOBADOUNG Rp 431.009.000 Rp 258.605.400,00 Rp 172.403.600,00 

5.J.7.13.18. KLAMPIS MRANDUNG Rp 348.681.000 Rp 209.208.600,00 Rp 139.472.400,00 

5.1.7.13.19. KLAMPLS BULUKAOUNO Rp 393.455.000 Rp 236.073.000,00 Rp 157.382.000,00 

5.1.7.13.20. KLAMPIS BATOR Rp 388.904.000 Rp 233.342.400,00 Rp 155.561.600,00 

5.1.7.13.21. KLAMPIS KLAMPIS BAAAT Rp 403.531.000 Rp 242.118.600,00 Rp 161.-112.400,00 

5.J.7.13.22. KLAMPIS KLAMP!S TIMUR Rp 348.317.000 Rp 208.990.200,00 Rp 139.326.800,00 
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KODB WILA.YAB AI.OKASI DARA DB8A (ADDI 

KODB JDDCAIIATAlf DB8A PAOU PBR·DB8A PBlffALURAJI TABAP I PBJIYALORA1' TABAP D 

5.1.7.14. KECAJIATAN SEPULU Rp 5.302.413.000,00 Rp 3.181.447.800,00 Rp 2.120.965.200,00 

5.1 7.14.01. SEPULU KLAPAYAN Rp 389.502.000 Rp 233.701.200,00 Rp 155.800.800,00 

5.1.7.14.02. SEPULU BANGSEREH Rp 388. 945.000 Rp 233.367.000,00 Rp 155.578.000,00 

5.1 7.14.03. SEPULU KE LB UNG Rp 463.574.000 Rp 278.144 .400,00 Rp 185.429.600,00 

5.1.7.14.04. SEPULU SAPLASAH Rp 306.062.000 Rp 183.637.200,00 Rp 122.424 .800,00 

5. 1.7.14.05. SEPULU GUNELAP RJJ 365.342.000 Rp 219.205.200,00 Rp 146.136.800,00 

5.J.7.14.06. SEPULU TANAGURA TIMUR Rp 305.422.000 Rp 183.253.200,00 Rp 122.168.800,00 

5.1.7.14.07. SEPULU TANAGURA BARAT Rp 305.620.000 Rp 183.372.000,00 Rp 122.248.000,00 

5.J.7.14.08. SEPULU BANYlOR Rp 388.008.000 Rp 232.804.800,00 Rp 155.203.200,00 

5.1.7.14.09. SEPULU KlABETAN Rp 334.547.000 Rp 200.728.200,00 Rp 133.818.800,00 

5.1.7.14.10. SEPULU GANGSEYAN Rp 362.048.000 Rp 217.228.800,00 Rp 144.819.200,00 

5.J.7.14.ll. SEPULU MANERON Rp 361.674.000 Rp 217.004.400,00 Rp 144.669.600,00 

5.J 714.12. SEPULU SEPULU Rp 360.879.000 Rp 216.527.400,00 Rp 144.351.600,00 

5.17.14.13. SEPULU PRANCAK Rp 360.992.000 Rp 216.595.200,00 Rp 144.396.800,00 

5.J.7.14.14. SEPULU LABUHAN Rp 304.630.000 Rp 182. 778.000,00 Rp I 21.852.000,00 

5.1.7.14.15. SEPULU LEMBUNG PASESER Rp 305.168.000 Rp 183.100.800,00 Rp 122.067 . .200,00 

5.1.7.15. KECAIIATAN TANJUNG BUllll Rp 6.850.287.000,00 Rp 4.110.172.200,00 Rp 2.740.114.800,00 

5.J.7.15.0J. TANJUNG BUMI PLANGGlRAN Rp 515.567.000 Rp 309.340.200,00 Rp 206.226.800,00 

5.1.7.15.02. TANJUNG BUMJ TAGUNGGUH Rp 561. 186.000 Rp 336.711.600,00 Rp 224.474.400,00 

5. J.7.15.03. TANJUNG BUMJ BANOANG DAJAH Rp 515.415.000 Rp 309.249.000,00 Rp 206.166.000,00 

5.J.7.15.04. TANJUNG BUMJ BUNGKENG Rp 486.558.000 Rp 291.934.800,00 Rp 194.623.200,00 

5.1.7.15.05. TANJUNG BUMI LARANGAN TIMUR Rp 517.376.000 Rp 310.425.600,00 Rp 206. 950. 400,00 

5.J.7.15.06. TANJUNG BUMJ TAMBAK POCOK Rp 421.704.000 Rp 253.022.400,00 Rp 168.681.600,00 

5.1.7.15.07. TANJUNG BUMI BUMIANYAR Rp 486.443.000 Rp 291.865.800,00 Rp 194.577 . .200,00 

5.1.7.15.08. TANJUNG BUMI PASESEH Rp 556.545.000 Rp 333.927.000,00 Rp 222.618.000,00 

5.1 7.15.09. TANJUNG BUMI TELAGA BlRU Rp 556.075.000 Rp 333.645.000,00 Rp 222.430.000,00 

5.J.7.15.10. TANJUNG BUMI TANJUNG BUMI Rp 487.433.000 Rp 292.459.800,00 Rp 194.973.200,00 

5.1.7.15.1 I. TANJUNG BUMI MACAJAH Rp 487.952.000 Rp 292.771.200,00 Rp I 95.180.800,00 

5.1.7.15.12. TANJUNG BUMI TLANGOll Rp 423.106.000 Rp 253.863.600,00 Rp 169.242.400,00 

5.1.7.15.13. TANJUNG BUMI BANYUSANGKA Rp 431.465.000 Rp 258.879.000,00 Rp 172.586.000,00 

5.17.15.14. TANJUNG BUMI AENGTABAR Rp 403.462.000 Rp 242.077.200,00 Rp 161.384.800,00 

5.1.7.16. KECAIIATAN KOKOP Rp 5.295.178.000,00 Rp 3.177.106.800,00 Rp 2.118.071.200,00 

5.1 7.16.01. KOKOP LEMBUNO GUNONG Rp 306.442.000 Rp 183.865.200,00 Rp 122.576.800,00 

5. 1.7.16.02. KOKOP AMPARA'AN Rp 416.132.000 Rp 249.679.200,00 Rp 166.452.800,00 

5.J.7.16.03. KOKOP KOKOP Rp 363. 777 .000 Rp 218.266.200,00 Rp 145.510.800,00 

5. l.7.16.04. KOKOP TLOKOH Rp 363.932.000 Rp 218.359.200,00 Rp 145.572.800,00 

5.1.7.16.05. KOKOP DURJAN Rp 540.290.000 Rp 324.174.000,00 Rp 216.116.000,00 

5.l.7.16.06. KOKOP MANO'AN Rp 446.710.000 Rp 268.026.000,00 Rp 178.684.000,00 

5.J.7.16.07. KOKOP MAND UNG Rp 537.364.000 Rp 322.418.400,00 Rp 214.945.600,00 

5.1.7.16.08. KOl<OP BANDANO LAOK Rp 368.770.000 Rp 221.262.000,00 Rp 147.508.000,00 

5.J.7.16.09. KOKOP TRAM OK Rp 391.353.000 Rp 234.811.800,00 Rp 156.541.200,00 

5.1.7.16.10. KOKOP KATOLTIMUR Rp 392.078.000 Rp 235.246.800,00 Rp 156.831.200,00 

5.J.7.16.11 KOKOP BANDASOLEI l Rp 389.272.000 Rp 233.563.200,00 Rp 155.708.800,00 

5.1.7.16.12. KOKOP DUPOK Rp 362.548.000 Rp 217.528.800,00 Rp 145.019.200,00 

5.1.7.16.13. KOKOP BATOKOROGAN Rp 416.510.000 Rp 249.906.000,00 Rp 166.604.000,00 

5.1.7.17. KECAIIATAN TANAB MERAB Rp 9.316.144.000,00 Rp 5.589.686.400,00 Rp 3. 726.457.600,00 

5.1.7.17.0J. TANAH MERAH PACENTAN Rp 460.360.000 Rp 276.216.000,00 Rp 184.144.000,00 

5.1.7.17.02. TANAH MERAH BAlPAJUNG Rp 433.106.000 Rp 259.863.600,00 Rp 173.242.400,00 

5.1.7.17.03. TANAH MERAH TANAH MERAH LAOK Rp 449.065.000 Rp 269.439.000,00 Rp 179.626.000,00 

5.1.7.17.04. TANAH MERAH KRANOOAN BARAT Rp 431.277.000 Rp 258.766.200,00 Rp 172.510.800,00 

5.J.7.17.05. T.I\.NAHMERAH P.I\.NOELEY.I\.N Rp 277.049.000 Rp 166.229.400,00 Rp l 10.819.600,00 

5.J.7.17.06. TANAHMERAH PADURUNGAN Rp 375.856.000 Rp 225.513.600,00 Rp 150.342.400,00 
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5.1.7.17 07. TANA!! MERAII n:rnA11 Rp 403.745.000 Rp 242.247.000,00 Rp I(, 1.498.000,011 

5.1.7.17.08 TANA! I MEl,AI I TANA! I MERAH DA,IAI I Rp 449.650.000 Rp '269.79(1.000,0ll Rp 179.861) 000.00 

5.1.7.17.09. TANA! I MEl,AI I lll!MA,JAH Rp 448.651.000 l,p 269. l')().(,00,00 l~p 17'!.·160.100,00 

:i. I .7.17.10. TANA! I Ml·:1,AI I l'ATEMON Rp 304.427 .000 kp 18'2.(,:,(,.200,00 Rp 121.770.800,00 

:i.1.7.17. 11 TANAI I MLRAII Tl.OMAR Rp 376.278.000 Rp 22:i.76(,.800,00 Rp i so.s i I .20(),00 

.:-).1.7' l 7 12 Tt\Nt\11 Ml·:R,\11 J<:ENDAH,\N Rp <l7c;.69o.ooo l,p 22~,.·11 ·1.000,00 Rp 100.211).000,on 

:;, 1.7. 17.13. TANAII Ml·:J<AI I JANUKt\R Rp 449.704.000 Rp 269.822.400,00 Rp I 7'J.881.b00,0ll 

;,.1.7. 17. 14. TANA!! Ml·:IV\11 t'l·Tl'ONO Rp 447.928.000 Rp 268.7Gt>.800,00 l~p 179. J 71.200,00 

3. 1.7.17. '"· Tt\Nt\11 Ml·:Rt\11 LANllAK Rp 348.618.000 l,p 209.170.800,00 Rp I 39.447.20U,fl0 

:;, 1.7.17. 16. TANAII MJ·:Rt\11 RON(il>LIRIN Rp :176.508.000 Rp 2'25.'104.800,00 Rp 150.60:l.200,<)0 

:;, 1.7.17.17. TANt\11 MERAH Hf\'l'ANGAN Rp 460.500.000 Rp 27(>.:l<J0.000,00 Rp liM.200.000,00 

:,.1.7.17. 18. Tt\NAII MEl<AH llLAMllAH DA.JAii Rp HG.32:.1.000 Rp 28:",. 19:l.'200,00 Rp 190. 128.800,00 

5.1.7. 17.19. TANAII Ml·:l,All DI.AMllAH I.AOJ<: Rp 375.518.000 1'p 225.:l!0.800,00 I<p 1 Zi0.207.200,00 

~. l .7 17.2U. TANAI I MERA! I MW·:CAII Rp 'IIJ:l.371.000 l,p 242.fJ'2'2.6fJU,00 l,p l(,l.'.l4K400,00 

,). I 7. 17.21. Tt\NAI I MERA! l !HlllilAN Rp "~58.555.0(J(J Rp 27:i. I :n.o00,00 l<p 18:l.422.,,ou,nc, 

ci 1.7.17.22. TANAII MEl,AII POTER Rp '130.540.000 Rp 258. :l2'1 .O<H),00 Rp 172.21(,.000,00 

5.1.7.17.2'.l. TANAII MERAI I BASANAH Rp 304.426.000 Rp 182.(,55.600,00 I<p 121. 770 400,00 

5.1.7,18. KECAMATAN KWANYAR Rp 7.255.212.000,00 Rp 4.353.127.200,00 Rp 2.902.084.800,00 

ci 1.7 18.01 KWANYAR TEHUI. Rp 387.660.000 J~p 2'.!2.39(,.000,00 Rp 155.06'1.000,00 

:,.1.7.18.02. KWANYAR l,WANYAR BARAT Rp 513.936.000 Rp :!08.:1(, 1.600,00 Rp 205.57·1.'100,00 

:i. l.7.18.03. KWANYAI< PESANG<Jl<AHAN Rp 514.535.000 l<p :l08. 7 21 .000,00 Rp 205.81·1.flOO,OO 

:,.1.7.18.04. KWANYAR J,ARANG ANYAR Rp '114.495.000 Rp 248.(,<J7.000,00 Rp 165.798.000,00 

:i. I .7.18.05. KWANYA1' I !ATAII LlARAT Rp 'I 4 1.897 .000 l~p 265. 138.200,00 Rp 176.758 800,00 

o. I (.18.0b. KWANYAR HATAII TIMUR Rp 442.9b8.00fJ l<p 2h:,. /81Ul00,0ll l<p 177. 18(.LllO,fJll 

:;, 1.7.18.07. KWANYAR DUWEK BlJl'ER Rp 387.767.000 Rp 2'.l2.660.200,00 Rp 155. IO(i.81)0,00 

:; 1.7.18.08. l(WANYAI, PAN DAN AN Rp 414.4%.000 Rp '248HJ7.000,00 Rp 165.798.000,()0 

;,.l.7.18.09. KW ANYA!, h:ARANG ENTANG Rp 415.383.000 ''" 2'1<J.22'J.800,00 Rp 1(,6.153.200,00 

.",. I 7.18. 10. KW ANY Al< ,JANTEII Rp '186.152.000 Rp 291.(,<Jl.200,00 Rp 191.460.800,0ll 

:;, l 7.18. I l. KWANYAR lll.EMl·:R Rp 485. 762.()()0 l~p 2'! 1.457.200,00 JXp 1 '!4.301.800.00 

5.1.7. 18. 12. KW ANY AR KETJ.:l'ANO Rp 556.966.1)()() Rp :J:M. 179.600,00 Rp 2'2'2.78{,.4flf),0() 

5.1.7.18. i a. KWANYAR M<mOMBIJH Rp 448.074.000 Rp 268.844.400,00 l,p I 79.22<J.600,0<l 

;il.7.18.1-1. KW ANY AR S<>MOR KONENG Rp 44:l.429.1)0() l~p 2(,(,,1);,7 .100,00 Rp 177.371.60(),00 

:;, 1.7.1813 KWANYAI, l'AORAN Rp 415.029.000 Rp 249.017.400,<JO Rp 166.0 I I .h00,00 

:;, 1.7. 18. 16. h:WANYAI, GllNllNO SERENG Rp 486.664.000 Rp 291 .9'!8.400,00 l~p 194.c,r,,,.r,oo.oo 

S.1.7.19. KECAMATAN LABANG Rp S.896.362.000,00 Rp 3.537.817.200,00 Rp 2.358.544.800,00 

:;, 1.7. io.or. !.AllAN(i KESEI, Rp 446.905.000 Rp 268. 143.000,00 Rp I 78.7(il.Ofl0,<lll 

s. 1.7. 19.02. I.Allt\NC; Pt\NOl'ONG Rp 415.315.000 Rp :;w). isc.ooo.oo Hp 166. 12(,.000,00 

.-,.1.7. 19.0'.l. 1,AI lAN<i SllJ<:OLII.O BARAi' Rp 558.002.00() Rp 3:14.801.200,00 Rp 22:l.2011.800.00 

5.1.7.J<J.<H. LAUANG Stll,OLILO TIMUR Rp 5'29.043000 Rp :l 17.42'i.800,00 Rp 211.(,17.200,llfl 

;,.1.7. 19.03. I.Alli\N(i llllNt\,1111 Rp 513.740.000 l<p :l08.'244.000,00 Rp 203.49t,.ll0fl.00 

:;. l .7. l<J.06. LAllAN<; !!RINGEN Rp 431.410.00() Rp 2;,8.Mf>.000,00 J,p 172.5(,·1.000,00 

:i 1.7.19.07. I.AHA Ne; llA'ENGt\S Rp 50!.904.00fJ Rp :JOI. I 42.400,00 l<p 200.761.bllO,OO 

:,.1.7.l<J.08. 1.t\llAN<, MORJ<:El'EK Rp '103.187.001) Rp 241.'Jl2.200,00 Rp IC, l .27•1.800,00 

J. l.7.19.09. LAllAN(; 1.t\l!ANG Rp 4G9.172.000 Rp l?S.503.200,00 Pp 183.(,(,8.800,00 

.,.1.7.19.10. Lt\llAN(i ,IIJKONG Rp 415.5,19.000 Rp '249.:123.400,00 Rp 166.'.21 S.bflll,OO 

:,. l.7.19.11. !.AllAN(i SENDANG LAOK Rp 430.806.000 Hp 258.483.(,00,00 l<p 172.322.400,flf) 

J.1.7. 19.12. l.t\llAN<, SENDANG DA.JAii Rp 403.656.000 Rp 242. I <J:l.600,00 Rp 161.462 100,00 

:i. l.7.19.1:l. LAIJAN(i l'Kl'APAN Rp 387.683.000 Rp 23'2.60').800,00 Rp 155.07:UOO,OO 

5.1.7.20. KECAMATAN TRAGAH Rp 7 .361.263.000,00 Rp 4.416.757.800,00 Rp 2.944.505.200,00 

:i 1.7.20.01 TRAU,11 ALANG ALANG Rp 443.0·to.OOO Rp 2(,5.824 .000,00 Rp 177.21(, ooo.oo 

517.20.02. TRAOAI l hl·;M<lNING 1'!p 4:11.008.<)()() 1'!fJ 2:iH.6<>4.800,00 kp 17 2.40,l 2(){1,1)() 

:; 1.7.20.03. Tl<ACiAII SOKl•T LAOK Rp 487. 194.001) Rp '2'.J2.:l16.400,00 Hp l 94.877 .600,00 
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5.1.7.20.04. TRAGAH BAJEMAN Rp 443.178.000 Rp 265. 906.800,00 Rp 177.271.200,00 

5.1.7.20.05. TRAGAH TAMBIN Rp 415.062.000 Rp 249.037.200,00 Rp 166.024.800,00 

5. J .7.20.06. TRAGAH SOIIBT DAJAH Rp 387.563.000 Rp 232.537.800,00 Rp 155.025.200,00 

5.J.7.20.07. TRAGAJ-1 IIBTELENG Rp 387.213.000 Rp 232.327.800,00 Rp 154.885.200,00 

5.1.7.20.08. TRAGAJ-1 JAAH Rp 414.527.000 Rp 248.716.200,00 Rp 165.810.800,00 

5.J.7.20.09. TRAGAJ-1 BANCANG Rp 386.623.000 Rp 231.973.800,00 Rp 154.649.200,00 

5.1.7.20.10. TRAGAH MAS ARAN Rp 442.629.000 Rp 265.577.400,00 Rp 177.051.600,00 

5.1.7.20.11. TRAGAJ-1 PA CAN GAN Rp 386.683.000 Rp 232.009.800,00 Rp 154.673.200,00 

5.1.7.20.12. TRAGAH POCONG Rp 386.718.000 Rp 232.030.800,00 Rp 154.687.200,00 

5.1.7.20.13. TRAGAH TRAGAH Rp 386.791.000 Rp 232.074.600,00 Rp 154.716.400,00 

5.1.7.20.14. TRAOAH KARANG LEMAN Rp 414.620.000 Rp 248. 772.000,00 Rp 165.848.000,00 

5. J.7.20.15. TRAGAJ-1 DUKOTAMB!N Rp 359.248.000 Rp 215.548.800,00 Rp 143.699.200,00 

5.1.7.20.16. TRAGAH JADDUNG Rp 386.782.000 Rp 232.069.200,00 Rp 154.712.800,00 

5.1.7.20.17. TRAGAH BANYUBESEH Rp 387.461.000 Rp 232.476.600,00 Rp 154.984.400,00 

5.1. 7 .20.18. TRAOAH PAMORAH Rp 414.923.000 Rp 248.953.800,00 Rp 165.969.200,00 

S.1.7.21, KECAXATAN IIIODUNG Rp 7 .448.138.000,00 Rp 4.468.882.800,00 Rp 2.979.255.::IOO,OO 

5.1.7.21.01. MOD UNG PANGPAJUNG Rp 415.978.000 Rp 249.586.800,00 Rp 166.391.200,00 

5.J.7.21.02. MOD UNG PATEREMAN Rp 443.007.000 Rp 265.804.200,00 Rp 177.202.800,00 

5.1.7.21.03. MODUNO KOLLA Rp 388.739.000 Rp 233.243.400,00 Rp 155.495.600,00 

5. l.7.21.04. MODUNG PAENG Rp 387.360.000 Rp 232.416.000,00 Rp 154. 944.000,00 

5.1.7.21.05. MOD UNG NEROH Rp 414.962.000 Rp 248.977.200,00 Rp 165.984.800,00 

5.1.7.21.06. MOD UNG SRABITIMUR Rp 444.783.000 Rp 266.869.800,00 Rp 177.913.200,00 

5.1.7.21.07. MODUNG SRABI BARAT Rp 514.556.000 Rp 308.733.600,00 Rp 205.822.400,00 

5.1.7.21.08. MOD UNO PATENfENG Rp 517.661.000 Rp 310.596.600,00 Rp 207.064.400,00 

5.J.7.21.09. MOD UNG LANGPANGGANG Rp 442.343.000 Rp 265.405.800,00 Rp 176.937.200,00 

5.1.7.21.10. MODUNG SUWA'AN Rp 442.835.000 Rp 265.701.000,00 Rp 177.134.000,00 

5.1.7.21.11. MODUNG MO DUNG Rp 442.358.000 Rp 265.414.800,00 Rp 176.943.200,00 

5.1.7 .2 J.12. MODUNG BRAKAS DAJAH Rp 414.869.000 Rp 248.921.400,00 Rp 165.947.600,00 

5.1.7.21.13. MOD UNG KARANG ANYAR Rp 416.032.000 Rp 249.619.200,00 Rp 166.412.800,00 

5.1.7.21.14. MOD UNG MANGGA'AN Rp 487.740.000 Rp 292.644.000,00 Rp 195.096.000,00 

5.1.7.21.15. MOD UNG GLISGJS Rp 387.445.000 Rp 232.467.000,00 Rp 154.978.000,00 

5.1.7.21.16. MOD UNO PAK ONO Rp 442.986.000 Rp 265.791.600,00 Rp 177.194.400,00 

5.1.7.21.17. MOD UNG ALAS KOl{ON Rp 444.484.000 Rp 266.690.400,00 Rp 177.793.600,00 

S.1.7.22. KECAJIIATAN BLEOA Rp 8.491.120. 700,00 Rp S.094.672.420,00 Rp 3.396.448.280,00 

5.1.7.22.01. BLEOA OIOlR Rp 503.467.000 Rp 302.080.200,00 Rp 201.386.800,00 

5.1.7.22.02. BLEGA KO'OLAN Rp 414.565.000 Rp 248. 739.000,00 Rp 165.826.000,00 

5.1.7.22.03. BLEOA PANGERAN GADUNOAN Rp 486.348.000 Rp 291.808.800,00 Rp 194.539.200,00 

5.1. 7 .22.04. BLEOA PANJAL!NAN Rp 387.452.000 Rp 232.471.200,00 Rp 154.980.800,00 

5.1.7.22.05. BLEOA RO SEP Rp 487.458.000 Rp 292.474.800,00 Rp 194.983.200,00 

5.J.7.22.06. BLEOA KAMPAO Rp 360.110.000 Rp 216.066.000,00 Rp 144.044.000,00 

5.1 .7.22.07. BLEGA LOMBANG LAOK Rp 348.652.000 Rp 209.191.200,00 Rp 139.460.800,00 

5.1.7.22.08. BLEGA LOMBANG DAJAH Rp 697.578.700 Rp 418.547.220,00 Rp 279.031.480,00 

5.1.7.22.09. BLEGA KARPOTE Rp 416.490.000 Rp 249.894.000,00 Rp 166.596.000,00 

5. J.7.22. JO. BLEGA BLEGAOLOH Rp 430.733.000 Rp 258.439.800,00 Rp 172. 293.200,00 

5.1.7.22.11. BLEGA KARANG GAYAM Rp 459.731.000 Rp 275.838.600,00 Rp 183.892.400,00 

5.1.7.22.12. BLEOA LOMAER Rp 415.833.000 Rp 249.499.800,00 Rp 166.333.200,00 

5.1 .7.22.13. BLEGA BATES Rp 433.857.000 Rp 260.314.200,00 Rp 173.542.800,00 

5.1.7.22.1'1. BLEGA KARANG PANASAN Rp 359.663.000 Rp 215.797.800,00 Rp 143.865.200,00 

5.1.7.22.15. BLEGA RARANG NANGKAH Rp 460.477.000 Rp 276.286.200,00 Rp 184.190.800,00 

5.1.7.22.16. BLEGA BLEGA Rp 476.721.000 Rp 286.032.600,00 Rp 190.688.400,00 

5.1.7.22.17. BLEOA NYORMANES Rp 445.067.000 Rp 267.040.200,00 Rp 178.026.800,00 

5.1. 7 .22.18. BLEGA ALAS RAJAH Rp 490.337.000 Rp 294.202.200,00 Rp 196.134.800,00 
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5.1.7.22.19. BLEGA KAJJAN Rp 416.581.000 Rp 249. 948.600,00 Rp 166.632.400,00 

5.1.7 .. 23. KECAMATAN GA.LIS Rp 8.110.953.000,00 Rp 4.866.571.800,00 Rp 3.244.381.200,00 

5.1.7.23.01. GAUS PEKADAN Rp 432.080.000 Rp 259.248.000,00 Rp 172.832.000,00 

5.1.7.23.02. GALIS KAJUANAK Rp 361.783.000 Rp 217.069.800,00 Rp 144.713.200,00 

5.1.7.23.03. GALIS PATERONGAN Rp 389.041.000 Rp 233.424 .600,00 Rp 155.616.400,00 

5.1. 7 .23.04. OALJS GAUS Rp 361.322.000 Rp 216.793.200,00 Rp 144.528.800,00 

5.1.7.23.05. GALIS PAKA'AN LAOK Rp 389.056.000 Rp 233.433.600,00 Rp 155.622.400,00 

5.1.7.23.06. GAUS lffiANGGAN TIMUR Rp 360.213.000 Rp 216.127.800,00 Rp 144.085.200,00 

5.1.7.23.07. GAUS SEPARAH Rp 333.999.000 Rp 200.399.400,00 Rp 133.599.600,00 

5.1.7.23.08. GAUS PAKA'AN DAJAH Rp 387.719.000 Rp 232 .631. 400,00 Rp 155.087.600,00 

5.1.7.23.09. GAUS LONGICEK Rp 335.406.000 Rp 201.243.600,00 Rp 134.162.400,00 

5.1.7.23.10. GAL!S BANYUBUNIH Rp 562.789.000 Rp 337.673.400,00 Rp 225.115.600,00 

5.].7.23.11. GALJS DALEMAN Rp 389.943.000 Rp 233.965.800,00 Rp 155.977.200,00 

5.1.7.23.12. OALIS TELLOK Rp 391.115.000 Rp 234.669.000,00 Rp 156.446.000,00 

5.1.7.23.13. GALJS BLATERAN Rp 332.872.000 Rp [99.723.200,00 Rp [33.148.800,00 

5.1.7.23.14. GALIS KELBUNG Rp 365.436.000 Rp 219.261.600,00 Rp 146.174.400,00 

5.1.7.23.15. GAUS TLAGAH Rp 364.410.000 Rp 218.646.000,00 Rp J 45.764.000,00 

5.1.7.23.16. GAUS LANTER TIMOR Rp 389.797.000 Rp 233.878.200,00 Rp 155.918.800,00 

5.).7.23.17. OALIS LANTER BARAT Rp 432.881.000 Rp 259.728.600,00 Rp 173.152.400,00 

5.) .7.23.18. GAUS BANJAR Rp 504.621.000 Rp 302.772.600,00 Rp 201.848.400,00 

5.1.7.23.19. GAUS BANOPENDAH Rp 332.578.000 Rp 199.546.800,00 Rp 133.031.200,00 

5.1.7.23.20. OAL!S SADA!-! Rp 388.547.000 Rp 233.128.200,00 Rp 155.418.800,00 

5.1.7.23.21. GALIS SORPA Rp 305.345.000 Rp 183.207.000,00 Rp 122.138.000,00 

5.1.7.24. KEC.AJIATAN KONANG Rp 5.592.636.000,00 Rp 3.355.581.600,00 Rp 2.237.054.400,00 

5.1.7.24.01. KONANO GALIS DAJAH Rp 390.241.000 Rp 234.144.600,00 Rp 156.096.400,00 

5.1.7.24.02. l{ONANG DUR!N BARAT Rp 393.150.000 Rp 235.890.000,00 Rp 157.260.000,00 

5.1.7.24.03. KON ANG KANEGARAH Rp 387.324.000 Rp 232. 394. 400,00 Rp 154.929.600,00 

5.1.7.24.04. KONANG BATOKABAN Rp 422.469.000 Rp 253.481.400,00 Rp 168.987.600,00 

5.1. 7.24.05. KON ANG DURIN TIMUR Rp 448. 110.000 Rp 268.866.000,00 Rp 179.244.000,00 

5.1.7.24.06. KO NANG PAKES Rp 416.647.000 Rp 249.988.200,00 Rp 166.658.800,00 

5.1.7.24.07. KON ANG BANDUNG Rp 417.255.000 Rp 250.353.000,00 Rp 166.902.000,00 

5.J.7.24.08. KONANO KON ANO Rp 489.136.000 Rp 293.481.600,00 Rp 195.654.400,00 

5.1.7.24.09. J{ONANG SEN ASEN Rp 487.902.000 Rp 292.741.200,00 Rp 195.160.800,00 

5.J .7.24.JO. KO NANG CAMPOR Rp 415.638.000 Rp 249.382.800,00 Rp 166.255.200,00 

5.1.7.24.11. KONANG SAMBNAN Rp 443.676.000 Rp 266.205.600,00 Rp 177.470.400,00 

5.1.7.24.)2. KO NANG CANOKAREMAN Rp 389.273.000 Rp 233.563.800,00 Rp 155. 709.200,00 

5.1.7.24.13. KO NANG GENT ENG Rp 491.815.000 Rp 295.089.000,00 Rp 196. 726.000,00 
JUllfi.AH TOTAL ALOKASI DANA Rp 115.649.884. 700,00 46.259.953.880,00 DESAIADDI Rp 69.389.930.820,00 Rp 

\)~jjl)PATIBANGKALAN 
~ ~ 

~~ __.,.­­­ I n 'i':"'.i':4"\E II 
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­ Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tahun 

i anggaran 2025, beserta lampirannya i -~~~~~~~~~~~~~~-"-~~-~~~~--' 

7 

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) tahun anggaran 2024; 

6 

Peraturan Desa ten tang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 
anggaran 2024, lengkap beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

5 

1 Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari 
Kepala Desa atau sebutan lain; t-----~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-~~-+-~~~-- 

2 Salinan dokurnen RPJMDes dan/ a tau 
perubahannya [jika dilakukan perubahan), bagi 
dokumen RPJMDes yang masih berlaku sesuai 
ketentuan perundang­ undangan; 

>-·~-4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--+-~~-.-~~~----' 
3 Salinan dokumen RKPDes Tahun 2025 dan/atau 

perubahannya [jika dilakukan perubahan); 
4 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(LPPD) akhir tahun anggaran 2024; 

ADA TDK ADA I 
f--~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~-+-~~~~i 

NO KELENGKAPAN BERKAS 

~ 
DESA 

f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~-~-- 
KECAMATAN 

I 
l 
I 

I 
I 

1 

sebagaimana tersebut dibawah ini: 

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Kecamatan 
.......... , Tanggal .... (tgl,bl,thn) Nomor: 400.10.2.4/ ..... /433.XXX.XXX/ .... 
Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) ( %) 
sebesar Rp (huruf/terbilang) Tahun , dengan persyaratan 

BANGKALAN 

Kepada 
Yth. Bapak Pj/Bupati Bangkalan 

di 

400.10.2.4/ .... /433. (kode kec)/xxxx 
Pen ting 
1 (satu) berkas 
Permohonan Penyaluran ADD Tahap 
I (satu) Tahun Anggaran . 

(Kecamatan), tgl, bln, thn 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Jalan Telpon . 
KECAMATAN . 

FORMAT la PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN • . 

. 

FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD 

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR TAHUN 2025 
TENT ANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN 
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 
(ADD) TAHUN ANGGARAN 2025 
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17 Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 

16 Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan 
Desa {PPKD) dan perubahannya (jika ada I 

perubahan) tahun anggaran 2025; 

15 Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan Perangkat Desa dan Keputusan 
Kepala Desa tentang Susunan Perangkat Desa 

'yang masih berlaku serta perubahannya [jika 
dilakukan perubahan); 

14 Salinan halaman pertama buku RKDes dari 
Bank yang ditunjuk, paling sedikit berisi 
inforrriaai tentang nama pernilik serta nornor I 

13 Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Rekening Kas Desa tahun anggaran 2025; 

12 Surat Pernyataan kesediaan dilakukan 
mekanisme pemotongan (intersep) iuran 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa 1 

Lainnya, pada bagian penenmaan desa yang 
bersumber dari ADD hak masing­rnasing desa 
tahun anggaran 2025, bermaterai cukup sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap I (satu) 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

11 

Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan 
ketentuan yang berlaku, sesuai dengan nilai 
besaran Dana yang diterima pada tahap I (satu); 

10 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak 
terhadap penggunaan dan penyusunan Dana 
tahap I (satu), bermaterai cukup sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

.•.. ····---~-·- ·-- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­·­­ ·--------···-·····- 

­ Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa tahun anggaran 2025, beserta 
larnpirannya keluaran Aplikasi Siskeudes 
(bagi desa yang melakukan peru bah an 
APBDes); (*) 

8 ­ Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran 
, Pendapatan dan Belanja Desa tahun I 

anggaran 2025, beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang 
melakukan perubahan APBDes); dan (*) 

RKDes; 

9 

­ Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran I I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ] 
Tahun anggaran 2025, beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

keluaran Aplikasi Siskeudes; dan 
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­ Foto atau tangkapan layar (screenshoot) 
publikasi Perubahan Anggaran Pendapatan , 
dan Belanja Desa tahun anggaran 2025 (jika 
dilakukan perubahan) kepada masyarakat, 
melalui media informasi baik media cetak 

iklan televisi, media sosial, website, portal I 

berita, blog, dan media elektronik lainnya); 
dan/atau 

anggaran 2025; 

18 Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan 
I I I 

19 Salinan NPWP Pemerintah desa; 

20 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran 
Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2025, terdiri 
atas: 

I 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 

c. Rencana Anggaran Biaya. 

21 Dokurnen Pelaksariaan Perubahan Anggaran 
I I 

(DPPA) keluaran Aplikasi Siskeudes tahun 
anggaran 2025 (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes), terdiri atas: (*) 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Peru bahan Desa: I 

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan ­­­~ c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

22 Surat pernyataan pelunasan penyetoran pajak 
penggunaan ADD tahap II (dua) tahun anggaran I I 

2024 bermaterai cukup ses'uai dengan 
ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti 
penyetorannya (jika ada pembelian/belanja yang 
dikenakan pajak): (*) 

­­ 
23 ­ Foto a tau tangkapan layar ( screens hoot) 

publikasi realisasi pelaksanaan / penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
tahun anggaran 2024 dan/atau 
perubahannya kepada masyarakat , rnelalui , I 

media informasi baik media cetak (seperti: 
baliho / spanduk/ banner, dan media cetak 
lainnya), maupun media elektronik (seperti: 
iklan televisi, media sosial, website, portal 
berita, blog, dan media elektronik lainnya); I 

I dan/atau I 

- Foto a tau tangkapan layar (screens hoot) 
publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

! Desa tahun anggaran 2025 kepada I I I 

masyarakat, melalui media informasi baik 
media cetak (seperti: 
baliho / spanduk/banner, dan media cetak 
lainnya), maupun media elektronik (seperti: 
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Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 
2. Kepala BPKAD Kab. Bangkalan 
3. Inspektur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran) 

NIP . 

NAMA LENGKAP CAMAT 
PANGKAT/GOLONGAN 

CAMAT (NAMA KECAMATAN) 

Demikian untuk menjadi periksa. 

bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap I (satu) Tahun . . . . . . . . . . . . . . . Desa . 
Kecamatan dengan Nama Kaur Keuangan pada 
N omor rekening . 

b. Foto awal dengan titik koordinat dan 
sudut pengambilan gambar yang sama 
untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang akan didanai 
oleh ADD tahap I (satu) tahun anggaran 
2025 (bagi desa yang menganggarkan 
kegiatan fisik infrastruktur); dan 

f---~+--~--~~~~~~~--~~~~~~~--~~--+~--~---1---~~-~ 
c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi 

untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pem ban gun an desa yang telah didanai 
oleh ADD tahap II (dua) tahun anggaran 
2024, merupakan hasil pengambuan 
gambar di satu titik lokasi yang sama, 
bermaterai cukup sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (bagi desa yang 
telah menyelesaikan kegiatan fisik 

I 

infrastruktur dari ADD tahap II (dua) 
tahun anggaran 2024). 

kegiatan fisik infrastruktur); 

24 Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan 
desa, yang terdiri dari:(*) 

1 

a. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan 
sudut pengambilan gambar yang sama 
untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang telah didanai 
oleh ADD tahap II (dua) tahun anggaran I 

2024 (bagi desa yang menganggarkan 

(seperti: baliho/spanduk/banner, dan media 
cetak lainnya), maupun media elektronik 
(seperti: iklan televisi, media sosial, website, ' 
portal berita, blog, dan media elektronik 
lainnya); 
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CATA'l'AN_;_ 
•!• Tanda bintang ("'} artinya redaksi pada poin Nomor 8, 21, 24 di Hal 52, 53 & 54, 

diperuntukkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan 
kegiatan fisik infrastruktur dari ADD. 

•!• Apabila pain nomor 8, 21, 24 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor 8, 21, 25 
dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•!• Apabila pada poin notnor 22 tidak «a« pembelian/belanja yang dikenakan pajak, maka 
redaksi pada poin nomor 22 dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 51 s/d 54 masing-masing dibuat 4 (empat} rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Kecamatan Setempat 
2. DPMD Kab. Bangkalan 
3. BPKAD Kab. Bangkalan 
4. Inspektorat Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 51 s/d 54 masing- 
masing dibuat 1 (satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing- 
masing Kecamatan. 
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I I 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak 

I 
terhadap penggunaan dan penyusunan Dana 

/ tahap II (dua) bermaterai cukup sesuai dengan 

6 
I 
i 

lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes 
(bagi desa yang melakukan perubahan 
APBDes);(*) 

DESA 

KECAMATAN 

JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) 100% 
I : 

NO KELENGKAPAN BERKAS ADA TDK ADA 

1 Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari 
Kepala Desa atau sebutan lain; 

­­­­ 
2 Salinan dokumen perubahan RKPDesa Tahun 

I I 
2025 (jika dilakukan perubahan); 

3 Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahap I 
(satu) tahun anggaran 2025 keluaran Aplikasi 
Siskeudes; 

4 Peraturan Desa ten tang La po ran I 

Pertanggungj awaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Semester Pertama tahun anggaran 2025, 

i beserta lampirannya keluaran Aplikasi 
Siskeudes; I I 

5 -· Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tahun 

I anggaran 2024, beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa yaJ1g ! 

I I 

melakukan perubahan APBDes); dan (*) 
­ Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta 

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa . . . . . . Kecamatan 
.......... , Tanggal (tgl,bln,thn) Nomor: 400.10.2.4/ . 
/ 433.:XXX.:XXX/ Ten tang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
II (dua) ( %) sebesar Rp (huruf/terbilang) Tahun , 
dengan persyaratan sebagaimana tersebut dibawah ini: 

BANG KALAN 

Kepada 
Yth. Bapak Pj/Bupati Bangkalan 

di 

400.10.2.4/ ..... /433.(kode kec)/ ... 
Pen ting 
1 (satu) berkas 
Permohonan Penyaluran ADD 
Tahap II (dua) Tahun Anggaran 

(Kecamatan), tgl, bln,thn 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

FORMAT lb PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

Jalan Telpon . 
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! I ::::: ~~l::;::::a~~a~~~l::~~TI:~~:,~~~! J . -- I l baik media cetak (seperti: I 
baliho/spanduk/banner, dll), maupun media j' _l elektronik (seperti: iklan televisi, media s __ o_s_ial_, ~­­ _ 

17 Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak 
penggunaan ADD sampai dengan tahap I (satu) 
tahun anggaran 2025 bermaterai cukup sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan 
bukti penyetorannya (jika ada 
pembelian Zbelanja yang dikenakan pajak]; 

L-----l. .. . . - • 

18 1 Foto atau tangkapan layar (screenshoot) 
pu blikasi realisasi pelaksanaan / penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai 

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan J 
r---------- 

c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

Peru bah an Desa; 
Anggaran dan a. Rencana Kegiatan 

16 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
I (DPPA) keluaran Aplikasi Siskeudes tahun 

anggaran 2025 (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes), terdiri atas: (*) 

15 Salinan NPWP Pemerintah desa; 

14 Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan 
perubahan); 

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 

, anggaran 2025 dan perubahannya [jika ada 

1 13 

12 

I 

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan 
Desa (PPKD) tahun anggaran 2025 dan 
perubahannya (jika ada perubahan); 

11 Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan Perangkat Desa dan Keputusan 

, Kepala Desa tentang Susunan Perangkat Desa 
yang masih berlaku serta perubahannya (jika 
dilakukan perubahan); 

RKDes; 

i 
10 Salinan halaman pertama buku RKDes dari 

Bank yang ditunjuk, paling sedikit berisi 
informasi tentang nama pemilik serta nomor 

9 Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Rekening Kas Desa tahun anggaran 2025; 

: 

8 Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap II (dua) 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan 

, , yang berlaku, 1 

7 Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan 
ketentuan yang berlaku, sesuai dengan nilai 
besaran Dana yang diterima pada tahap II (dua); 

keten tuan yang berlaku; 

­57­ 



bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap II (dua) Tahun Desa . 
Kecamatan dengan Nama Kaur Keuangan pada 
Nomor rekening . 

I 

; 
___ J 

d. Foto keberlanjutan dengan titik koordinat 
dan sudut pengambilan gambar yang sama 
untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa hasil dari 
pelaksanaan/penggunaan ADD tahap I (satu) 
tahun anggaran 2024> yang akan dilanjutkan 
menggunakan ADD Tahap II (dua) tahun 
anggaran 2024 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur). 

c. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan 
desa yang akan didanai oleh ADD Tahap II 
(dua) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur): 
dan/atau 

b. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan 
sudut pengambilan gambar yang sama untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pem bangunan 
Desa yang telah didanai oleh ADD Tahap I 
(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); 
serta 

a. Foto perkembangan dengan titik koordinat 
dan sudut pengambilan gambar yang sama 
un tuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan Desa yang telah didanai oleh 
ADD Tahap I (satu) tahun anggaran 2025 
(bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur); dan / a tau 

e. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan 
desa yang telah didanai oleh ADD tahap I 
(satu) tahun anggaran 2024, merupakan 
hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi 

, yang sama, bermaterai cukup sesuai dengan 

I 
keten tuan yang berlaku (bagi desa yang telah 

, menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur 

l! dari ADD tahap I (satu) tahun anggaran 

­­­­­~­­20_2_4_). ..L__ 

pembangunan desa, yang terdiri dari:(*) 
19 Foto infrastruktur fisik kegiatan 

website, portal berita, blog dll); 
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CATATAN: 
•:• Tanda bintang (*} artinya redaksi pada poin Nomor 4, 15, 18 di Hal 46, 47, & 48, 

dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan 
kegiatan fisik tnj'rastruktur dari ADD. 

•:• Apabila poin nomor 4, 15, 18 tidak dilakukan atau telah dilakukan pada Tahap I, 
maka redaksi pada poin nomor 4, 15, 18 dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•!• Apabila pada poin nomor 16 tidak ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak, maka 
redaksi pada poin nomor 16 harus dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 46 s/d Hal 49 masing-masing dibuat 4 (empat} rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Kecamatan Setempat 
2. DPMD Kab. Bangkalan 
3. BPKAD Kab. Bangkalan 
4. Inspektorat Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 46 s/d Hal 49 
mrusing·mrusing dibuat 1 (satu} rangkap, untuk durimpan dan menJadi berkrus arsip di 
masing-masing Kecamatan. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 
2. Kepala BPKAD Kah. Bangkalan 
3. Inspektur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran) 

NAMA LENGKAP CAMAT 
PANGKAT/GOLONGAN 

NIP •••••••••...•••••..•...• 

CAMAT •••••• (NAMA KECAMATAN) 

Demikian untuk menjadi periksa. 
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Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan 
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Tahun ...... 
Desa Kecamatan sebesar Rp (huruf/terbilang) 
Rekening Desa pada Bank Jatim Nomor . 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas 
kelengkapan permohonan sebagai berikut: 
1. Salinan dokumen RPJMDes dan/atau perubahannya (jika dilakukan 

perubahan), bagi dokumen RPJMDes yang masih berlaku sesuai 
ketentuan perundang­ undangan; 

2. Salinan dokumen RKPDes tahun 2025 dan/ a tau perubahannya (jika 
dilakukan perubahan); 

3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun 
anggaran 2024; 

4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 
2024, lengkap beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; 

5. Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 
anggaran 2024; 

6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2025, beserta 
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; 

7. Peraturan Desa ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 
2025 beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa 
yang melakukan perubahan APBDes); (*) 

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan 
penyusunan Dana tahap I (satu), bermaterai cukup sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

9. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan yang berlaku, 
sesuai dengan nilai besaran Dana yang diterima pada tahap I (satu); 

10. Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap I (satu) bermaterai cukup 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

11. Surat Pernyataan kesediaan dilakukan mekanisme pemotongan 
(intersep) iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya, pada bagian 
penerimaan desa yang bersumber dari ADD hak masing­masing desa 

BANG KALAN 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

Melalui Bapak Camat . 
di 

400.10.2.4/ .... /x:xx.xxx.(kd desa)/ ... 
Pen ting 
1 (satu) berkas 
Penyaluran Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap I (satu) Tahun . 

(nama desa), tgl, bln, thn 

FORMAT2a PEMERINTAH K.ABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

DESA . 
Jalan Telp . 
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Sifat 
Lampiran 
Perihal 



tahun anggaran 2025, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

12. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun 
anggaran 2025; 

13. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, 
paling sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor 
RKDes; 

14. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat 
Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Perangkat Desa 
yang masih berlaku serta perubahannya (jika dilakukan perubahan); 

15. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD} tah un anggaran 2025; 

16. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2025; 

17. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
18. Salinan NPWP Pemerintah desa; 
19. Dokumcn Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi Siskcudes 

tahun anggaran 2025, terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya. 

20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran 
Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2025 (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes), terdiri atas: (*) 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

21. Surat pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan ADD 
tahap II (dua) tahun anggaran 2024 bermaterai cukup sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti penyetorannya (jika 
ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak); (*) 

22. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi realisasi 
pelaksanaan/ penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
tahun anggaran 2024 dan/ atau perubahannya (jika dilakukan 
perubahan), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 
anggaran 2025 dan/ atau perubahannya (jika dilakukan perubahan) 
kepada masyarakat, melalui media informasi baik media cetak 
(seperti: baliho/spanduk/banner, dan media cetak lainnya), maupun 
media elektronik (seperti: iklan televisi, media sosial, website, portal 
berita, blog, dan media elektronik lainnya]: 

23. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, yang terdiri 
dari: (*) 
a. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut pengambilan 

gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD tahap II 
(dua) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan 
kegiatan fisik infrastruktur); 

b. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan 
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang akan didanai oleh ADD tahap l 
(satu) tahun anggaran 2025 (bagi desa yang menganggarkan 
kegiatan fisik infrastruktur); dan 
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CATATAN: 
•:• Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 7, 20, 23 di Hal 60 & 61, 

dicantumkan bagi desa yang tru?lakukan perubahan APBDes & menganggarkan 
kegiatan fisik infrastruktur dari ADD. 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 60 s/d Hal 62 masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkatan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 60 s/d Hal 62 
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di 
masing-masing Pemerintah Desa. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA •••••••..•• 

Demikian untuk menjadi periksa. 

c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh 
ADD tahap II (dua) tahun anggaran 2024, merupakan hasil 
pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sama, 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik 
infrastruktur dari ADD tahap II (dua) tahun anggaran 2024). 
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Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan 
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun Desa 
.................... Kecamatan sebesar Rp. . . 
(huruf/terbilang) Rekening Desa pada Bank Jatim Nomor . 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas 
kelengkapan permohonan sebagai berikut: 
l. Salinan dokumen perubahan RKPDesa Tahun 2025 (jika dilakukan 

perubahan); 
'.2. Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahap ! (satu) tahun anggaran 

2024 keluaran Aplikasi Siskeudes; 
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 
Pertama tahun anggaran 2025, beserta lampirannya keluaran 
Aplikasi Siskcudes; 

4. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 
2025, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa 
yang melakukan perubahan APBDes); (*) 

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan 
penyusunan Dana tahap II (dua) bermaterai cukup sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

6. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan yang berlaku, 
sesuai dengan nilai besaran Dana yang diterima pada tahap II (dua); 

7. Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap II (dua) bermaterai cukup 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

8. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun 
anggaran 2025; 

9. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, 
paling sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor 
RKDes; 

10. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat 
Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Perangkat Desa 
yang masih berlaku serta perubahannya (jika dilakukan perubahan); 

11. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2025 dan 
perubahannya (jika ada perubahan); 

BANG KALAN 
di 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

Melalui Bapak Camat. . 

400.10.2.4/ .... /x.xx.x.xx.(kd desa)/ ... 
Pen ting 
1 (satu) berkas 
Penyaluran Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap II (dua) Tahun . 

(nama desa), tgl...bln .... thn .... 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

FORMAT2b PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

DESA . 
Jalan Telp . 
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anggaran 2025, yang akan dilanjutkan menggunakan ADD 
Tahap II (dua) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur). 

e. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh 
ADD tahap I (satu) tahun anggaran 2025, merupakan hasil 
pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sama, 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik 
infrastruktur dari ADD tahap I (satu) tahun anggaran 2024). 

dari 
tahun 

fisik kegiatan 
hasil 
(satu) 

pengambilan gambar yang sama untuk 
infrastruktur pembangunan desa 
pelaksanaan/penggunaan ADD tahap I 

infrastruktur pem bangunan Desa yang telah didarrai oleh 
ADD Tahap I (satu) tahun anggaran 2025 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); dan/ atau 

b. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan Desa yang telah didanai oleh 
ADD Tahap I (satu) tahun anggaran 2025 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); serta 

c. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan 
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang akan didanai oleh ADD Tahap 11 
(dua) tahun anggaran 2025 (bagi desa yang menganggarkan 
kegiatan fisik infrastruktur); dan / a tau 

d. Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan sudut 

sudut 
fisik 

a. Foto perkembangan dengan titik koordinat dan 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 

12. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2025 dan perubahannya (jika ada 
perubahan); 

13. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
14. Salinan NPWP Pemerintah desa; 
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran Aplikasi 

Siskeudes tahun anggaran 2025 (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes), terdiri atas: (*) 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

16. Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan ADD 
sampai dengan tahap I (satu) tahun anggaran 2025 bermaterai cukup 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti 
penyetorannya (jika ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak); 

17. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi realisasi 
pclaksanaan/pcnggunaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dcsa 
sampai dengan semester I (satu) tahun anggaran 2025 kepada 
masyarakat, melalui media informasi baik media cetak (seperti: 
baliho/spanduk/banner, dll), maupun media elektronik (seperti: iklan 
televisi, media sosial, website, portal berita, blog dll); 

18. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, yang 
terdiri dari: (*) 
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CATATAN: 
•!• Tanda bintang (*} artinya Poin Nomor 4, 15, 18 di Hal 63 & 64, dicantumkan bagi desa 

yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur 
dariADD. 

•:• Dalam hal penyarnpaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manua~ maka 
Hal 63 s/d Hal 65 masing-masing dibuat 3 (tiga} rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 63 s/d Hal 65 
ma.sing-ma.sing dibuat 1 (satu} rangka.p, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di 
masing-masing Pemerintah Desa. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kah. Bangkalan 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

Demikian untuk menjadi periksa 
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(.NAMA LENGKAP KEPALA DESA/P,i. KEPALA DESAJ 

MATERAI I TTD STEMPEL 

Nama Desa, (tgl,bl,tahun) 
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa . 
Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . menyatakan bahwa saya bertanggung jawab pen uh 
secara formal dan material terhadap Penggunaan serta Penyusunan Surat 
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (I/II) (*) Tahun yang 
kami gunakan/salurkan, selanjutnya atas kebenaran laporan tersebut, bukti­ 
bukti asli realisasi penggunaan dana yang tercantum dalam laporan tersebut 
kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kepentingan administrasi 
dan pemeriksaan aparat pengawasan Iungsional. 

SURAT PERNYATAAN TANOGUNG JAWAB MUTLAK 

FORMAT4 

{NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA} 

STEMPEL 

Nama Desa, 20 .. 
Penerima, 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

MATERAI I TTD 

Rp . 

Untuk Pembayaran 

Pj/Bupati Bangkalan 
{Sekian Ratus juta sekian ratus ribu sekian rupiah sekian 
sen) 
Alokasi Dana Desa Tahap (I/II) (*) Desa . 
Kecamatan Tahun . 

Sudah terima dari 
Jumlah uang 

KUITANSI 

FORMAT3 
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CATATAN: 
•!• Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan 

selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya 
•!• Dalam hal penyam.paian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

format kuitansi pada Hal 66 dibuat 4 (em.pat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setem.pat 
2. Kecamatan Setem.pat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 
4. BPKAD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyam.paian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
format SPTJM pada Hal 66 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setem.pat 
2. Kecamatan Setem.pat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyam.paian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 66 masing-masing 
dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing 
Pemerintah tsesa. 

•!• Untuk redaksi pada format kuitansi, merupakan redaksi minimal yang harus 
dicantumkan. Apabila ada perubahan/penyesuaian nominal pada kuitansi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka redaksi format kuitansi 
pada Hal 66 dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi. 
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CATATAN: 
•!• Tanda bintang (*) artinya memilth ptlthan kebutuhan tahap penyalurannya dan 

selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, 

maka Hal 68 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah. Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 68 dibuat 1 
(satu) rangkap, untuk distmpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing 
Pemerintah Desa. 

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA) 

STEMPEL TTD MATERAl 

[Diisi Nama Desa), Tanggal, Bulan, Tahun 
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ..•.....•.••... 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap (I/ II) (*) Tahun , dengan ini menyatakan bahwa saya: 
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
2. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (I/II) (*) sesuai dengan 

ketentuan Peraturan perundang­undangan yang berlaku; 
3. Apabila saya melanggar hal­hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 

Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 
perundang­undangan yang berlaku. 

Pemerintah Desa ........ 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nania 
No. Identitas KTP 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk dan 
Atas nama 

PAKTA INTEGRITAS 

FORMAT 5 
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CATATAN: 
•!• Format pada Hal 69 hanya disampaikan pada saat pengajuan penyaluran ADD tahap I 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

format pada Hal 69 dibuat 3 (tiga} rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 69 dibuat 1 (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

TID STEMPEL 
MATERA I 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA (Nama Desa), 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Menyatakan bahwa, besedia untuk dilakukan mekanisme pemotongan 
(intersep) iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, serta iuran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang, dan 
Anggota BPD oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Bangkalan, pada bagian penerimaan desa yang bersumber dari 
ADD hak masing­masing desa tahun anggaran 2025. 

Pemerintah Desa . 

Nama 
N.I.K 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk dan 
Atas nama 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

Mekanisme 
bagi Kepala 

Format Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Dilakukan 
Pemotongan (Intersep) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 

6. 
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10 clan seterusnya;; 

1 ......... .. , 
2. . .......... , 
3. . .. .. ..... , 
4. . .......... , 
5. . .... ... , 
6. . .. ........ , 
7. . ..... ..... , 
8. ... . ..... .., 
9. . .. ........ , 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar­besarnya 
kemakmuran masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, 
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan 
landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran .... ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

TENT ANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

Mengingat 

Menimbang 

7. Format Peraturan Desa tentang APB Desa 
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(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan 
Desa tentang perubahan APB Desa. 

Pasal 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 

Pasal ~ 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya, jika ada. 

dan Belanja Desa 
tercantum dalam 
terpisahkan dari 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
Lampiran yang merupakan bagian tak 
Peraturan Desa ini: 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Desa Tahun Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
dengan perincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

Surplus/Defisit 
3. Pem biayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pem biayaan ( a ­ b ) 

Pasal 1 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 

lenetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 
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LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NO MOR ... 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA 
Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ... 
. . . . (Nama Desa). 

Pasal 7 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dari/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa 

pada tahun berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun 
berjalan. 

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. 

Pasal 6 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 
se belumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

Desa; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan 
sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 
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CODE REKENING ANGGARAN SUMBER 
URAIAN Rp. DANA 

1 2 3 4 5 
3. b c a b 

4 PEND APA TAN 
4 1 PADesa 
4 2 Transfer 
4 3 Pendapatan lain­lain 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
L Penyelenggaraan Pemerin tahan 

Des a 
L 1 Penyelenggaraan Belanja 

Penghasilan Tetap, Tunjangan 
dan Operasional Pemeriru ahari 
Desa 

L 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Kepala Desa 

L 1 01 5 1 Belanja Pegawai 
L 3 Adrninistrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Statistik dan 
Kearsipan 

L 3 01 Pelayanan administrasi umum dan 
kependudukan (Surat 
Pengan tar/ Pelayarian KTP, Kartu 
Keluarga, dll) 

L 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 
2 Pelaksanaan Pem bangunan Desa 
2 1 Pendidikan 
~ 1 05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningk 

atan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa/ Sanggar Bela jar 

~ 1 05 5 3 Belanja Modal 

) Penanggulangan Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak 

) 1 Penanggulangan Bencana 

) 1 5 4 Belanja Tak Terduga 

) 1 Keadaan Darurat 

) 1 5 4 Belanja Tak Terduga 

.ontoh: 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPI RAN 
PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA 

Format Lampiran APB Desa 
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CATATAN: 
•!• Untuk format lampiran Perdes tentang APBDes pada Hal 73 s/d 74 menggunakan Hasil 

Keluaran (Print out} dari Aplikasi SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan secara manual, maka 

Hal 70 s/d 74 dibuat 4 (empat) rangkap, diperu.ntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 70 s/d 74 masing- 
ffta$(n.g dibuat 1 (satu) ran.gkap, un.tuk dmmpan. dan m.enjadi berka» arstp di ffta$ing- 
masing Pemerintah Desa. 

(N.AMA LENGKAP KEPALA DESA) 

ITD & STEMPEL PEMDES 

(Di te ta.pk.art Di) , 20 . 

KEPALA DESA . 

Kolom 4 
Kolom 5 

Kolom 3 

Kolom 2 

Keterangan Cara Pengisian: 
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 
diisi bcrdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pcndapatan, Bclanja dan 
Pembiayaan: 

Bagian pendapatan diisi: 
a. pendapatan; dan 
b.kelompok pendapatan. 
Bagian Belanja diisi: 
a.Belanja; dan 
b.jenis belanja (disesuaikan 

dengan jenis kegiatan) 
Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pem biayaan; 
b.Kelompok pembiayaan. 

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklarur dan kode 
rekening lihat lampiran A Permendagri Nomor 20 Tahun 2018/Perbup 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa) 
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam 
kegiatan (kolom l.c) terkait 

dst 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan Pem biayaan 

6 2 Pengeluaran Pembiayaan 

SELISIH PEMBIAY AAN 

­74­ 



2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

c. Lain­lain Pendapatan yang sah 
Jumlah Pendapatan 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN ..... 

Pasal l 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 
. . . . . . terdiri dari: 
1. Pendapatan Desa 

a. Pendapatan Asli Desa 
b. Transfer 

10 dan seterusnya; 

. , 

. , 
6 , 
7. 
8. 
9. 

4 , 
5 , 

. , 

. , 
1 , 
2. 
3. 

...... , 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 
Nomor . . . . . . . Tahun . . . . . . tentang Anggaran Pendapalan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ..... 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR .... TAHUN .... 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

9. Format Perkades tentang Penjabaran APB Desa 
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BERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NO MOR ... 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa 
....... (Nama Desa). 

Pasal4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh 
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Desa ini 

Rp . 
Rp .. 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a ­ b) 

Pemerintah Desa 
b. Bidang Pem bangunan 
c. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
e. Bidang Penanggulangan 

Bencana­, Dar ur at, dan 
Mendesak Desa 
Jumlah belanja 
Surplus/ (Defisit) 
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KODE REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT ANGGARAN SUMBER 
VOLUME SA TUAN DANA 

1 2 3 4 5 6 7 
a b c a b c d 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 1 1 Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obyek Pendapatan> 
4 2 Transfer 

-··- ·-·-·- ­ ·- ­­ ­­­­ -·--·-- ­­­­­· ·-. ­ ­­­­ ­­­ . ­ ·--··- ­­ ­ ­ ­ ... -··---·· --· . ···--·--···---·-···---·-·--·. 

4 2 1 Dana Desa 
4 3 Pendapatan lain­lain 
4 3 1 Penerimaan dari 

Hasil Kerjasama 
Antar Desa 

4 3 1 ... <Obyek Pendapatan> 
ldst ... 

kJUMLAH 
PENDAPATAN 

5 BELANJA 
1 Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
I Desa I 

1 1 Penyelenggaraan 
Belanja 
Penghasilan 
Tetap, Tunjangan 

I dan I I 

Operasional 
Pemerin tahan 
Des a 

1 1 01 Penyediaan 
I Penghasilan I 

Tetap dan 
Tunjangan 
Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 
1 1 01 s I 1 1 Penghasilan 

Tetap & 

Conteh 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPI RAN 
PERATURAN KEPALA DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

10. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
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KODE REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT ANGGARAN SUMBER 
VOLUME SA TUAN DANA 

I ! Tunjangan I 

Kepala Desa 
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek 

Belanja> 
1 3 Administrasi 

I Keperid udu.kan , I I 

Pencatatan Sipil, 
Statistik dan 
Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan 
admlrris traei I 

umum dan 
kependudukan 
(Surat 
Pengantar /Pelaya 
nan KTP, Kartu 
Keluarga, dll) 

1 3 01 2 2 Belanja Barang 
dan Jasa 

1 3 01 2 2 2 Belanja Jasa 
I I Honorarium 

<Rincian Obyek 
Belanja> 

2 Pelaksanaan 
Pem bangunan 
Desa 

2 1 Pendidikan 
2 1 05 Pembangunan/R 

ehabilitasi/ Penin 

I I I 
gkatan Sarana 

I Prasarana 
Perpustakaan/Ta 
man Bacaan 
Desa/ Sanggar 
Bela jar 

2 1 05 5 3 Belanja Modal 
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal 

Gedung dan 
1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek 

Belanja> 
5 Penanggulangan 

Bencana, 
Keadaan Darurat 
dan Mendesak 

5 1 Penanggulangan I I 
Bencana I 

5 1 00 Penanggulangan 
Ben can a 

5 1 00 5 4 Belanja Tak 
­ 

Terduga 
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak 

Terduga 
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak 
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Keterangan Cara Pengisian 
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

Kolom 2 Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 

Bagian pendapatan diisi: 
a.Pendapatan; dan 
b.kelompok pendapatan. 
c.jenis pendapatan 
d.obyek pendapatan 
Bagian Belanja diisi: 
a. Belanja; dan 
b.jenis belanja (disesuaikan 

dengan jerris kegiatan); 
c. obyek belanja: dan 
d.rincian obyek belanja. 
Bagian Pembiayaan diisi: 
a.Pem biayaan; 
b. Kelompok pembiayaan. 
c.jenis pembiayaan 

Kolom 3 Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A 

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA) 

TTD & STEMPEL PEMDES 

KEP ALA D ESA . 

(Ditetapkan Di , 20 . 

KODE REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT ANG GARAN SUMBER 
VOLUME SATUAN DANA 

Terduga l I 

JUMLAH BELANJA 
SURPLUS 

r···-- ·­­­­ ­­­­­ ­­­ --·-·-- ­­­­­­ ­­ J_~~FISIT) ­­­­­­­­ ,____ ____ ·­­­­­·­~­­ 
l 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan 

Pembiayaan 
6 1 1 SiLPA Tahun 

l I I 

Sebelumnya 
6 1 1 1 SiLPA Tahun 

Sebelumnya 
6 2 Pengeluaran 

Pembiavaan 
6 2 1 Pem ben tukan 

Dana Cadangan 
6 2 2 1 Pembentukan 

Dana Cadangan 

I----·-· ····-- ~"---~ -·-·-·· ­­­­­· ---· ·­ ­ --· ­­ -·--·· ·-· ­ .... -· ­ ·-· .. ­ ·---·-·. . --· ­ ------· ­ ·­­~­­'­­­__; ~---L~····-·- 
ds 

SELISIH 
PEMBIAYAAN 
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CATATAN: 
•!• Untuk format lampiran Perkades tentang Penjabaran APBDes pada Hal 77 s/d 79 

menggunakan Hasil Keluaran (Print out} dari Aplikasi SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

Hal 75 s/d 79 dibuat 3 (tiga} rangkap, dipenmtukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 75 s/d 79 masing- 
ma3ing dibuat l (so.tu} rangkap, untuk duimpan dan menjadi berka3 arsip di ma3ing- 
masing Pemerintah Desa. 

Kolom 6 
Kolom 7 

Kolom 5 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018/ Perbup tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa) 
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom l .c) dan 
volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d) 
Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan 
dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja 
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam 
kegiatari (kolom 1.c) terkait 

Kolom 4 
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Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

10 dan seterusnya; 

1 ... ........ , 
2. . ........... , 
0 v. . ........ .. , 
4. . .......... , 
5. . .. .. .... . , 
6. . .. ........ , 
7. . ..... ..... , 
8. . .......... , 
9. . ..... ..... , 

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak 
sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena 
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, 
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 
Desa) Tahun Anggaran .... ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ..... 

PERATURAN DESA (Nama Desa) 
NOMOR ..... TAHUN ..... 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

11. Format Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 

-81- 



Pasal3 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 
APBDesa. 

Pasal2 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini. 

Rp . 
setelah 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

setelah Rp . 

Rp . 
setelah Rp . 

setelah 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
setelah 

Rp . 
Rp . 

Selisih Pembiayaan 
perubahan ( a ­ b ) 

3. Pembiayaan Desa 
a. semula 
b. bertambah/ (berkurang) 
Jumlah penenmaan 
perubahan 
Pengeluaran Pembiayaan 
a. semula 
b. bertambah/ (berkurang) 

2. Belanja Desa 
a. semula 
b. bertam bah/ (berkurang) 

Jumlah belanja 
perubahan 
Surplus/ (Defisit) 
perubahan 

a. semula 
b. bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pendapatan 
perubahan 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa Tahun Anggaran 
semula berjumlah Rp ,­ ( ), 
bertambah/berkurang sejumlah Rp ,­ ( ) sehingga 
menjadi Rp ,­ ( ) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 

MEMUTUSKAN : 
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LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR ... 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa . 
(Nama Desa). 

Pasal4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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(NAMA LENGKA~ KEPALA DESA) 

ITO & STEMPEL PEMDES 

(Ditetapkan Di , 20 . 

KEPALA DESA . 

- - SE MULA MENJADI 
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN_ (Rp.) URA IAN ANGGARAN (Rp.) BERTAMBAH / (BERKURANG) SUMBER DANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 
a b c a b 

­ 

- 

Contoh: 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPI RAN 
PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELAN,JA DESA 

12. Form at Lampiran Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
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CATATAN: 
•:• Untuk format lampiran Perdes Tentang Perubahan APBDes diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out} dari Aplikasi SISKEUDES 
•:• Hal 81 s/d 84 dibuatjfka pemerintah desa melakukan Perubahan APBDes. 
•:• Dalam hal penyampaian persyarat«n penyaluran. ADD, dilakukan secara manual, maka Hal 81 s/d 84 dibuat 3 (tiga.) rangkap, dtperuntukkan bagi: 

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka 
Hal 81 s/d 84 masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di m.asing-masing Pemerintah Desa. 

Cara pengisian: 
Kolom 1 dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolom 2 dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi 
Kolom 3 diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan 
Kolom 4 diisi dengan anggaran sebelurn perubahan 
Kolom 5 diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan 
Ko lorn 6 diisi dengan anggaran setelah peru bah an 
Kolom 7 diisi dengan be saran jumlah anggaran yang beru bah 
Kolom 8 diisi dengan sumber dana 
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Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 
semula berjumlah Rp ,­ ( ), bertambah/berkurang 
sejumlah Rp ,­ ( ) sehingga menjadi Rp ,­ ( ) 
dengan rincian sebagai berikut: 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
............. (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN . 

TENTANG PENJABARAN KEPALA DESA PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

10 dan seterusnya; 

1 .......... . , 
0 ...... . .. ...... .. , 
3. ... . .. . . .. , 
4. . . .... ... .. , 
5. . . ... ... .. , 
6. . ........... , 
7. . ..... ..... , 
8. . ........... , 
9. . ........... , 

...... , 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 
Nomor. Tahun ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

TENT ANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa) 
NOMOR TAHUN . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

13. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan APB 
Desa. 
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Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan 
Mendesak Desa 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

2. Belanja Desa 
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. Semula Rp . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
2.2 Bidang Pembangunan 

a. Semula Rp . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

a. Semula Rp . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
2 .4 Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

1. Pendapatan Desa 
1.1 Pendapatan Asli Desa 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

J umlah PADesa setelah 
perubahan 

1. 2 Tran sf er 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pendapatan transfer 
setelah Perubahan 

1.3 Lain­lain Pendapatan yang sah 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah lain­lain Pendapatan 
yang sah setelah Perubahan 
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BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR . 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA 
Di undangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa ... 
. . . . . . (N ama Desa]. 

Pasal 4 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh 
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Desa ini. 

Rp . perubahan 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
Pembiayaan setelah Selisih 
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(NAMA LENGKAP KEPALA DESA) 

TTD & STEMPEL PEMD ES 

(Ditetapkan Di , 20 . 

KEPALA DESA . 

SEMULA MENJADI 

KODE REKENING BER.TAMBAH/ SUMBER 
URAIAN IKELUARAN I OUTPUT ANG GARAN KELUARAN/OUTPUT ANGGARAN (BERKURANG) DANA URAIAN 

VO~UME I SATUAN 
(Rp) 

VOLUME! SATU,\N 
(Rp) 

­ 1 2 3 4 5 6 
a b c a b c d ­ ­ ­ ­ 

­ 

­ 

­ 
­ ­ 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPI RAN 
PERATURAN KEPALA DESA . 
NO MOR TAHUN . 
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

14. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa 
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CATATAN: 
•:• Untuk format lampiran Perkades tentang Penjabaran Perubahan APBDes diatas menggunakan Basil Keluaran (Prl.nt out} dari ApUkasi SISKEUDES 
•:• Hal 86 s/d 89 dibuatjfka pemerintah desa melakukan perubahan APBDes. 
•:• Dalam hal penyampalan persyaratat.n penyaluran. ADD dilakukan secara manual, maka Hal 86 s/d 89 dibuat 3 (tigaJ rangkap, dtperuntukkan bagi: 

1. Arsip Pemeritah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka 
Hal 86 s/d 89 masing-masing dibuat l (satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

Cara pengisian: 
Kolom 1 dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolom 2 dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi 
Kolom 3 diisi dengan seluruh uraian, keluaran/ output, dan anggaran sebelum perubahan 
Kolom 4 diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan 
Kolom 5 diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah 
Kolom 6 diisi dengan s'urnber dana 
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- ­ ANGGARAN ­ RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) 
Jumlah 

I Mar I I !Junl Jul I Agt 
JUMLAH KODE REKENING URA IAN (Rp) Sumber Jan Feb Apr Mei Sep Okt Nop Des (Rp) 

T 2 J 4 o '/ ­ ­ ­ a b c a b c dl 

1 Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

1 1 Penyelenggaraan 
Belanja Penghasilan 
Tetap, Tunjangan 
dan Operasional 
Pemerintahan Desa 

·-- ­ 
1 1 01 Penyediaan 

Penghasilan Tetap 
dan Tunja.ngan 
Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 
1 1 01 5 1 1 Penghasilan 

Tetap & 
Tunjangan 
Kepala Desa 

­­ 

1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek 
Belarija> ­­ 

1 3 -- ~L .[ ___ Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, ___ ­­·­­­­ ­­­ ­­­·· - ________ .__ _____ ......_ ___ ~·--·- ­­ ­­ ·­­·­­ ­·­­­­L__ _________ 

DESA 
KABUPATEN 
PROVINS I 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN* 
TAHUN ANGGARAN . 

15. Format DPA 
15.a. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran 
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RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) -· - ­­ r­ i ~~ ANGGARAN i ·- 
• Jurnlah I 1 i JUMLAH KODE REKENING 
J UR~IAN (Rp) Sumberj Jan Feb Mar Apr I Mei Jun Jul Agt Sep 1 Okt Nop Des (Rp) 

­ I - ­ 
I 

, 
I i ! Statistik dan , I I i 

I I ! 

i [Kearsipan 
I i : ·- ­ - 

1 i 1 3 01 
I 

Pelayanan 
administrasi umum I 

I 

ldan kependudukan 
I 
! 

(Surat 
Pengantar / Pelayana 

I n KTP, Kartu 
Keluarga, dll) 

-· ­­ 
1 3 01 5 2 Belanja Barang dan 

Jasa I - ­ - ­ + - ­ 
1 3 01' 5 2 2 Belanja Jasa 

Honorarium ­­ - - 
<Rincian Obyek 

I I Belarija> I 
- ­ ­­ 

2 Pelaksanaan 
Pembangunan 
Desa 

2 1 Pendidikan ­­ ,____ ­­ - ­ -· 
2 1 05 Pem bangunan / Reh 

abilitasi/ 
Peningkatan Sarana 
Prasarana 
Perpustakaan/Tam 
an Bacaan 
Desa/ Sanazar 

2 1 05 5 3 Belanja Modal 
-·- ­ ­ 

2 1 05 5 314 Belanja Modal 
' Gedung dan 

I Bangunan ­ ­ 
1 1 05 5 3 4 . ­ . <Rincian Obyek 

Belarija> 
·- 51 i i Pen_~~Jangan l ; 

j I i _L___~L­­­ - ­­­­ -·--·· ­­­­ ­­ ­­ ­­­­·­····· 
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Kolom 7 

Kolom 6 

diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh 
masing­masing Kaur/ Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran 
diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing­masing Kaur/Kasi 
Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/buian dalam 
baris jenis, objek, dan rincian objek belanja 
d ii si rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing­masing kegiatan 

Cara pengisian: 
Kolorn 1, 2, 3,4 dan 5 

NAMA KEPALA DESA 

tanda tangan & Stempel 

KEPALA DESA ... (Nama Desa), NAMA SEKRETARIS DESA NAMA KASI/KAUR 

Di.setujui oleh: tanda tangan tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), KAUR/KASI , 

......................... ' ~ . Diverifikasi oleh: 

-----1-------1------ 

-----1---------t----- 
5 1 I Penanggul._a_n_g_a_n­­+­ 

l--+---+--4--+----+---+--- jBencana _____J 
5 1 00 5 

1 
4Penanggulangan I 

Ben can a f---+--~---+--+--t----~----j----------~ 
5 1 00 5 4 _ Belanja Tak Terduga 

+­­­+­­­+­­+­­­ ------11------+---+---+-----t------+-----1-----+----+---+--------->----+--------+-------- 
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga l---4--+---+--+-+--+---t--,----=--------=--+----+----~--~---+---1--·---+---+----+---+----+---+~----+---+----t-------- 
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga ----+-----+--+---+---+-----+---+----+----+-----f---t-~---t----t---~-t------i 

JBencana, Keadaan 
ilDarurat dan 
Mendesak 

Des 
JUMLAH 

(Rp) ---+----+------+--~~---- 

Jumlah I i 
(Rp) Sumberl Jan Feb Mar Apr I Mei .Jun Jul Agt Sep Okt Nop I 

i 
I i I 

I 

i 

I - ! 

­ 

­­~­­~­­­­ 
~-------------~---------~---~~--~---------~·~~~--~----~==~~c~~~----------~------- 

I 

i ANGGARAN I RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) 
I KODE REKENING I URAIAN __ ____, _ 

I I l 
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CATATAN: 
•:• Untuk format lampiran Rencana Kegiatan dan Anggaran diatas menggunakan Basil Kelu.aran {Print out} dart Aplikasi SISKEUDES 
•:• Dalam hal penyampaian persyarata.n penyaluran. ADD dilakukan secara manual, maka Hal 91 s/d 93 dibuat 3 (tigaJ rangkap, diperuntukkan bagi: 

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penya.luran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka 
Hal 91 s/d 93 masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berka.s arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

­94­ 



- - ­ -· ·- 

Bidang/ Sub Bi dang/ Kegiatan Sasaran Waktu Pelaksanaan Tim 
Pelaksa 

­­ yang 
na melaksa 

No Sub Loka si !Volume Satuan Bia ya Kegiatan nakan 
Bidang Bidang Kegiatan (Rp) Jumlah laki­Iaki Perempuan A­RTM Durasi Mulai Selesai Anggara kegiata 

n n ­ - ­ ·- 
1 2 3 4 c· 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... , ­ ·- 

Penyelenggaraan 
1 Pemerintahan 

Desa 
Jumlah Per Bidang 1 ­­ 

2 Pem bangunan 
Des a ­ 

Jumlah Per Bidanz 2 

DDIJICTII - 

3 Pembiriaan 
Kemasyarakatan 

Jumlah Per Bidang 3 

4 Pemberdayaan DDirIIIII_ Masyarakat ­­ 
Jumlah Pe_!' Bidang 4 ­ ­­ 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS I 

R:f:NCANA KERJA KEGIATAN DESA* 
TAHUN: . 

15.b. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa 
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CATATAN: 
•!• Untukformat lampiran Rencana Kerja Kegiatan Desa diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out} dari Aplikasi SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka Hal 95 s/d 96 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka 
Hal 95 s/d 96 masing-masing dibuat l (satU'J rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

Keterangan: 
* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Oesa 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA .•• (Nama Desa), 

................ ,Tanggal. , , . 

- ----------r---- --- -- ..­­ ­~­­­­­·· ·-----··-··------·- .-------· ­­ ­­­·­·­ ­ r-Trin -- 
i Sasaran Waktu Pelaksanaan ­ Pelaksa I 

! 
; yang I i i I na 'melaksa I 

I Biaya Kegiatan I nakan 
Satuan ! (Rp) Jumlah laki­laki Perempuan A­RTM Durasi Mulai Selesai Anggara i kegiata 

I n ! n i 

T I 
·- 

I 
I 

I 

I 

I I 
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NAMA KEPALA DESA 

tarida tangan 

KEPALA DESA ..• (Nama Desa), 

··­·­­­­­­·­·­­­­­­­ ­­~·­· 

Bidang/ Kegiatan 

Sub Kegiatan Lokasi Volume 
Bidang 

I 
I 
I 

I 

­·­­­­­~­­ 

Bidang/Sub 

No Bi dang 

01aan~ 
Penanggulangan 

I Bencaria, 5 Keadaan Darurat, 
dan Mendesak 
Des a 



TATAN: 
Untuk format lampiran RAB diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi 
SISKEUDES 
Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 97 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 
Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 97 dibuat 1 (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

ra perigrsrari: 
Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa 
Sub Ridang ctii si dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APR 
Des a 
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa 
lorn 1 diisi dengan nomor urut 
lorn 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan 
lorn 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. 
lorn 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar 

orang/ barang 
lorn 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 

NAMA KASI/KAUR NAMA KEPALA DESA 

tanda tangan tanda tangan 

KASI/ KAUR . 

................... ,Tanggal. , , . 
sejutui 
EPALA DESA ... (Nama Desa), 

HARGA SATUAN JUMLAH 
'JO. URAIAN VOLUME (Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 

I 

UMLAH (Rp.) 

'.incian Pendanaan 

dang 
rb Bidang 
.giat.an 
aktu Pelaksanaan 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

Format DPA 
.c. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Penyelenggaraan 
Belanja Penghasilan 
Tetap, Tunjangan dan 
OperasionaJ 
Pemerintahan Desa 
Penyediaan 

1, 
Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan 
Kepala Desa ~ 
Belanja Pegawai I 

1­­­l­+­l­­+­­­­+­­+­t­­­­+­­­­ Penghasilan Tetap & ­­+­­­­­­­~ 

'­­­'­­­'­­­­­'­~~~~­­'I;­1_en_s~_­a_n_g_a_n __ 1_<e_p_a_1_a_~~­­­­~­­­­­­'­­­­~­­­­­'­­­­­'­­­'­­~­­~­~~­~­~­~­­~­~­­­­·­­~­­­J 

01 I 

I 
I 

01 5 1 

I 
01 ! 5 1 1 

ii 
I 

1 1 

1 1 

1 1 

1 
1 

Penyelenggaraan I I 
Pemerin tahan Desa 

KODE REKENING 

Conteh: ,------~---~---r--------~-~, ­­~s=E=M­U~L­A­­­~­~M=E~N­­J­A­D~I­~­­­­­~­­­­­­~­~­~­­­­­­­­­­­.­­­­­i r ANGGARAN ANGGARAN RENCANA PENARLKAN ANGGARAN (Rp) JUMLAHI 

URAIAN rrum~rh Sumber J~:~~h Sumber Jan I Feb I Mar I ~pr I Mei I Jun I Jul I Agt I Sep I Okt I Nop Des (Rp) 

f----1-~-.,----2-~--r--~~-~~.--4~--t-~~> __ -+-~-6--~~-7--t------r---,-~-,--~--,----,-~-~8,--~..-----,--~~~~---,--~--+--9~---i 
abc1abcd ~ 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN 
TAHUN ANCrGARAN . 
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DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS I 

16. Format DPPA 
16.a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan 



3 

3 Belarij a Modal 
4 Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan l 
4 ... <Rincian Obyek I 

Belania> 
>----+--+----+---+-+--+-- Penanggulru_,._g_a_n­­­­l;­­­­­+­­­­­­1­­­­­+­­­­+­­­+­­­+­­+­­­+­­­+­­­ 

l....---l--+-----'---'----+--+--+-------------.1.- -----1------+----+-----l- __, __ .,___ _ __,_ ,i 

2 1 05 5 
2 1 05 I 5 

i 

1 1 05 i 5 
i! 

; 
5 i 

2 1 Pendidikan >--=~=--1---~-+---+-+---+~--~-------------+-----+-------+-----+-----+---+---+---~---+----+----+---+---+-----l---l----+--+------- 
Pembangunan/ Reha bi 
litasi/ Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Perpustakaan / 
Taman Bacaan 

3 

­ ­­ 
­ ­­ 

·- 

­­ 
I __J 

2 

Pembangunan Desa 

2 01 ! 5 2 

01 5 2 

05 1 

1 3 

1 3 

2 

I i I I ' I 1 3 1 Administrasi ' : 
I I Kependudukan, 1 , 

Pencatatan Sipil, I, 1' I : I 
Statistik dan 1 _ 

1....---L---1---~-+----1---+---+-·~1-pK~:~~lar_a_~_~.....__~-~~------+-, +-----+----+--+----+! 1.. ! 
1 3 0 1 administrasi 

umum dan 
kependudukan (Surat 
Pengantar / Pelayanan I 
KTP, Kartu Kehrarga, I J 

dll) ~­­­__,_­­­­1­­­­~­­­__,__­+­­___,_ __ _.,__----+----+--+----+------'---L-----'-----l---.- 
Belanj a Bar.ang dan 
Jasa 

>----+--+-----I--+--+----+-- -----+-------1-----+-----+----l--+---+--+---+------,f.--+----+----+-----+----+--+------ 
Belanj a Jasa I 
Honorarium L---l--+--~-.l----l---+----+~--+-------'--------1------+-------1-----+----~---+----l---~-----1---~---+---l~-+----l----l----+-----1-------1 
<Rincian Obyek 
Belarria> L---l.---1---~-J---1--+--+~-+:::...::.::=::.c::..i..::::___ +­ -J- -4- +-----11-----1-----J.--~---+----+----+-----+---+-----'----'-----+----+-----1 
Pelaksanaan 

1---------------·---------------[ SEMULA MEN,JADI __ RENC;~~­~~­~l~­;­~;~N (Rp) JU­ML.A­­HJ, 
I I •.. ANGGARAN ANGGARAN _ 

KODE REKE_N_I~N_G u_R_A~­A­N­­­­­1­,:.;i_'"~u[f;bfh Sumber J~;~~h Sumber Jan __ .t~I_F_e_b_M_a_r_1;! Apr Mei i Ju; Jul Ag~11­Sep I Okt !i No~~ (Rp)=! 

1 1 01 11~ 1 1 ... <Rincian Obyek 
I Belanja> I 
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NAMA KEPALA DESA 

tanda tangan & Stempel 
NAMA KAUR/KASI 

KEPALA DESA ... (Nama lDesa), 
NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 
Disetujui oleh: 

tanda tangan 

KAUR/KASI , SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

......................... , . Diverifikasi oleh: 

­­ -·---··· ­­­ 
!KAN ANGGARAN (Rp) JUML 

Jul 
T I :-1 (Rp) 

n Agt ; Sep Okt I Nop i Des 
- ­ 

I 
! 

­ i ­ 

I 
l 

I ­ 

r­­­­­­­­­ L SEMULA 
­­­ 

MEN,JADI ­­ ­­­­­­­­­ ·­­­­­ -·-· 

' ANGGARAN ANGGARAN RENCANA PENAR 
KODE REKENING URAJAN 

.._ ­ -i- !.Jumlah Jumlah l 
I (Rp) Sumber (Rol Sumber Jan Feb Mar' Apr Mei Ju _j_ __ 

l Bencana, Keadaan 

' 

­­­ ­ 
I Darurat d ara 
l Mendesak ' ! 

5 1 
.I 

! Penanggulangan 

I 

i 
i Bencana 

I 

oo Is 14 
­ ­ ­­ ­ 

5 1 Penanggulangan I , Ben can a I 
! 

I - 
5 1 00 I 5 4 _ Belarria Tak Terduga 

5 1 00 5 4 00 Belarria Tak Tercluza ­ 
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terd uaa 

I ­­­ ­ 
i ­ 
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CATATAN: 
•:• Untuk format lampiran Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print outJ dari Aplikasi SISKEUDES 
•:• Hal 98 s/d 100 dibuatjika pemerintah desa melakukan perubahan DPA. 
•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyalurarr. ADD, dilakukan secara manual, maka Hal 98 s/d 100 dibuat 3 (tiga} rangkap, diperuntukkan bagi: 

1. Arsip Pemeritah Desa Setempat 
2. Kecam.atan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran. ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan. oleh Pemkab. Bangkalan, maka 
Hal 98 s/d 100 dibuat 1 (satu) rangkap, untuk dfsimpan dan me,vadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 
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NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

MATERA! STEMPEL 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ..... (Nama Desa), 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran 
Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran ...... (diisi tahun anggaran 
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa (PKPKD) (diisi nama desa) telah melakukan pelunasan kewajiban 
sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan penyetoran pajak sebagaimana 
tercantum pada daftar pelunasan pajak terlampir) dalam penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) Tahap II (Dua) Tahun Anggaran ..... (diisi Tahun Anggaran 
sebelumnya). 

Nama 
N.1.K 
Jabatan 
Alamat 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

17. Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak 
1 7 .a. Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk 

Penyaluran ADD Tahap I (Satu) 
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CATATAN: 
•:• Hal 102 & 103 dibuat jika ada pembelianfbelanja dari kegiatan dengan sumber dana 

ADD yang dikenakan kewajiban membayar Pajak. 
•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

Hal 102 & 103 dibuat 3 (tiga} rangkap diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 102 & 103 dibuat 1 
(satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah 
Desa. 

Cara pengisian: 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak. 
Kolom 3 diisi dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak 
Kolom 4 diisi dengan uraian jenis belanja yang dikenakan pajak 
Kolom 5 diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 

23, Pajak Daerah, dll) 
Kolom 6 diisi dengan jumlah nominal pajak/ pemotongan yang disetorkan. 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

(nama desa) .... , tgl...bln .... thn .... 

JENIS BELANJA 
JUMLAH PAJAK/ 

JENIS PEMOTONGAN 
URAIAN YANG 

PAJAK/ YANG NO TANGGAL 
KEG IATAN DIKENAKAN 

PEMOTONGAN DISETORKAN 
PAJAK 

(Rol 
1 2 3 4 5 6 

I 

JUMLAH 

DAFTAR PELUNASAN PAJAK PEMBELIAN/BELANJA 
DESA KECAMATAN . 

SOMBER DANA ADD TAHUN ANGGARAN (Diisi Tahun Anggaran 
Sebelumnya) 

1 7. b. Lampiran Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk 
Penyaluran ADD Tahap I (Satu) 
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NAMA KEPALA DESA/Pi. KEPALA DESA 

STEMPEL MATERA! I TTD 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (Nama Desa), 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran 
Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (dua) Tahun Anggaran .... (diisi tahun anggaran 
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa (PKPKD) (diisi nama desa) telah melakukan pelunasan kewajiban 
sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan penyetoran pajak sebagaimana 
tercantum pada daftar pelunasan pajak terlampir), dalam penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran .... (diisi tahun anggaran berkenaan). 

Nama 
N.I.K 
Jabatan 
Alam at 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

17.c. Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk 
Penyaluran ADD Tahap II (Dua) 
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CATATAN: 
•:• Hal 104 & 105 dibuat Jika ada pem.belian/belanja dari kegiatan dengan sumber dana 

ADD yang dikenakan kewajiban Pajak. 
•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

Hal 104 & 105 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 104 & 105 dibuat 
1 (satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing 
Pemerintah Desa. 

Cara pengisian: 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak. 
Kolom 3 diisi dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak 
Kolom 4 diisi dengan uraian jerris belanja yang dikenakan pajak 
Kolom 5 diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 

23, Pajak Daerah, dll) 
Kolom 6 diisi dengan jumlah nominal pajak/pemotongan yang disetorkan. 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

(nama desa) .... , tgl...bln .... thn .... 

JENIS BELANJA 
JUMLAH PAJAK/ 

JENIS PEMOTONGAN 
TANGGAL 

URAIAN YANG 
PAJAK/ YANG NO 

KEG IATAN DIKENAKAN 
PEMOTONGAN DISETORKAN 

I PAJAK (Rp) 
1 2 3 4 5 6 

I 

JUMLAH 

DAFTAR PELUNASAN PAJAK PEMBELIAN/BELANJA 
DESA KECAMATAN . 

SUMBER DANA ADD TAHAP I (SATU) 
TAHUN ANGGARAN (Diisi Tahun Anggaran Berjalan) 

17.d. Lampiran Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk 
Penyaluran ADD Tahap II (Dua) 
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i 
' 

'--------------------------------~·J 

DIISI FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA, 
BERUPA FOTO PERKEMBANGAN/PROGRES/KEBERLANJUTAN 

I KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP 
DENGAN TITIK KOORDINAT DAN SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR 

YANG SAMA 

FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR 
(SEBESAR 50°/o) 

DUSI FOTO AWAL KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA, BERUPA 
FOTO TITIK AWAL/LOKASI AWAL KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK 
INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP DENGAN TITIK KOORDINAT DAN 

SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR YANG SAMA 

FOTO AWAL KEGIATAN FISIK lNFRASTRUKTUR 
SEBESAR Oo/o (NOL PERSEN) 

TAHUN ANGGARAN ..•.••••..•.•. 
KECAMATAN ..•.........••.........•••..... 

I){Jf,{Jlf •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , l)E':~1\. •••••••••••••••••••••••••••••••• 

FOTO AWAL/FOTO PERKEMBANGAN/FOTO FINALISASI (*) 
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN 

SARAN A/ PRASARAN A .......•••....... 

18. Format Foto Awal/ Perkembangan/ Finalisasi Kegiatan Pembangunan Fisik 
Infrastruktur Desa Yang Akan/ Telah Didanai Oleh Alokasi Dana Desa (ADD) 
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CATATAN: 
•!• Tanda bintang (") ditulis sesuai kegiatan pembangunan ftsik infrastruktur Desa yang 

akan dilaksanakan/telah dilaksanakan/telah diftnalisasi (selesai sepenuhnya). 
•!• Foto Kegiatan pembangunan ftsik infrastruktur Desa pada Hal 106 & Hal 107, wajib 

diberi keterangan nama kegiatannya (nama kegiatan disesuaikan dengan penganggaran 
diAPBDes) 

•!• Foto pada Hal 106 & Hal 107 dibuatfdicantumkan sebanyak jumlah kegiatan ftsik 
infrastruktur pembangunan di Desa yang dianggarkan dari sumber dana ADD pada 
Tahun Anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya. 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 106 & Hal 107 dibuat 4 (em.pat} rangkap diperuntukkan ba.gi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 
4. BPKAD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 106 & Hal 107 
dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing 
Pemerintah Desa. 

DIISI FOTO FINALISASI KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA, 
BERUPA FOTO FINALISASI/FOTO KESELURUHAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP DENGAN 
TITIK KOORDINAT DAN SUDUT PENGA:MBILAN GAMBAR YANG 

SAMA 

FOTO FINALISASI KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR 
. ·­­­· . (SEBESA~ 100°/o) . ­­­~­~­­·~ 

I 
I 

I 
! 
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CATATAN: 
•:• Hal 108 dibuat Jika ada penganggaran untuk kegiatan fisik infrastruktur Desa melalui 

ADD Tahap 2 (Dua) TA. 2024. Kemudian kegiatan .fisik infrastruktur Desa tersebut telah 
direalisasikan/selesai dikerjakanfselesai dilaksanakan. 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 108 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disedia.ka.n oleh Pemka.b. Ba.ngkalan, maka Hal 108 dibuat 1 (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

TTD MATERAI STEMPEL 

KEPALA OESA/Pj. KEPALA OESA ... (Nama Desa), 

Menyatakan bahwa, foto finalisasi untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD tahap II (dua) tahun anggaran 
2024 sebagaimana ditampilkan, adalah merupakan hasil foto/hasil pengambilan 
gambar di satu titik lokasi yang sama. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran 
Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran .... (diisi tahun anggaran 
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 

............ i,­. .. ­. ­ .. ­. ­.. ­.. ...... i,." .. ,i • i,­.. .. ­. ........ "­. ;, • ., ­. 

Nama 
N.I.K 
Jabatan 
Alam at 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

19. Format Surat Pernyataan Bahwa Pengambilan Gambar /Foto Kegiatan 
Fisik Infrastruktur Desa Dilakukan Pada Satu Titik Yang Sama (Jika 
Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Tersebut Telah Selesai dilaksanakan 
Menggunakan ADD Tahap 2 (Dua) TA. 2024) 
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,TATAN: 
Hal 109 dibuat Jika ada penganggaran untuk kegiatan fisik infrastruktur Desa melalui 
ADD Tahap 1 (Satu) TA. 2024. Kemudian kegiatan fl.sik infrastruktur Desa tersebut telah 
direalisasikan/selesai dikerjakan/selesai dilaksanakan. 
Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 109 dibuctt 3 (tiga} rattgkap llipero.ntukkan lxigi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 
Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 109 dibuat 1 (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

TTD MATERA! STEMPEL 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ••• (Nama Desa), 

Demikian surat pernyataan 1n1 dibuat untuk kepentingan 
­riyal ur an Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (satu) Tahun Anggaran .... 
iisi tahun anggaran berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana 
estinya. 

Menyatakan bahwa, foto finalisasi untuk kegiatan fisik 
frastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD tahap I 
aru) tahun anggaran 2025 sebagaimana ditampilkan, adalah 
erupakan hasil foto/hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang 
.m a. 

Nama 
N.I.K 
Jabatan 
Alamat 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

). Format Surat Pernyataan Bahwa Pengambilan Gambar/Foto 
Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Dilakukan Pada Satu Titik Yang 
Sama (Jika Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Tersebut Telah Selesai 
dilaksanakan Menggunakan ADD Tahap 1 (Satu) TA. 2025) 
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- 
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) ,JUMLAH 

(Rp) Jan Feb Mar I Aer I Mei I Jun I Jul I Agt I See I Okt I Noe I Des (Rp) 
1 2 3 4 5 6 
b b d - ­ - 

a c a c 
4 PENDAPATAN - 
4 1 PADesa - 
4 1 1 Hasil usaha - 

1 <Obvek Pendanatan> ­ -· 4 1 ... 
4 2 Transfer 
4 2 1 Dana Desa 
4 3 Pendapatan lain-lain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil 

Kerjasama Desa 
dengan Pihak Ketiga 

4 3 1 ... <Obyek Pendapatan> 
dst ... - 

JUMLAH PENDAPATAN ­ 

5 BELANJA 
1 Penyelenggar aan 

Pemerintahan Desa -· - ­ -· 

Contoh: 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

RENCANA ANGGARAN KAS DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

2 1. Format Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) 
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KODE REKENING URAIAN ANGGARAN PENIERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) JUMLAH 
(Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul A!rt Sep Okt I Nop Des (Rp) 

1 1 Penyelenggaraan 
Belanja Pem.ghasilan 
Tetap, Tunjangan 
dan Operasional 
Pemerintahan 
Desa 

1 1 01 Penyediaan 
Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan 
Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 

1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & 
Tunjangan Kepala 
Desa 

1 l Ul 5 1 1 ... < xmcran o byek 
Belanja> 

1 3 Admirristr'aei 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan 
Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan 
administrasi umum 
dan kependudukan 
(Surat 
Pengantar / Pelayanan 
KTP, Kartu 
Keluaraa, dlll 

1 3 01 5 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa 
Honorarium 
<Rincian Obyek 
Belanja> 

2 Pelaksanaan 
Pembarizurran Desa 
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KODE REKENING UR.A.IAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) JUMLAH 
(Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Azt Sep Okt I Nop Des (Rp) 

2 1 Pendidikan 

2 1 05 Pem bangunan / Rehabili 
tasi/ Peningkatan 
Sarana Pra.sar aria 
Perpustakaan/Taman 
Bacaan Desa/ Sanggar 
Belajar 

'2 .1 05 5 3 Belanja Modal 

2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung 
clan Bangu nan 

.1 .1 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek 
Belania> 

5 Penanggulangan 
Bencana, Keadaan 
Darurat clan Mendesak 

5 1 Penanggulangan 
Bencana 

5 1 00 5 4 Penanggulangan 
Bencana ­ 5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga 

5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 

5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga 
­ ­ dst 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / (DEFISIT) 

6 PEMBIAYAAN 

­ 

-112- 



NAMA KEPALA DESA 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

NAMA KAUR KEUANGAN KEPALA DESA ... (Nama Desa), 
NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan Diset.ujui oleh: 
tanda tangan 

KAUR KEUANGAN , SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

.......................... , . Oiverifikasi oleh: 

KODE REKENING URA..IAN ANGGARAN ,___ PEN~RIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) JUMLAH 
(Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt I Nop Des (Rp) 

6 1 Penerimaan 
Pernbiavaan 

6 1 1 SiLPA Tahun 
Sebelumnya 

6 1 1 1 - 
SiLPA Tahtm 
Sebelumnva 

6 2 Pengeluaran 
- 

Pembiayaan 
6 2 1 Pembentukan Dana 

Cadangan 
6 2 2 1 Pembentukan Dana 

Cadangan 

ldst 

SELISIH PEMBIAY AAN 

- 
Jumlah Total 
Penerimaan 
Jumlah Total 
Penzeluaran 
Selisih Penerimaan dan 
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CATATAN: 
•:• Untuk format lampiran Rencana Artggaran Kas diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES 
•:• Hal 110 s/d 113 dibuat oleh Pemerintah Desa, merupakan dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan 

mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk m.endanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
Kepala Desa 

diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing­rnasing item Kolom 6 

diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa 
diisi dengan: 

Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerirnaan pendapatan baik yang berasal dari informasi 
re srni maupun estimasi waktu 

­ Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukari oleh Kaur/Kasi Pelaksana 
Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan 
operasional aparatur Desa 

­ Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

Cara pengisian: 
Kolom 1, 2, 3, 4 
Kolom 5 
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Cara pcngisian: 
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Ko lorn 1 : dengan nomor uru t 
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
6. Kolom 3 : diisi dengan rirician pagu d arra sesuai dengan rencana kegiatan 
7. Ko lorn 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar 

sebelumnya 
8. Kolom 5: diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar 
9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini 
10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran 

NAMA KAUR KEUANGAN NAMA KEPALA DESA 

tanda tangan tanda tangan & Stempel 

Telah dibayar lunas 
Kaur Keuangan 

Disetujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa ... (Nama Desa), 

NAMA KAUR/ KASI NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan tanda tangan 

Kaur I Kasi . 
................... , 20 . Telah dilakukan verifikasi 

Sekretaris Desa ... (Nama Desa), 

No URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA 
ANGGARAN S.D. YG SEKARANG SAMPAI DANA 

LALU SAAT INI 
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 

JUMLAH 

Bi dang 
Sub Bidang 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN .. 

22.a. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
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CATATAN: 
•!• Untuk format lampiran SPP diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out} dari Aplikasi 

SISKEUDES 
•!• Surat Permintaan Pembayaran (SPPJ pada Hal 115 dibuat oleh Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan, diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sesuai 
dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPAJ, dengan nomfnal sama besar atau 
kurang dari yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} atau Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPAJ, yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa. 

•!• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh Kepala Desa menjadi 
dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa 
(RKDes) 
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CATATAN; 
•!• Untuk format lampiran Surat pernyataan tanggung jawab belanja diatas 

menggunakan hasil keluaran (print out) dart Aplikasi SISKEUDES 
•!• Surat pernyataan tanggung jawab belanja pada Hal 117 dibuat oleh Kaur dan 

Kasi pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang bersifat definitif dan menjadi 
salah satu persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 
Kepala desa. 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom 1 : dengan nomor urut 
5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja. 
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja 
7. Kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja 
8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan. 

NAMA KAUR/KASI 

tanda tangan 

Kaur I Kasi . 
. , 20 . 

Bukti­bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, 
untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan 
sebenarnya. 

NO. PENERIMA URA IAN JUMLAH (Rp.) 

I '.L 3 4 

I 

JUMLAH (Rp.) 

Bi dang 
Sub Bidang 
Kegiatan 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

22.b.Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 
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NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DSA 

tarida tangan & Stempel 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (NAMA DESA), 
........... , . 

­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­ ­­­­ 
SURPLUS/ PENERIMAAN PENGELUARAN SILPA 

DE FI SIT PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PROS ­­­ ­­­~­­ -- - ­­­1­ 
ANGGA REALI ANGGA I REA ANGGA REA ' I REA ENTA 

RAN . LISA LISA ANCrG I LISA SE(%) 
RAN SASI SI RAN SI _ARAN tJI ­­­­ ­­­­­ ­­­ ­­ 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 ­­­ ­­­­ ­­­ - ­­­­ 
I ­­­ ­­ ­­­ 

­­­­ ­­­ -- ­­ ­­ - 
­­­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­ 
­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­ 
­­­­ ­­­­­ ­­­­­ ­­­ ­­­ 

­­ 
7 

­­­­ 
6 

- ­­­­ ­­­­ 
2 3 4 5 ­­ ­­­­­ 

\L 

i 

­­­ 
1 
1 
2 

dst 
TOT, ­­­ 

I __ T___ ­­­­­ 1­­­­­­­­­­­­T­­­­­­­­­­­ 
I I DANA PENDAPATAN I BELANJA 
I I NAMA YANG ---- ­­;r­1 ­­~­­­ 
! NO 1 - DITRAN , 
' ' DESA SFERKA ANGGA REALIS , ANCrGA REALIS 

N RAN ASI RAN I ASI 

23. Format Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Da.erah (LKPD) 
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Koloml6 
Kolorn15 
Kolom14 

Kolom13 

Koloml 1 
Kolom12 

KolomlO 
Kolom 9 
Kolom 8 
Kolom 7 
Kolom 6 
Kolom 5 
Kolom 4 

Cara pengisian: 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 diisi dengan nama desa yang bersangkutan 
Kolom 3 diisi Total Dana yang ditrarrsfer Ke Rekening Pemerintah Desa (ADD, DD, DBHP, DBHR, termasuk apabila ada dana 

bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat d ari j' atau Pemerintah Provinsi) 
diisi jurnlah total anggaran pendapatan 
diisi jumlah total realisasi pendapatan 
diisi jumlah semua anggaran belanja 
diisi jumlah semua realisasi belanja ditambah SILPA tahun sebelumnya 
diisi dengan rumus kolom 4 dikurangi kolom 6 
diisi dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 7 
diisi jumlah penerimaan pembiayaan (contoh: SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa 
yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan) 
diisi jumlah realisasi pembiayaan (contoh: penggunaan SILPA Tahun lalu, dll) 
diisi jumlah pengeluaran pembiayaan (contoh: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMDes) 
diisi jumlah realisasi pengeluaran pembiayaan (contoh: penyertaan modal kepada BUMDes, penyertaan modal pihak 
ketiga,dll) 
diisi dengan rumus (kolom 4 ­ kolom 6) + (kolom 10 ­ kolom 12) 
diisi dengan rum us (kolom 5 ­ kolom 7) + (kolom 11 ­ kolom 13) 
diisi dengan rumus (kolom 5 dibagi kolom 4 dikali 100%) 



Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... (Nama Desa) 

Dan 
KEPALA DESA .... (Nama Desa) 

. ' 8. 

. , 

. , 

. ' 

. , 

. ' 

. , 

.................................................................................. ' 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar­ 
besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran termuat dalam Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran ..... yang disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu 
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran .... ; 

KEPALA DESA (Nama Desa], 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menirnbang 

TENT ANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAl~ REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama Desa) 
TAHUN ANGGARAN . 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR .... TAHUN .... 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten) 

24. Format Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
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Pasal3 
Lampiran­lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Desa ini. 

3. Lam piran III 

Laporan Realisasi Kegiatan Periode O 1 
Januari­31 Desember Tahun 
Anggaran .... 
Daftar program sektoral, program 
daerah dan program lainnya yang 
masuk ke Desa. 

2. Lam piran II 

LaporanKeuangan; I 1. Lampiran 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 
1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri 
dari: 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a ­ b) 

Rp . 
Rp . 

Jumlah Belanja 
Surplus/ Defisi t 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp . 
Darurat dan Mendesak Desa 

Pemberdayaan Rp . d. 

c. 
Rp . 

Pembinaan Rp . 
b. 

Rp . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
...... dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Rp . 
Pemerintah Desa 
Bidang Pembangunan 
Bi dang 
Kemasyarakatan 
Bi dang 
Masyarakat 

Pasal 1 

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN 20 . 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan 



LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR . 

(NAMA SEKRETARIS DESA) 

Tandatangan 

SEKRETARIS DESA . 

Diundangkan di . 
Pada tanggal.. ... 

(NAMA KEPALA DESA) 

TANDA TANGAN DAN STEMPEL PEMDES 

KEPALA DESA , 

Ditetapkan di . 
pada tanggal, . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa 
dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

Pasal 4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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x 
x 

Lampiran 
Lampiran 1 ­ Rincian Aset Tetap Desa 
Lam pi ran 2 ­ . 

x # 

I. Laporan Realisasi APBDes halaman 
II. Catatan Atas Laporan Keuangan x 

A. lnformasi Umum x 
B. Dasar Penyajian Laporan x 

Keuangan 
C. Rincian Pos Laporan Realisasi x 

Anggaran 
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas x 
2. Pendapatan Asli Desa x 
3. Dana Desa x 
4. Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah x 
5. Alokasi Dana Desa x 
6. Ban tuan Keuangan Propinsi x 
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota x 
8. Pendapatan Lain lain x 
9. Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa x 
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa x 
# Belanja Bidang Pembinaan Kernasyaratan Desa x 
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa x 
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat x 

dan Mendesak Desa 
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi x 
# Belanja. Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang x 

(Fungsi 
# Pembiayaan x 
# Aset Desa x 
# Penyertaan Modal Desa x 

Daftar Isi 

LaporanKeuangan 
Pemerintah Desa . 

Kecamatan . 
Kabupaten . 
Tahun Anggaran 20 . 

LAMPIRAN I 
PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI APB DESA 
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C. Rincian Pos Laporan Keuangan 
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas 

SILPA tahun anggaran 20xx xxx 
Mutasi Potongan Pajak 

Saldo Awal Periode Potongan Pajak xxx yg belum disetor ke Kas Negara 
Penerimaan Potongan Pajak xxx tahun anggaran berjalan 
Setoran Pajak ke Kas Negara selarna xxx tahun anggaran berjalan 
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak xxx yg belum disetor ke Kas Negara 

Saldo Kas per 3 i Desem ber xxx 20xl 

2. Pendapatan Asli Desa 
Pendapatan Asli Desa terdiri 
dari: 

Anggaran Realisasi (Lebih) / 
kurang 

Pendapatan Asli Desa terdiri 
dari: 
a. Hasil Usaha xxx.xxx xxx.xxx xxx 
b. Hasil Aset xxx.xxx xxx.xxx xxx 

c. Swadaya, partisipasi, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Gotong Royong 
d. Lain­lain PADes yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
Laporari Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan 
dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas 
dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif 

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di , Desa , Kecamatan 
......... , Ka bu paten . 

: yyyyy 

: zzzzz 
2. Sekretaris Desa 
3. Bendahara Desa 

A. Informasi Umum 
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan , Kabupaten Sesuai 
dengan Keputusan Bupati No Tanggal , saat ini 
kepengurusan Pemerintahan Desa ABC 

1. Kepala Desa : XXXXX 

Catatan Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Desa , Kecamatan , Kabupaten . 

Tahun Anggaran 20 . 
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Ban tuan Keuangan 
Kabupaten/kota 7. 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 
xxx :xxx.xxx :xxx.xxx 
xxx :xxx.xxx :xxx.:xxx 

(Lebihl/ 
kurang Anggaran Realisasi 

6. Bantuan Keuangan Propinsi 
Penerirnaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah 
sebagai beikut: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
............................................ :xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

5. Alokasi Dana Desa (ADD) 
Penerirnaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai 
beikut: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Tahap 1 
Tahap 2 

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 
Penerirnaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi 
Daerah adalah sebagai 

Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Tahap 3 xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

3. Dana Desa 
Dana Desa rnerupakan penerirnaan desa yang diperoleh dari APBN. Jurnlah 
penerirnaan Dana Desa selarna tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikut: 

A Realisasi (Lebih) I nggaran kurang 
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8. Pendapatan Lain­lain 
Pendapatan lain­lain terdiri dari: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Penerimaan dari hasil kerjasama xxx.xxx xxx.xxx xxx antar Desa 
Penerimaan dari hasil kerjasama xxx.xxx xxx.xxx xxx Desa dengan pihak ketiga 
Penerimaan dari bantuan 
perusahaan yang berlokasi di xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Desa 
Hibah dan sumbangan dari xxx.xxx xxx.xxx xxx pihak ketiga 
Koreksi kesalahan belanja 
tahun­tahun anggaran 
sebelumnya yang xxx.xxx xxx.xxx xxx 
mengakibatkan penerimaan di 
kas Desa 
Bunga bank xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Lain­lain pendapatan yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Belanja ­ Bidang 
9. Penyelenggaraan Pemerintahan 

Des a 
Belanja untuk Bidang 
Penyelenggaraan Pemerin tahan 
Desa terdiri dari: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Pegawai xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

10. Belanja ­ Bidang Pembangunan 
Des a 
Belanja untuk Bidang 
Pem bangunan Desa terdiri dari: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Barang dan Jasa XXX,XXX XXX,XXX xxx 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 
........... adalah sebagai 
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xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

Belanja Pegawai 
Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kepala Desa 
Penghasilan Tetap clan 
Tunjangan Perangkat Desa 

(Lebih)/ 
kurang Anggaran Realisasi 

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi 
Jumlah belanja dalam klasifikasi 
ekonomi adalah sebagai berikut 

Anggaran Rcalisasi (Lebih)/ 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Belanja ­ Bidang Penangulangan 
Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa 
Selama tahun anggaran 20 ... , Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan 
bcncana dan keadaan 
darurat sebagai berikut 

13. 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Belanja ­ Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
Belanja untuk Bidang 
Perberdayaan Masyarakat Desa 
terdiri dari: 

12. 
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xxx.xxx xxx.xxx xxx 

11. Belanja ­ Bidang Pembinaan 
Kemasyaratan Desa 
Belanja untuk Bidang 
Pembinaan Kemasyarakatan 
Dcsa tcrdiri dari: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Bel an j a Barang dan J asa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal X,"'{X • X,"'{X XX,"{.X,'X.,"'{ xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
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Jaminan Kesehatan Kepala xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Desa dan Perangkat Desa 
Tunjangan BPD xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Barang 

XX,X.X.XX X.XX.X,XX X,"LX 
Perlengkapan Kantor 
Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Operasional xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Aparatur Desa 
Belanja Jasa Sewa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Operasional xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Perkantoran 
Belanja Pemeliharaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Barang dan Jasa yang xxx.xxx xxx.xxx xxx Diserahkan kepada Masyarakat 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal 

Belanja Modal Pengadaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Tanah 
Belanja Modal Peralatan, xxx.xxx xxx.xxx xxx Mesin, dan Alat Berat 
Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Gedung dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Bangunan 
Belanja Modal Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Jembatan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal 
Irigasi/Embung/ Air xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sungai / Drainase 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx J aringan / Instalasi 
Belanja Modal lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx . .xxx xxx 

15. Belanja Desa dalam klasifikasi 
Sub Bidang (Fungsi) 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Bidang Penyelenggaraan 
pemerintahan Desa 

Sub Bidang Penyelenggaraan 
Belanja Penghasilan Tetap, xxx.xxx xxx.xxx xxx Tunjangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa 
Sub Bidang Sarana dan 
Prasarana Pemerintahan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Desa 
Sub Bidang Administrasi 
Kependudukan, Pencatatan Sipil, xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Statistik dan Kearsipan 
Sub Bidang Tata Praja 
Pemerintahan, Perencanaan, xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Kcuangan clan Pclaporan 



xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

Belanja ­ Bidang Penangulangan 
Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa 

Belanja ­ Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

Sub Bidang Kelautan dan 
Perikanan 
Sub Bidang Pertanian dan 
Peternakan 
Sub Bidang Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Desa 
Sub Bidang Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga 
Sub Bidang Kopcrasi, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) 
Sub Bidang Dukungan 
Penanaman Modal 
Sub Bidang Perdagangan 
dan Perindustrian 

Bidang Pembangunan Desa 
Sub Bidang Pendidikan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Pckerjaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Umum dan Penataan Ruang 
Sub Bidang Kawasan xxx.xxx xxx.xxx xxx Permukiman 
Sub Bidang Kehutanan dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Lingkungan Hidup 
Sub Bidang Perhubungan, 
Komunikasi, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Informatika 
Sub Bidang Energi dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Sumber Daya Mineral 
Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Bidahg Pem binaan 
Kemasyaratan Desa 

Sub Bidang Ketenteraman, 
Ketertiban Umum, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pelindungan Masyarakat 
Sub Bidang Kebudayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx dan Keagamaan 
Sub Bidang Kepemudaan xxx.xxx xxx.xxx xxx dan Olah Raga 
Sub Bidang Kelem bagaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Masyarakat 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx 

xxx 
xx .. x.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx Sub Bidang Pertanahan 

­129­ 



17. Aset Desa 
Perolehan aset desa adalah 
sebagai berikut, 

Penamb 

20:xx 20:xx ahan/ 
(Pengura 

ngan) 
Tan ah xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Kendaraan xxx.xxx xx .. x.x..xx xxx 

Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
.Jernbatan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Irigasi / Em bung/ Air .x..x..x._.x..x..x .xxx.xxx J:Df X Sunga1/8ratnase 
J aringan / Instalasi xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Aset Tetap lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Koristr­uksi dalarn Pengerjaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
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Sub Bidang xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Penanggulangan Bencana 
Sub Bidang Keadaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Darurat 
Sub Bidang Keadaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Mendesak 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
­­ ­­­­­­ 

16. Pembiayaan 
Jumlah netto pembiayaan tahun 
anggaran 20xl adalah sebagai berikut: 

Anggaran Realisasi (Lebih) / 
kurang 

Penerimaan Pem biayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xx .. X xxx.xxx xxx 

Penerimaan Pembiayaan terdiri 
dari: 

1. SILPA tahun anggaran xxx.xxx xxx.xxx xxx sebelumnya 
2. Pencairan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

3. Hasil Penjualan Kekayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Desa yang dipisahkan 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri 
dari: 

1. Pembentukan Dana 
Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

2. Penyertaan Modal Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 



19. Dst 

18. Penyertaan Modal Desa 
Pernyertaan Modal Desa pada 
BUMDes adalah sebagai berikut, 

Penamb 

20:xx 20:xx ahan/ 
(Pengura 

ngan) 
BUMDes XXX xxx.xxx xxx.xxx xxx 
BUMDes YYY xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Dll xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing­masing 
klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran .... 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 
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Nilai 
perolehan 
belum 
diketahui 

Rp 75.000.000 Baik 

Rp 10.000.000 Baik 

Rp 5. 000. 000 Baik 

Rusak 
Ringan 

Rp 50.000.000 Baik 

2014 432 02 Juli 2014 IMB 
IV Gedung dan Bangunan 

1 Bangunan Kantor, Luas 200 m? 

2 ··················································· 
3 . 

2 ···················································· 
3 

1231212 04 Desember 
2014 2014 

Kendaraan 

1 Motor, merk QQQ, lOOcc, No 
Palisi: DS12B3PYKUB 

III 

2014 
II Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 

1 Komputer, PC 
2 . 
3 . 

3 ····· ., ························· 

1998 2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 
m2 

2014 230/2014 02 Juli 2014 HGB 1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m? 

-~~~·~---~--~------~--~~----~--~--·------~~~--------------~-~------ 
Kl A d N /Id . A i Bukti Kepemilikan Kode Tahun I Kondisi 

N as set an ama entitas set f­­­ 

1 

_ 

1 

­­­~ Aset .1 · p 1 h A K 
o I N1 ai ero e an .1 set eterangan · Tetap Jenis Nomor Tanggal Perolehan To~ To~* . __ ....____.____ ---------"--- _._~­­­ 
I Tanah 

Pemerintah Desa . 
Kecamatan , Kabupaten .. 

Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20 ... 
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Rp 65.000.000 

Rp 30.000.000 

Rp 120.000.000 Baik 

Rp 40. 000. 000 Baik 

Rp 40.000.000 Baik 

Rp 50.000.000 Baik 

Konstruksi 
201.. 

X Konstruksi dalam Pengerjaan 
Pernbangunan Jembatan dalam 1 Konstruksi 

2 . 

2014 
IX Aset Tetap lainnya 

1 Sapi 3 ekor 
2 ··················································· 
3 ., . 

2 ····················­······························· 
3 ··················································· 

2014 

VIII Jaringan/lnstalasi 
.Jaringan Listrik Desa, Lokasi di 1 

2 ··················································· 
3 ····················­······························· 

2014 

VII Iriga.si/Embung/ Air 
Sungai / Drainase 

1 Embung XYZ, Lokasi di 

2014 

VI Jembatan 
.Jernbatan XYZ Lokasi di 1 .............. , 50 m 

2 ····················­······························· 
3 ····················­······························· 

2014 

V Jalan 
J alan Desa Lokasi di , 1 800 m 

2 . 
3 . 
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*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB) 

Rp 485.000.000 
Total Nilai Aset Tetap per 31 
Desember 20:xx 

3 .. 
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NAMA LENGKAP KEPALA DESA 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 
....................... , ············· 

­ ­ ­ 
OUTPUT SUMBER DANA 

!Alokasi 
- 

KODE REN CANA REALI SA SI Lain- URAIAN NAMA OUTPUT .....__ Danaj D Bentuk REKENING ;I D ana Lain Anggarar~! V 1 Anggaran Capaian esa Desa Volume Satuan Satuan (Rp) (Rp) Lain (Rp) . o ume (Rp) eYoJ (Rp) 
1 2 3 4 5 6 

' 
7 8 9 10 11 12 13 14 - -· 

:I 
- - 

a b c - ­ ­­ ­­­·­ 

- 

.rurruan 

. ·········································································· . 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PRO VIN SI 

LAPORAN Rl~ALISASI KEGIATAN 
­­­­ 

PER[ODE O 1 JANUARI - 31 DESEMBER" .___ ­­­­­ ­­­­­ ­­­­­ ­­­­­ ­­­­­­­­­­ 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASl 
DESA 

-135- 



diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan. 
diisi volume kegiatan yang terealisasi. 
diisi satuan volume. 
diisi realisasi anggaran yang digunakan. 
diisi dengan progres prosentase capaian. 
diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD). 
diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD. 
diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain yang tidak berbentuk uang. 

Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 
Kolom 12 
Kolom 13 
Kolom 14 

Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 

Keterangan: 
* Pilih salah satu 
Cara Pengisian Kolom: 
Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan: 

a. Untuk Kode rekening 
Bi dang; 

b. Kode Rekening Sub Bidang; 
dan 

c. Kode Rekening Kegiatan 
diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan. 
diisi nama output dari kegiatan 
diisi volume kegiatan yang direncanakan. 
diisi satuan volume: 
­ jernbatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit 
­ jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M 
­ kegiatan non fisik ­ paket 
­ dll 
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NAMA LENG KAP . 

TANDA TANGAN DAN 
STEMPEL PEMDES 

~JI~}\ I)~~ .••••••••.•••...••........ 

.................. , (Tanggal, Bulan, Tahun) ..... 

No. Program 
Kegiatan Anggaran 

Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana 

. . . . 

. . . DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS I 

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG 
MASUK KE DESA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENT ANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAW ABAN REALISASI 
APB DESA 
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